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BABI 
PENDAHULUAN 

A. LATARBELAKANG 

1. 	Visi Misi Unit Kerja, Struktur Organisasi dan Tugas Fungsi 

a. Visi 

Visi Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai subuah unit kerja 

dalam Iingkup Setjen dan BK DPR RI harus mendukung visi Setjen 

dan BK DPR RI. Untuk itu Biro Perencanaan dan Keuangan 

merumuskan vlsi sebagai berikut: 

"Mewujudkan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang 

akuntabel dan terintegrasi" 

Penjelasan vlsi: 

Sehubungan dengan pemberian dukungan dalam pelaksanaan 

perencanaan dan pengelolaan keuangan serta dalam pemberian 

dukungan administrasi, pengendalian pelaksanaan anggaran dan 

dukungan kegiatan perjalanan dinas di Iingkungan DPR RI, Biro 

Perencanaan dan Keuangan harus dapat menyelesaikan berbagai 

permasalahan khususnya di bidang keuangan. Sejalan dengan itu, 

pengertian kata akuntabel dan terintegrasi adalah: 

Akuntabel : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus 

mencapai sasaran maupun manfaat yang dapat 

dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan 

dengan peraturan yang berlaku. 

Terintegrasi : 	Proses operasi dibidang 	keuangan dapat 

terhubung dengan baik melalul teknologi dan 

aplikasi yang terkomputerisasi secara baik secara 

fisik maupun secara fungsional. 
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b. 	Misi 

Untuk memberikan dukungan bagi terwujudnya visi tersebut 

dan berpedoman pada visi Biro Perencanaan dan Keuangan serta 

tugas pokok dan fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan yang 

berperan sebagai pendukung dan fasilitator dalam kegiatan-kegiatan 

keuangan di lingkungan DPR RI, Misi Biro Perencanaan dan 

Keuangan tahun 2016- 2019 adalah: 

"Menyelenggarakan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang 

akuntabel, professional, prima dan tepat waktu" 

Penjelasan Misi: 

Misi merupakan Iangkah utama sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan. Biro Perencanaan dan 

Keuangan merupakan unit kerja yang mendukung di bidang 

keuangan bagi DPR RI dalam menjalankan tugas pokok dan 

fungsinya. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), 

DPR RI memerlukan dukungan di bidang keuangan serta 

administrasi perjalanan dinas yang akuntabel, terintegrasi, dan 

optimal dari berbagai sumber. Ada 1 (satu) Misi atau langkah utama 

yang disusun untuk mencapai Visi; "Mewujudkan perencanaan dan 

pengelolaan keuangan yang akuntabel dan terintegrasi." Namun 

pada pelaksanaan mendukung tercapainya visi, misi Biro 

Perencanaan dan Keuangan dijabarkan menjadi beberapa langkah. 

Pada penjabaran misi dalam pelaksanaan perencanaan 

anggaran yaitu upaya peningkatan kualitas pada proses 

perencanaan anggaran dalam menyusun anggaran baik Dewan 

	

maupun Setjen. Peningkatan kualitas tersebut dilakukan dengan 

cara peningkatan koordinasi dengan unit kerja lainnya, pembentukan 

aplikasi perencanaan yang terintegrasi dan ketaatan terhadap 

peraturan yang berlaku sehingga Biro Perencanaan dan Keuangan 

2 



dapat menjadi mitra strategis dalam pengambHan kebijakan untuk 

pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan DPR RI. 

C. 	Struktur Organ isasi 

Gambar 1.1 Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan 
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI 

I ;1;riii 

, 	
rc 

zanaan 

! VaIa 

hat 

Didalam struktur organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan 

terdapat beberapa bagian, diantaranya Bagian Perencanaan dan 

terdapat beberapa sub bagian yakni Subbagian Penyusunan 

Program dan Anggaran DPR dan Subbagian Penyusunan Program 

dan Anggaran Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. 
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d. 	Tugas dan Fungsi 

Sebagai analis perencanaan terdapat beberapa tugas fungsi 

yang dimiliki yaitu sebagai berikut 

	

1 	Menyusun kerangka acuan kerja terkait pelaksanaan kegiatan 

berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan oleh Kepala 

Bagian. 

Menyusun konsep naskah rencana kerja (RENJA) Dewan dan 

Setjen DPR RI pagu usul DPR RI berdasarkan buku arah, 

kebijakan dan strategi pengelolaan anggaran DPR RI yang 

telah ditetapkan BURT DPR RI serta mengacu pada RKP DPR. 

Membuat konsep Rencana Kerja (RENJA) Dewan dan Setjen 

berdasarkan Pagu Indikatif (P1) yang dikeluarkan dalam Surat 

Edaran Bersama (SEB) Bappenas dan kemenkeu, serta 

mengacu pada renja Dewan dan setjen usul DPR RI untuk di 

tetapkan menjadi Renja Dewan dan setjen P1. 

Membuat konsep naskah Rencana Kerja dan Anggaran 

Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Dewan dan Setjen DPR RI 

berdasarkan pagu anggaran (PA) yang dikeluarkan dalam surat 

edaran (SE) kemenkeu serta mengacu pada renja Dewan dan 

Setjen usul DPR RI dan renja Dewan dan Setjen P1 untuk 

ditetapkan menjadi RKA Dewan dan setjen PA. 

Membuat konsep naskah rencana kerja dan anggaran 

kementerianhlembaga (RKA-KL) dewan dan Setjen DPR RI 

berdasarkan Pagu Alokasi Anggaran (FAA) yang dikeluarkan 

dalam surat edaran (SE) kemenkeu serta mengacu pada renja 

dewan dan setjen usul DPR RI, Renja dewan dan Setjen P1, 

dan Renja Dewan dan setjen PS untuk ditetapkan menjadi RKA 

Dewan dan Setjen PAA. 

Membuat konsep naskah revisi/realokasi/tambahan anggaran 

tahun berjalan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 

(DIPA) Dewan dan Setjen DPR. 
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7. Membuat konsep naskah/perumusan Renstra Sekretariat 

Jenderal dan Badan Keahiian Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia (Setjen dan BK DPR RI) sesuai dengan 

Renstra DPR RI dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman 

pelaksanaan kegiatan Sekretariat Jenderal, dan Badan 

Keahlian DPR RI. 

2. 	KondisiSaatlni 

Dalam pelaksanaan dan tata pemerintahan yang baik perlu 

diterapkannya sistem anggaran berbasis kinerja yang merupakan 

salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas kinerja instansi 

tersebut. Anggaran berbasis kinerja itu sendiri adalah penyusunan 

anggaran yang didasarkan atas perencanaan kinerja, yang terdiri 

dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta indikator 

kinerja yang ingin dicapai oleh suatu entitas anggaran. Dalam 

rangka memenuhi amanat UU No. 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara mengenai sistem penganggaran berbasis kinerja, 

yaitu anggaran dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk 

menghasilkan output dan outcome. Dengan dikeluarkannya 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

yang mengamanatkan setiap Kementerian Negara/Lembaga wajib 

menyelenggarakan SAKIP yang dilaksanakan oleh entitas 

Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang. Penyelenggaraan SAKIP mi 

meliputi Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, 

Pengelolaan data Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu dan 

Evaluasi Kinerja. 

Kondisi saat mi yang menjadi isu permasalahan adalah menurut 

evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2018 yang dilaksanakan 

Kemenpan RB, terdapat 84,21% pegawai dilingkungan Setjen dan 

BK masih belum memahami ukuran keberhasilan/indikator kinerja 
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dalam upaya pengukuran dan peningkatan akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah dalam hal ini Perjanjian Kinerja. Pemerintah 

menyatakan kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program 

yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan 

anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Peraturan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor: 

PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan 

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah 

mendefinisikan kinerja instansi pemerintah sebagai gambaran 

mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi 

pemerintah sebagai penjabaran darl visi, misi, dan strategi 

pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program 

dan kebijakan yang ditetapkan. 

Peraturan Sekretaris Jenderal (Persekjen) DPR RI tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah, terakhir ditetapkan 

dalam Persekjen DPR RI Nomor: 07/PERSEKJEN/2012 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan 

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

dan telah terdapat dalam Rencana Strategis K/L yang merupakan 

dokumen Perencanaan anggaran dan kegiatan KIL untuk periode 5 

(lima) tahunan, sedangkan Perjanjian Kinerja (PK) adalah 

lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi 

yang Iebih tinggi kepada pimpinan instansi yang Iebih rendah untuk 

melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun. Dalam 

penyusunannya, baik Renstra ataupun PK disusun dengan 

mencantuman sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, 

serta indikator dan target kinerjanya. 

Kondisi saat mi memenlukan suatu indikator dalam 

peningkatan kinerja yang digunakan sebagai salah satu bentuk 

pengukuran apakah organisasi tersebut sudah berkinerja tinggi atau 

sudah mencapai hasil yang maksimal. Dalam suatu perumusan 



indikator dalam pelaporan harus juga disertai dengan penjelasan 

serta perumusan indikator dan target kinerjanya, bagaiamana 

indikator tersebut dihitung dan bagaimana upayaupaya pencapalan 

target indikator tersebut dicapai. Dalam arti singkat bahwa 

diperlukannya dokumen pendukung yang dapat menjelaskan lebih 

detail mengenai indikator-indikator yang dirumuskan pada dokumen 

SAKIP, maka dari itu pembuatan draft kamus indikator dianggap 

perlu sebagai upaya upaya memfasilitasi dan sebagai dasar 

pelaksanaan indikator kinerja yang tekah dirumuskan sebelumnya. 

3. Kondisi yang di Harapkan 

Adanya kondisi yang diharapkan dengan mengoptimalisasi 

penggunaan draft kamus indikator mi juga tidak terlepas darl syarat-

syarat yang harus ada di Indikator tersebut. Syarat-syarat yang 

berlaku untuk semua indikator kinerja tersebut adalah sebagai 

berikut: 

Relevan; indikator kinerja harus berhubungan dengan apa yang 

diukur dan secara objektif dapat digunakan untuk pengambilan 

keputusan atau kesimpulan tentang pencapaian apa yang diukur. 

Penting/menjadi prioritas dan harus berguna untuk menunjukan 

keberhasilan, kemajuan, atau pencapaian. 

Efektif dan Iayak; data/informasi yang berkaitan dengan indikator 

kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan 

dianalisis dengan biaya yang Iayak. 

Indikator kinerja yang baik dan cukup memadai, setidak-tidaknya 

memenuhi kriteria yang terdiri dan: 

Specific; 

Measurable; 

Achievable; 
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Relevant; 

Time Bond: 

Specific, indikator kinerja harus sesuai dengan program dan 

kegiatan sehingga mudah dipahami dalam memberikan informasi 

yang tepat tentang hasil atau capaian kinerja dari kegiatan dan atau 

sasaran. 

Measurable atau dapat menggambarkan sesuatu yang diukur, 

indikator yang balk itu sendiri merupakan ukuran dari suatu 

kerbehasilan dimana harus terdapat kesepakatan tentang 

interpretasi terhadap hasil yang akan digunakan sebagal ukuran. 

Indikator tersebut harus mempunya satu dimensi dan tepat secara 

operasional. Mempunyal satu dimensi artinya bahwa indikator 

hanya mengukur satu fenomena dalam satu indikator. 

Achievable atau dapat dicapai, indikator kinerja yang ditetapkan 

harus menantang namun bukan hal yang mustahil untuk dicapal dan 

dalam kendall organisasi/instansi. Jadi dalam menetapkan suatu 

indikator kinerja perlu dipikirkan juga bagaimana nanti 

mengumpulkan data kinerjanya, apakah masih dalam kendall 

instansi yang bersangkutan atau tidak. 

Relevant, suatu indikator kinerja harus dapat mengukur 

sedekat mungkin dengan hasil yang akan diukur. Indikator kinerja 

tidak seharusnya dikaitkan pada tingkat yang Iebih tinggi atau lebih 

rendah dibandingkan dengan hasil yang diukur. 

Time Bond, waktu/periode pencapaian indikator kinerja 

ditetapkan, yaltu indikator kinerja yang disusun memiliki target waktu 

yang jelas. Kapan kegiatan tersebut harus selesai. Apakah bulan 

pertama, ataukah bulan ke dua. Target waktu juga bisa diterapkan 

pada pekerjaan-pekerjaan yang bersifat rutin. Misal, kapan laporan 

keuangan harus selesai pada tiap tahunnya/tiap triwulannya atau 

kapan proses pemeliharaan rutin harus dilakukan. 

Dengan adanya penjelasan tersebut diharapkan indikator yang akan 



di internalisasi menjadi draft kamus indikator mi mampu 

mencerminkan kejelasan dan kriteria yang akan digunakan pada 

Perjanjian Kinerja yang selanjutnya akan menjadi bahan penilaian 

kinerja pemerintah yang ada di Sekretariat Jenderal DPR RI mi. 

Identifikasi Isu 

Dalam pelaksanaan penyusunan rencana aktualisasi mi maka 

terdapat uraian yang berhubungan dengan fenomena yang terjadi di 

unit kerja diantaranya adalah 

Terdapat unit kerja yang masih menyusun rencana anggaranya 

tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. 

Contohnya seperti penyusunan Term Of Reference (TOR) yang 

tidak dibuat sesuai dengan standar yang sesuai dengan 

peraturan 	menteri 	keuangan. 	Ketidaksesuaian 	itu 

mengakibatkan banyak nya usulan anggaran yang dirancang 

setjen dan BK DPR RI ditolak oleh Kementerian Keuangan RI 

Penyusunan cash planning unit-unit kerja masih belum akurat. 

Hal itu disebabkan oleh perencanan Anggaran yang tidak 

sesuai dengan kebutuhan. Hal Ini berkaitan dengan rendahnya 

penyerapan anggaran yang telah dialokasikan yang 

menyebabkan sulitnya bagi Setjen dan BK dalam mengajukan 

rencana anggoran untuk dialokasi pada tahun mendatang 

karena saat ml pengajuan anggaran Setjen dan BK DPR RI 

untuk tahun depan berdasarkan realisasi tahun sebelumnya. 

Menurut evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2018 yang 

dilaksanakan oleh Kemenpan RB, terdapat 84,21% persen 

pegawal di lingkungan setjen dan BK, masih belum memahami 

an keberhasilan/indikator kinerja dalam rangka pengukuran 

dan peningkatan kinerja yang bertujuan meningkatkan 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam hal mi 



Perjanjian Kinerja maka setiap instansi pemerintah perlu 

menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan demikian 

pembuatan draft kamus indikator diperlukan agar menjadi 

standar petunjuk pelaksanaan indikator kinerja. 

5. 	Teknik Analisis (USG) 

Tabel 1.1 Teknik Analisis (USG) 

Pemilihan Isu Prioritas dengan Teknik Analisa USC 

KRITERIA 	JUMLAH 
NO 	 ISU 	 PERINGKAT 

U 	S 	G 	NILAI 

Terdapat unit kerja yang 	3 	4 	3 	3 	- 	3 
masih 	menyusun 
rencana 	anggarannya 
tidak 	sesuai 	dengan 
peraturan yang berlaku.  	---  

2 	Penyusunan 	cash 	4 	3 	4 	2 	 2 
planning unit-unit kerja 
yang 	masih 	belum 
akurat. 	Hal 	itu 
disebabkan oleh 
perencanaan anggaran 
yang tidak sesuai 
dengan kebutuhan.  

3 	Kurangnya pemahaman 	4 	4 	4 	1 
uku ran 
keberhasilan/indikator 
kinerja pegawai Setjen 
dan BK DPR RI. 

Dalam informasi tersebut terlihat bahwa hasil peringkat 

pertama setelah dilakukannya teknik ana!isis (USC) merupakan isu 

yang kali ini penulis angkat yaitu kurangnya pemahaman ukuran 

keberhasilan/indikator kinerja pegawai Setjen dan BK DPR RI, 

dengan demikian penyusunan draft kamus indikator mi diharapkan 

dapat membantu pegawai Setjen dan BK DPR RI meningkatkan 

pemahaman ukuran keberhasilan/indikator kinerja. 

6. Gagasan Pemecahan Isu 

Fenomena yang timbul dari sebuah isu haruslah segera 

mendapatkan perhatian dan diupayakan untuk diselesaikan atau 
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dicari solusi pemecahan masalahnya, menurut penulis penyusunan 

draft kamus indikator mi dibuat dalam upaya membantu unit kerja 

memahami ukuran keberhasilan/indikator kinerja dala rangka upaya 

pengukuran dan peningkatan kinerjanya sebagai standar petunjuk 

pelaksanaan indikator kinerja yang berupa buku/draft kamus 

indicator tersebut yang diharapkan akan meningkatkan pemahaman 

tentang ukuran keberhasilan kinerja yang nantinya akan menjadi 

unsur kesatuan dari bagian SAKIP yang menjadi salah satu alat 

untuk mengukur kinerja pemerintah. 

B. TUJUAN 

Tujuan yang diharapkan atas gagasan pemecahan isu yang telah 

dipilih, terdapat paparan yang harus diketahui dalam penyusunan draft 

kamus indikator kinerja mi bertujuan untuk: 

Memberikan pemahaman kepada pejabat dan pegawai akan arti 

pentingnya uraian tugas dan jabatan serta tugas fungsi serta ukuran 

keberhasilan dari pelaksanaan tugas dan fungsi. 

Memberikan panduan bagi pimpinan KIL, pimpinan eselon I, pimpinan 

eselon II, dan pelaksana kegiatan dalam menjabarkan indikator kinerja 

yang telah diamanatkan dokumen SAKIP dalam pelaksanaan 

pencapaian indikator kinerja. 

C. MANFAAT 

Setelah mengetahui tujuan dibuatnya draft kamus indikator tersebut 

maka diharapkan terdapat manfaat yang besar dalam penggunaan dan 

pelaksanaanya diantaranya yaitu 

a. 	Menjadi standar petunjuk pelaksanaan indikator kinerja yang 

diharapkan memberi manfaat kepada pegawai Setjen dan BK DPR RI 

dalam memahami keberhasilan/indikator kinerja. 

b. 	Membantu ogranisasi untuk menyelesaikan tugas kinerja sebagai 

lembaga 	pemerintahan 	dalam 	sistem 	akuntabilitas 
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BAB II 
PELAKSANAAN AKTUALISASI 

A. RANCANGAN AKTUALISASI 

Unit Kerja 	 Biro Perencanaan dan Keuangan 

Identifikasi Isu 	 : 	1. Masih terdapat unit kerja yang masih menyusun rencana 

anggarannya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Penyusunan cash planning unit-unit kerja masih belum akurat yang 

disebabkan oleh perencanaan anggaran yang tidak sesuai dengan 

kebutuhan. 

Kurangnya pemahaman ukuran keberhasilan/indikator kinerja 

pegawai Setjen dan BK DPR RI. 

Isu yang Diangkat 	 : 	Kurangnya pemahaman ukuran keberhasilan/indikator kinerja pegawai 

Setjen dan BK DPR RI 

Gagasan Pemecahan Isu 	: Penyusunan draft kamus indikator untuk meningkatkan pemahaman 

sekaligus menjadi kerangka acuan dan menjadi standar petunjuk 

pelaksanaan indikator kinerja dalam di Setjen dan BK DPR RI 
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Kegiatan I : - Permintaan Rumusan 
Rapat dengan saran dan arahan Draft 
Bagian untuk 	memulal Indikator 
Perencanaan pembuatan draft 
dalam rangka Kamus Indikator 
penyusunan - Menyusun format 
konsep Draft draft 	Kamus 
Kamus Indikator 	sesuai 
Indikator dengan 

kebutuhan 

Kontribusi 
Terhadap Visi 
Misi Organisasi 

Kegiatan 	ini 
mendukung vlsi 
organisasi yaltu 
"Mewujudkan 
perencanaan 
dan 
pengelolaan 
keuangan yang 
akuntabel dan 
terintegrasi" 
dengan 
disusunnya Draft 
Kamus Indikator 
ni 	diharapkan 
dapat 
memeberikan 
pemahaman 
kepada pejabat 
dan pegawai arti 
pentingnya 
uraian tugas dan 
jabatan 	serta 
tugas fungsi dan 
ukuran 
keberhasilan dan 
pelaksanaan 
tugas dan fungsi 
tersebut. 

Penguatan Nilai 
Orcianisasi 

Serangkaian 
kegiatan 	yang 
dimulai 	dan 
tahapan pertama 
hingga 	akhir 
yang 	berupa 
hasil dari Draft 
Kamus Indkator 
mi 	diharapkan 
mampu 
menjadikan 
Sekretariat 
Jenderal 	dan 
Badan Keahllan 
mi 	terus 
melakukan 
perbaikan 
penerapan 
reformasi 
birokrasi 	untuk 
mewujudkan 
tatakelola 
pemerintahan 
yang baik yang 
memuat 	nilai- 
nilai 

Religius 
Akuntabel 
Profesional 
Integritas 

lABEL 2.1 RANCANGAN KEG IATAN AKTUALISASI 

No. 	Kegiatan 	Tahapan Kegiatan 	Output! 	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan 
Hasil 

Pada tahap pertama kegiatan ini,yakni 
rapat dengan bagian perencanaan 
penulis yang dibantu dan didampingi 
dengan mentor melakukan rapat 
internal dengan seluruh rekan kerja di 
Bagian Perencanaan terkait 
penyusunan Draft Kamus Indikator 
dengan baik, sopan dan terstruktur 
(Etika Publik), agar perumusan yang 
akan dilakukan ini dapat berjalan lancar 
serta menghasilkan output yang 
optimal. Dalam tahapan ini, perancang 
partisipatif (Akuntabilitas) dalam 
pelaksanaan rapat dengan harapan 
bahwa penyusunan 	Draft Kamus 
lndikator ini ..ibuat dalam 	masa 
Pelatihan Dasar CPNS sebagai bentuk 
tanggung jawab dan kejelasan target 
(Akuntabilitas), yang nanti nya Draft 
Kamus Indikator ml berperan penting 
sebagai turunan penjabaran uraian 
tugas dan jabatan dalam indikator 
kinerja di Setjen dan BK DPR RI mi. 
Tahapan kegiatan selanjutnya adalah 
dengan penyusunan format yang akan 
di garap di dalam Draft Kamus Indikator 
tersebut, di mulai dengan penggunaan 
lndikator Kinerja yang telah tercantum 
pada Perjanjian Kinerja 2019 Setjen 
dan 	BK 	DPR 	RI 	dengan 
bermusyawarah serta bekerja sama 
(NasionaIisme. 
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Kegiatan 2 
Diskusi dengan 
pihak 	terkait 
yaitu 	dengan 
Bagian 
Organisasi dan 
Tatalaksana 
dan 	Bagian 
Kepegawaian. 

Rapat dengan 
Bagian 
Organisasi dan 
Tatalaksana 
terkait informasi 
dan gambaran 
dalam 
penyusunan 
se rta 
menampung 
saran dan juga 
rumusan 	draft 
kamus indikator. 
Rapat dengan 
Bag ian 
Kepegawaian 
terkait informasi 
dan gambaran 
dalam 
penyusunan 
serta 
menampung 
saran dan juga 
rumusan 	draft 
kamus indikator 

Saran 
masukan 
dan 
perumus 
an bahan 
kegiatan 
pembuat 
an draft 
kamus 
indikator 

Dalam 	kegiatan 
mi 	kontrihusi 
terhadap visi dan 
misi 	organisasi 
Iebih menekankan 
bahwa 	tugas 
serta fungsi suatu 
output 
diperlukannya 
masukan 	dan 
bagman lain yang 
dalam 	bentuk 
kerjasama berupa 
masukan 	agar 
penguatan 
terhadap 
tercermmnya 
11 perencanaan 
dan pengelolaan 
keuangan yang 
akuntabel 	dan 
terintegrasi" 

Pen ingkatan 
kinpria dcngn 
terus 
memberikan 
tata kelola yang 
baik 	yang 
bertujuan 
meningkatkan 
kinerja 	mi 
secara 
Iangsung 
merupakan 
kegiatan 
internalisasi 
nilai organisasi 
Sekretariat 
Jenderal 	dan 
Bad an 
KeahFian DPR 
RI yaitu nilai-
n i Iai 

Akuntabel 
Profesional 
Integritas. 

No. 	Kegiatan 	Tahapan Kegiatan Output! 	Keterkaitan Substansi Mata 
	

Kontribusi 	Penguatan Nilai 
Hasil 	i 	 Pelatihan 

	
Terhadap 	Vlsi 	Organisasi 
Misi Organisasi 

Dalamtahap kegiatan mi. penulis 
yang didampingi mentor 
membuat agenda rapat bersama 
pihak terkait yaitu dengan Bagman 
Organisasi dan Tatalaksana. 
Dalam agenda rapat mi penulis 
meminta dengan hormat dan 
sopan (Etika Publik) sebuah 
masukan serta arahan bagaimana 
sebuah indikator kinerja memiliki 
kriteria yang dapat diukur dan 
menghasilkan output itu sendiri 
tergambar dan tersusun jelas. 
Dengan bentuk hasil akhir berupa 
Draft Kamus Indikator yang 
merupakan bagian dari inovasi 
(Komitmen Mutu) yang digarap 
ni maka ditemukan solusi dengan 
penambahan penjelasan dan 
jangka waktu pencapaian sebagai 
bahan pendukung dalam 
penjetasan indikator kinerja yang 
tertuang pada metode 
pengukurannya. 
Pada saat proses menampung 
rumusan 	kegiatan 	dan 
penyusunan 	Draft 	Kamus 
Indikator mi perancang parlisipatif 
(Akuntabilitas) dengan 
mengedepankan rumusan produk 
yang konsisten (Akuntabilitas) 
hingga kedepannya dapat 
diintrepretasikan dengan baik bagi 
pengguna nya khususnya 
pegawai di Sekretariat Jenderal 
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dan 	Badan 	Keahlian 	DPR 	RI 
sebagai 	tujuan 	evaluasi 	untuk 
menilai 	kemajuan 	pelaksanaan 
program 	reformasi 	birokrasi 
berupa peningkatan akuntabilitas 
kinej. 
Pada 	tahapan 	diskusi 	dengan 
Bagian 	kepegawaian 	perancang 
dengan 	hormat 	(Etika 	Publik) 
didampingi 	dengan 	mentor 
menjelaskan 	maksud 	tujuan 
bahwa 	akan 	disusunya 	sebuah 
draft 	kamus 	indikator. 	Bagian 
Kepegawaian 	mi 	berperan 
sebagai suatu bagian yang akan 
menggerakan pegawai di Sejten 
dan 	BK 	DPR 	mi 	untuk 
mengimplementasikan 
penggunaan 	Draft 	Kamus 
Indikator 	mi 	yang 	merupakan 
sebuah 	bentuk 	kepentingan 
bersarna 	(Nasionalisme). 
Dengan 	kejelasan 	target 
(Akuntabilitas) 	 bahwa 
penyusunan 	Draft 	Kamus 
Indikator 	mi 	akan 	membantu 
Lembaga Setjen dan BK DPR RI 
khususnya 	para 	pegawai 	untuk 
mengetahui 	kejelasan 	tentang 
target_kinerja_nya.  

15 



No. 	Kegiatan 	Tahapan Kegiatan Output! 	Keterkaitan Substansi Mata 	I 	Kontribusi 	Penguatan Nitai 
Hasil 	 Pelatihan 	 Terhadap 	Vlsi 	Organisasi 

Misi Organ isasi 
3 Tahapan 	3 • Menyusun 	format •Terkumpulny • 	Pada 	tahap 	ini 	perancang Kcgi3tan 	ini Dalam tahapan mi 

Mengumpulka draft 	Kamus a 	bahan- meruntutkan materi dari tahap mendukung penguatan 	nila 
n 	materi- Indikator 	sesuai bahan yang pengumpulan 	tersebut 	yang visi 	organisasi organisasi 	telah 
mateni 	untuk dengan kebutuhan akan selanjutnya 	disusun 	menjadi yaitu mengandung 
perumusan penyampaian diturunkan kesatuan 	padu 	secara menjadikan unsur: 
draft 	kamus informasi 	dari pada 	Draft konsisten 	(Akuntabilitas) "Mewujudkan Akuntabilitas 
indikator materi 	yang Kamus yang 	diharapkan 	mampu perencanaan Profesional 

didapat. Indikator menggambarkan seluruh pola dan Integritas 
• Menginternalisasi • Tersusunya dari 	Draft 	Kamus 	Indikator pengelolaan Karena 

Perjanjian 	Kinerja output 	draft dengan 	cara 	berkomunikasi keuangan didalamnya 
ke 	dalam 	draft kamus dengan 	baik 	(Etika 	Publik), yang terjadi 	proses 
Kamus 	Indikator indikator kemudian 	menerima 	saran akuntabel dan pertanggung 
dan 	proses berbentuk dan 	masukan 	dari 	bagian terintegrasi" jawaban 	sebuah 
finalisasi booklet. terkait serta dukungan mentor yang unit 	kerja 
penyusunan 	Draft dan coach. didalamnya terhadap 	tugas 
Kamus Indikator • 	Dalam 	kegiatan 	internalisai mengandung fungsi 	sebagai 

dilakukan 	dengan 	cara unsur penguatan 	nilai 
merumuskan hail-hasil utama tanggung Lembaga 
dan kondisi yang seharusnya jawab 	sebab khususnya 	di 
yang 	mengandung 	unsur dalam Setjen 	dan 	BK 
indikator 	kinerja 	secara penyusunan DPR RI. 
professional 	(Manajemen Draft 	Kamus 
ASN) 	yang 	relevan 	darii Indikator.  
sebuah 	Perjanjian 	Kinerja 
Setjen dan BK DPR RI tahun 
2019 	dalam 	artian 	didalam 
Draft 	Kamus 	Indikator 	ini 
konsisten 	(Akuntabilitas) 
terhadap 	bahan 	isian 	dan 
tidak 	merubah 	nomenklatur 
yang 	sudah 	ada 	dengan 
menambahkan 	metode 
perhitungan, 	jangka 	waktu 
oencaDaian 	serta 	oenielasan 
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tiap-tiap indikator kinerja yang 
diharapkan mampu dipahami 
dengan mudah oleh pegawai 
di Setjen dan BK DPR RI. 
Dengan 	dasar 	musyawarah 
dan 	kepentingan 	bersama 
(Nasionalisme) 	dalam 
penysunan 	Draft 	Kamus 
Indikator 	mi 	diharapkan 
mampu manjadi dasar acuan 
pengimplementasian 
pelaksanaan 	reformasi 
birokrasi 	sebagai 	upaya 
(Komitmen 	Mutu) 	terhadap 
lembaga Sekretariat Jenderal 
dan 	Badan 	Keahlian Dewan 
Perwakilan 	Rakyat mi 	Hal 	mi 
dan 	bentuk 	rasa 	tanggung 
jawab 	(Akuntabilitas) 	pada 
tugas 	fungsi 	pemangku 
jabatan. 
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DaIam kegiatan 
ni 	mampu 
men ing katkan 
kemaj ua n 
pelaksanaan 
program 
reformasi 
birokrasi 	dalam 
rangka mencapai 
sasaran 	atau 
hasil 	berupa 
pen ingkatan 
kapasitas 	dan 
akuntabilitas 
kinerja 	melalui 
peningkatan 
pemahaman 
terhadap ukuran 
kinerja 	oleh 
pejabat/pegawai 
di 	Iingkungan 
Sekretariat 
Jenderal 	dan 
Badan Keahlian 
DPR RI. 

Dalam tahapan 
mi 	penguatan 
niIi 	organisasi 
telah 
mengandung 
unsur 

Akuntabilitas 
Profesional 
Integritas 

Dimana 	poin- 
poin 	tersebut 
meru pakan 
bagian 	dasar 
yang 	menjadi 
bahan 	acuan 
agar 	instansi 
Sekretariat 
Jenderal 	dan 
Badan Keahlian 
mi 	menjadi 
organisasi yang 
terus 	memiliki 
peningkatan 
dapal 	upaya 
pelaksanaan 
perbaikan 
reformasi 
birokrasi secara 
berkelanjutan. 

No. 	Kegiatan - 
	

Tahapan Kegiatan 	Output! 	- -- Keterkaitan Substansi Mata 
	

Ko ntri b usi 
	

Penguatan Nilai 
HasH 	 Pelatihan 

	
Terhadap Visi 
	

Organ i sas I 
Misi Organisasi 

4 Tahapan 	4 	: - Sudah 	tersusunya - 	Hasil 	akhir 	• 	Setelah dilakukanya finalisasi 
Finalisasi Draft 	Kamus berupa output 	rumusan 	draft 	kamus 
Draft 	Kamus Indikator fisik 	draft 	indikator 	tahapan 	kegiatan 
Indikator 	ke - Meriyampaikan Kamus 	 selanjutnya 	perancang 
masing- draft 	kamus Indikator 	 melakukan 	brainstorming 
masing indikator sekaligus terhadap bagian yang ada di 
Bagian 	yang brainstorming bawah Biro Perencanaan dan 
ada 	di 	Biro pada 	Bagian Keuangan 	dengan 	sikap 
Perencanaan Perencanaan hormat dan 	sopan 	serta 
dan - Menyampaikan teknik komunikasi yang baik 
Keuangan draft 	kamus (Etika 	Publik) 	perancang 

indikator sekaligus I 	Iangsung 	menemui 	para 
brainstorming pejabat 	Eselon 	III 
pada 	Bagian diantaranya 	Kepala 	Bagian 
Eva luasi 	dan Administrasi 	Keuangan, 
Pelaporan Kepala 	Bagian 	Perjalanan, 

- Menyampaikan dan 	Kepala 	Bagian 
draft 	kamus Perencanaan. 	Dalam tahap 
indikator sekaligus kegiatan 	mi 	terdapat 
brainstorming kejelasan 	 target 
pada 	Bagian (Akuntabilitas) 	yang 	Iebih 
Administrasi menekankan 	kepada 
Keuangan penyampaian 	informasi 

- Menyampaikan bahwa pada kesempatan mi 
draft 	kamus dalam proses pelatihan dasar 
indikator sekaligus CPNS 	sebagai 	bentuk 
brainstorming tanggung 	 jawab 
pada 	Bagian (Akuntabilitas) 	telah 	dibuat 
Perjalanan. dan 	tersusunnya 	rumusan 

draft 	kamus 	indikator 	yang 
selanjutnya 	dibutuhkan 
adanya 	sharing 	pendapat 
atau arahan dari keseluruhan 
cakupan yang ada di rumusan 
draft 	kamus 	indikator 	mi. 
Penambahan 	informasi 
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berupa 	jangka 	waktu 
pencapaian serta penjelasan 
dari tiap-tiap 	indikator kinerja 
dalam 	draft kamus 	indikator 
mi 	diharapkan 	mampu 
membantu 	pemahanian 
kepada pejabat dan pegawai 
akan 	pentingnya 	tugas 	dan 
jabatan 	dan 	ukuran 
keberhasilan, 	sehingga 
diharapkan 	juga 	mampu 
meningkatkan 	kualitas 
penerapan reformasi birokrasi 
dan 	menumbuhkan 	budaya 
kinerja 	di 	Iingkungan 
Sekretariat 	Jenderal 	dan 
Badan Keahlian DPR RI. 
Kemudian 	dari 	kegiatan 
keseluruhan 	yang 	telah 
dilaksanakan 	didasari 
dengan 	bantuan 	dan 
kerjasama 	(Nasionalisme) 
dari 	seluruh 	pihak 	yang 
terHbat baik secara langsung 
maupun 	tidak 	diharapkan 
dapat 	meningkatkan 
kejelasan 	 target 
(Akuntabilitas) yang kualitas 
pada 	penerapan 	reformasi 
birokrasi yang menumbuhkan 
budaya kinerja yang memiliki 
integritas tinggi (Etika Publik) 
di 	Iingkungan 	Sekretariat 
Jenderal dan Badan Keahlian 
Dewan 	Perwakilan 	Rakyat 
Republik Indonesia.  
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B. PENJELASAN TAHAPAN KEGIATAN 

Kegiatan I : Rapat dengan Bagian Perencanaan 

Rapat Internal dengan Bagian Perencanaan bertujuan untuk 

mendapatkan masukan dan arahan penyusunan. 

Diakhir bulan Juli setelah kegiatan Pelatihan Dasar On Campus 

selesai, maka penulis memulai kegiatan dari aktualisasi mi dengan 

melakukan rapat internal dengan Bagian Perencanaan yang 

didampingi mentor dalam rangka penyusunan Draft Kamus Indikator 

yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2019 di Ruang Rapat Bagian 

Perencanaan. Rapat itu sendiri dilakukan dalam pertemuan yang 

bersifat informal. Dalam bagian rapat tersebut membahas beberapa 

hal yang berkaitan dengan penyusunan konsep, dan kebutuhan 

unsur dari Draft Kamus Indikator yang dibutuhkan. 

Attic  

	

r 	 44W 11 #4 - Jj~' 

r 	•-'-- 

(Gambar 2.1 : Rapat inernal dengan Bagian Perencanaan 29/7/19) 

Dalam pertemuan rapat internal mi dengan bermusyawarah 

(Nasionalisme) bertujuan untuk mendapatkan saran, arahan serta 

dukungan untuk memulai pembuatan, membahas kerangka 

pemikiran-pemikiran yang dibutuhkan baik dalam proses hingga hasil 
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akhir yang berupa Draft Kamus Indikator. Sebagaimana yang 

diketahui sebelumnya, sebelum proses Draft Kamus Indikator mi 

tersusun berdasarkan rumusan Indikator Kinerja yang menjadi 

ukuran keberhasilan oraganisasi. Penyusunan Draft Kamus 

Indikator mi, memerlukan beberapa unsur, seperti dasar hukum 

penyusunan, latar belakang, hingga definisi istilah yang digunakan. 

Dengan arahan dan dukungan dari tim Bagian Perencanaan, 

dengan koordinasi dengan atasan (Whole Of Government) penulis 

dapat mengambil beberapa manfaat berupa rencana penggunaan 

Draft Kamus Indikator mi perlu ditambahkan adanya jangka waktu 

pencapaian dari indikator kinerja itu sendiri sebagal bentuk inovasi 

komitmen mutu). Sebagaimana diketahui penerjemaahan Draft 

Kamus Indikator harus memiliki tenggat waktu agar hasil output 

keluaran yang diharapkan dapat berjalan sesuai rencananya, dan 

para pegawai khususnya di Setjen dan BK DPR RI mi dapat 

rnengetahui batas maksimal pengerjaan dari setiap indikator kinerja 

tersebut. 

Kemudian, penambahan saran tentang penjelasan mengenai 

pencapaian dari indikator kinerja mi dibutuhkan sebagai gambaran 

atau deskripsi penjelasan Iebih lanjut agar tidak multi tafsir dalam 

pengerjaan nya sehingga diharapkan bagi pegawai khusunya di 

Setjen dan BK DPR RI mi dapat dipahami dengan mudah. 

Konsep pembuatan rancangan Draft Kamus Indikator mi 

merupakan bentuk inovasi dalam rangka memajukan peningkatan 

komitmen mutu dalam pelaksanaan reformasi birokrasi 

dilingkungan Setjen dan BK DPR RI dalam perbaikan tata kelola 

pemerintahan. Saat proses perumusan didalam rapat internal Bagian 

Perencanaan ini juga mencerminkan nilai nasionalisme yakni 

bermusyawarah dan bekerjasama guna kepentingan suatu instansi. 
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Kegiatan 2 : Diskusi dengan Bagian Organisasi dan Tatalaksana 

(Ortala) dan Bagian Kepegawalan 

a. Rapat dengan Bagian Organisasi dan Tatalaksana 

Kegiatan kedua ml adalah rapat dengan Bagian Organisasi dan 

Tatalaksana, yang bertujuan untuk menginformasikan bahwa 

rancangan Draft Kamus Indikator mi akan di garap dalam aktualisasi 

pelatihan dasar CPNS mi. Bertempat di ruangan rapat Bagian 

Organisasi dan Tataiaksana dengan Bapak Koko Surya Dharma, 

A.K.S., M.Si. selaku Kepala Subbagian Organisasi. 

- 

- 	 ' 

I 

(Gambar 2.2 Rapat dengan Bagian Organisasi dan Tatalaksana 5/8/19) 
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Dalam rapat mi Iebih ke diskusi yang menekankan pada poin 

penjelasan dari metode perhitungan dan jangka waktu pencapaian 

dalam rumusan Draft Kamus Indikator tersebut. Proses diskusi mi 

Pak Koko memberikan masukan dan arahan bahwa perlu adanya 

penjelasan lebih lanjut dari tiap-tiap indikator kinerja dan sesuai 

dengan kriteria survei yang ditentukan. 

Dengan menampilkan bahan tayang berupa rumusan yang 

terdapat beberapa tambahan seperti metode perhitungan, jangka 

waktu pencapaian serta penjelasan dirasa mampu mendeskripsikan 

suatu indikator kinerja itu dengan baik, hanya saja perlu 

ditetapkannya konsistensi pada tiap-tiap indikator kinerja baik berupa 

bahasa yang mudah dipahami. 

Masukan yang membangun guna kepentingan sebagai upaya 

untuk kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di Iingkungan 

Setjen dan BK mi penting adanya, karena mi akan mempengaruhi 

terhadap pengembangan potensi SDM dalam pelaksanaan tata 

kelola. Dengan penambahan penjelasan dari sebuah Draft Kamus 

Indikator mm telah disepakati bersama bahwa poin mi akan 

menggambarkan persamaan persepsi para pegawai di Iingkungan 

Sekretariat Jenderal dan BK DPR RI terhadap kualitas penerapan 

sistem akuntablitias yang berlaku secara internal. 
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b. Diskusi dengan Bagian Kepegawaian 

Pada tahapan kegiatan selanjutnya penulis didampingi mentor 

melakukan diskusi bersama Bagian Kepegawaian dengan Ibu Rita 

Komariah, S.E., M. AR sebagai Analis Kepegawaian Muda. 
- 

p 

- 	

1 

(Gambar 2.3 Diskusi dengan Bagian kepegawaian 8/8/1 9) 

Diskusi kali dengan Ibu Rita Bagian Kepegawaian Iebih 

menekankan bahwa reformasi birokrasi Kementrian/Lembaga di 

Indonesia sangat dinamis, dimana sebagai suatu upaya peningkatan 

integritas organisasi di Setjen dan BK DPR RI mi perlu adanya 

bentuk dari turunan output yang mampu meningkatkan penerapan 

sistem integritas yang berlaku secara internal hal mi dimulai dengan 

adanya pemahaman ukuran keberhasilan pelaksanaan suatu tugas 



fungsi serta ukuran keberhasilan dalam bekerja semisal Draft kamus 

Indikator. 

Selanjutnya sebagai bentuk upaya pelaksanaan reformasi 

birokrasi di Sekretariat Jenderal dan Badan Kehalian Dewan 

Perwakilan Rakyat mi diperlukanya konsistensi pelaksanaan dan 

meningkatkan performa budaya kerja dan mengidentifikasi Iangkah-

Iangkah perbaikan yang diperlukan agar perbaikan budaya dan 

perubahan mind set aparatur terlihat nyata dalam keseharian bekerja 

dengan menyusun rencana yang harus berdasarkan nilai organisasi 

yang dimulai dengan keterkaitan pekerjaan masing-masing individu 

pegawai di Setjen dan BK DPR RI ml. 

Dari seluruh kegiatan diskusi bersama Bagian Organisasi dan 

Tatalaksana dan juga Bagian Kepegawaian tentulah banyak memiliki 

makna dari nilai-nilai PNS, seperti bertanggung jawab 

(Akuntabilitas) pada tugas fungsi pemangku jabatan dengan 

adanya Draft Kamus Indikator ini. Dengan dasar musyawarah dan 

kepentingan bersama (Nasionalisme) dalam penysunan Draft 

Kamus Indikator ini diharapkan mampu manjadi dasar acuan 

pengimplementasian pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai upaya 

(Komitmen Mutu) terhadap lembaga Sekretariat Jenderal dan 

Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat ml. 

c. Kegiatan Coaching 

Disela-sela pelaksanan tahapan kegiatan perumusan Draft 

Kamus Indikator pada kesempatan ini penulis melakukan coaching 

dengan Dr. Shanty Irma Idrus, sebagai Widyaiswara sekaligus coach 

yang mendampingi dalah tahapan kegiatan ini penulis diarahkan 

agara output yang dihasilkan yakni berupa Draft Kamus Indikator mi 

dapat digarap semaksimal mungkin, mengingat jangka waktu hanya 

30 hari kerja diharapkan implementasi pengerjaan Draft Kamus 

Indikator mi sesuai dengan kemampuan penulis. Tidak hanya itu 
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pada tahap ini Coach mengingatkan tentang Efektif dan Efesien 

(Komitmen Mutu) terhadap pengerjaan waktu dan hasil, dalam arti 

kata lain penyusunan Ini dapat di pertanggungjawabkan 

(Akuntabilitas) baik segi konten isi dan penerapannya. 

• Z ;j 

(Gambar 2.4 : Coaching, pembahasan tahapan kegiatan 5/8/19) 

Kegiatan 3 : Mengumpulkan materi-materi untuk perumusan 

draft kamus indikator 

Pada tahapan kegiatan ke 3 ini penulis memasuki tahap 

pengumpulan materi-materi untuk penyusunan Draft Kamus 

Indikator, pada awal mula perumusan mi diperlukan adanya 

rumusan, setelah dilakukannya diskusi bersama Bagian Organisasi 

dan Tatalaksana beserta Bagian Kepegawaian dapat disimpulkan 

bahwa draft yang disusun mi diharapkan mampu dipahami dengan 

mudah oleh pembaca nya dalam hal mi adalah pegawai di 

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, maka dari itu dan 

tata bahasa serta petunjuk penjelasan harus mampu mencerminkan 

setiap indikator kinerja. 



Indikator Kinerja itu sendiri menjadi bagian dari penyusunan 

konsep Penjanjian Kinerja, dimana Perjanjian Kinerja itu adalah 

lembar dokumen yang benisikan penugasan dari pimpinan instansi 

Iebih tinggi ke Iebih rendah yang memuat indikator kinerja. 

- 

Tw:P'  
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I 
(Gambar 2.5 Diskusi dengan mentor 6/8/1 9) 

Penyusunan konsep dari format Draft Kamus Indikator kali mi 

dirumuskan dan bertujuan sebagai pedoman yang diharapkan akan 

membantu pegawai khusunya di Setjen dan BK DPR R mi 

memahami terkait tugas dan fungsi nya dengan mudah maka 

dengan demikian format Draft Kamus Indikator mi dibuat dan 

memperjelas indikator kinerja, dengan konsultasi dan dibantu oleh 

mentor maka tersusunlah gagasan untuk contoh pembuatan Draft 

Kamus Indikator: 
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(Gambar 26 Contoh perumusan Draft Kamus Indikator) 



Dari rumusan tersebut dalam dilihat bahwa setiap indikator 

kinerja diinternalisasi atau dalam arti kata lain indikator mi benar-

benar dapat membuat dampak yang baik, dapat dipahami dan dapat 

dilakukan bagi tiap-tiap pegawai, tanpa mengubah Indikator Kinerja 

dalam suatu Perjanjian Kinerja. Dalam rumusan tersebut 

memperlihatkan Target, Metode Perhitungan dan juga Jangka Waktu 

Pencapaian. Perlu diketahui di dalam Perjanjian Kinerja hanya 

terdapat Indikator Kinerja dan juga Target, maka dari itu penjabaran 

di Draft Kamus Indikator mi mempermudah aktualisasi Indikator 

Kinerja tersebut. 

---ri 
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(Gambar 2.7 Finalisasi rancangan Draf Kamus Indikator 20/8) 

Pada penjelasan tersebut lebih menekankan bagaimana 

metode yang digunakan, atau implementasi contoh yang dapat 

memudahkan pembaca serta memakai istilah yang dapat dipahami 

dengan mudah. 

Dalam kegiatan ke tiga Ini, taat pada peraturan perundang-

undangan (Etika Publik) sebagai dasar acuan pada proses 

penyusunan Draft Indikator sebagai turunan dari Perjanjian Kinerja 
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mi harus benar-benar dapat menyatukan kepentingan bersama 

(Nasionalisme) serta memiliki kejelasan target (Akuntabilitas) pada 

setiap produk rumusan yang dihasilkan. 

Kegiatan 4 : Brainstorming mengenai penyusunan Draft Kamus 

Indikator ke Bagian Perencanaan dan Keuangan 

a. Brainstorming dengan Kepala Bagian Administrasi 

Keuangan 

Tahap kegiatan ke 4 ml adalah melakukan brainstorming ke 

Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal dan Badan 

Keahlian DPR RI. Brainstorming itu dilakukan dalam rangka 

membantu dalam pengarahan dan mengeluarkan ide paparan terkait 

penyusunan draft kamus indikator. Pada tahap kegiatan 

brainstorming kali mi dilakukan dengan Iangsung bertemu dengan 

Pejabat Eseton III diruangan masing-masing. 

2t 
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(Gambar 2.8: Brainstorming dengan Kepala Bagian Administrasi 
Keuangan 23/8) 
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Kesempatan pertama perancang melaksanakan kegiatan bersama 

Bapak Agus Sutari, S.Sos. selaku Kepala Bagian Administrasi Keuangan 

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Dengan 

memperkenalkan diii dengan baik dan sopan (Etika Publik) perancang 

menuturkan paparan bahwa telah tersusunnya draft kamus indikator mi 

dalam rangka proses aktualisasi pelatihan dasar CPNS yang berupa 

output sebuah buku rancangan draft kamus indikator. Kesempatan mi 

Bapak Agus Sutari, S.Sos. memaparkan bahwa memang di Sekretariat 

Jenderal dan Badan Keahilan mi perlu adanya suatu mekanisme 

penjelasan Iebih Ianjut terkait indikator kinerja bagi para pegawai, 

sehingga diharapkan ada suatu arahan jelas dalam pengukuran kinerja 

yang berimbas pada perbaikan sistem integritas di Sekretariat Jenderal 

dan Badan Keahlian DPR RI. 

b. 	Brainstorming dengan Kepala Bagian Perjalanan 

OR 

I 

IML- 	 j 
	

- 	
hl- 

.-.- 

(Gambar 2.9 : Brainstorming dengan Kepala Bagian Perjalanan 23/8) 

Pada kesempatan mi kegiatan berlanjut dengan Brainstorming dengan 

Kepala Bagian Perjalanan Ibu Dra. Sri Lestari, M.M. selaku sebagai 
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Kepala Bagian Perjalanan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR 

RI, dalam paparan yang sama dari tahapan kegiatan sebelumnya kegiatan 

mi menjabarkan bahwa telah tersusunnya rancangan draft kamus 

indikator, kemudian kegiatan Iebih kepada sharing bahwa penambahan 

jangka waktu pencapaian dan penjelasan diharapkan mampu membantu 

memudahkan untuki dipahami oleh pegawai dan pejabat di Sekretariat 

Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI ini. 

C. 	Brainstorming dengan Kepala Bag ian Evaluasi dan Pelaporan 

(Gambar 210 : Brainstorming denga.n Kepala Bagian Evaluasi dan 
Pelaporan 27/8) 

Kesempatan kali mi kegiatan dilanjutkan dengan Brainstorming dengan 

Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan Suryatna, SIP. dengan 

menyampaikan maksud dan tujuan dengan sopan dan baik (Etika Publik) 

dan memaparkan kejelasan target (Akuntabilitas) tentang aktualisasi 

pelatihan dasar CPNS kali mi. Aktivitas dari Brainstorming yang 

dilaksanakan menekankan bahwa arah kedepan sebuah kamus indikator 
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ml diharapkan merniliki output yang yang mencerminkan aktivitas kinerja 

sebuah bagian atau suatu biro jadi kita mampu mengukur seberapa 

tercapainya sebuah indikator kinerja pada tahun anggaran berjalan, 

dengan demikian kita mampu mengukur serta memperbaiki indikator 

mana saja yang perlu dibenahi dalam pelaksanaannya. Dari draft kamus 

indikator yang dirancang mi menurut Bapak Suryatna, SIP. sudah 

mencakup dan sudah memenuhi kebutuhan darl instansi yang pada 

nantinya tetap memerlukan kesempurnaan dalam penyusunan kamus 

indikator kedepan. 

d. 	Brainstorming dengan Kepala Bagian Perencanaan 

Tahapan akhir mi saya berkesempatan melakukan Brainstorming dengan 

Kepala Bagian Perencanaan Ibu Dewi Pusporini, S.T., M.E. dari paparan 

aktualisasi mi arahan serta masukan pada saat awal penyusunan sudah 

dibenikan dan Iebih menekankan bahwa kita harus mampu membantu 

menjebatani para pejabat/pegawai yang belum memahami tugas dan 

fungsi serta ukuran keberhasilannya sehingga diharapkan pekerjaan yang 

dilakukan dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi. 

S 	 ,1I 
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(Gambar 2.11 Brainstorming dengan Kepala Bagian Perencanaan 23/8) 
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rvlaka clarl itu dari kegiatan keseluruhan yang telah dilaksanakan 

dengan bantuan dan kerjasama (Nasionalisme) dari seluruh pihak yang 

tenlibat baik secara langsung maupun tidak, disertai dengan rasa 

profesionalitas (Manajemen ASN) diharapkan dapat meningkatkan 

kejelasan target (Akuntabilitas) yang kualitas pada penerapan reformasi 

birokrasi yang menumbuhkan budaya kinerja yang memiliki integritas 

tinggi (Etika Publik) di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan 

Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat mi. 

C. STAKEHOLDER 

Stakeholder atau dalam kata lain adalah pihak yang memiliki hubungan 

dan kepentingan terhadap permasalahan yang sedang diangkat kali ini adalah 

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan 

Kepala Biro Kepegawaian 

Kepala Bagian Perencanaan 

Kepala Bagian Kepegawaian 

Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana 
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D. ANALISIS DAMPAK KEGIATAN 

A. Tabel 2.1 Analisis Dampak 

I 
	Dampak Kegiatan Jika 

	
Dampak Kegiatan Jika Tidak 

Dilakukan 
	

Dilakukan 

Memberikan 	pemahaman Dikhawatirkan pejabat dan pegawai 

kepada 	pejabat 	dan 	pegawal di Sekretariat Jenderal dan 	Badan 

khususnya 	di 	Sekretariat Keahlian 	DPR 	RI 	ini 	tidak 

Jenderal 	dan 	Badan 	Keahlian memahami 	tentang 	uraian 	tugas 

DPR 	RI 	akan 	arti 	pentingnya fungsi 	dan 	juga 	dikhawatirkan 

uraian tugas serta fungsi dalam kesulitan 	dalam 	melakukan 

ukuran 	keberhasilan 	dari pekerjaan 	sebagai 	bentuk 

pelaksanaan 	tugas, 	yang akuntablitias menjadi seorang ASN. 

terangkum dalam kamus Draft 

Kamus 	Indikator 	mi 	sebagai 

suatu petunjuk atau keterangan 

untuk 	 mempermudah 

penjelasan 	dari 	Indikator 

Kinerja. 

2 Mengimplementasikan Rendahnya 	 implementasi 

pelaksanaan reformasi birokrasi pelaksanaan 	reformasi 	birokrasi 	di 

kepada seluruh unit kerja tidak Iingkungan Sekretariat Jenderat dan 

hanya 	sebatas 	kelompok Badan 	keahlian 	DPR 	RI 	mi, 	yang 

birokrasi 	instansi 	saja, 	tetapi akan mengakibatkan rendahnya nilai 

kepada pegawal di seluruh unit evaluasi pelaksanaan oleh PAN RB 

kerja 	secara 	nyata 	dan yang 	apabila 	didapatkan 	penilaian 

menyeluruh sehingga persepsi rendah 	akan 	menurunkan 	citra 

pegawai terhadap pelaksanaan instansi. 

refomasi 	birokrasi 	yang 	akan 

menjadi 	acuan 	dalam 	rangka 

evaluasi pelaksanaan reformasi 

I 
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birokrasi oleh PAN RB untuk 

tahun yang akan datang. 

3 	Mencegah terjadinya/munculnya 

perbedaan persepsi atau 

pendapat antara pihak yang 

bekepentingan contohnya 

dalam Perjanjian Kinerja yang 

menjadi dasar Laporan Kinerja 

Pemerintah. 

4 	Dalarn 	penyusunan 	Draft 

Kamus indikator mi diharapkan 

menjadi panduan urituk 

menyusun output dan laporan 

ki nerj a. 

Akan terjadinya perbedaan persepsi 

dari masing-masing bagian yang 

bekepentingan, karena tidak ada 

dasarnya petunjuk arahan mengenai 

indikator kinerja yang dilakukan. 

Tidak adanya panduan dan tidak 

ada arah dalam menghitung output 

dalam penyusunan laporan kinerja. 

B. 	Analisis Dampak Jika Tidak Dilaksanakan Dengan Nilai-nilai ANEKA 

Pengembangan materi dasar dikiatsar terbagi dalam 5 (Tima) point 

utama yang dikenal dengan sebutan ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, 

Etika, Komitmen Mutu, Anti Korupsi). ANEKA dalam proses 

pelaksanaannya harus menjadi nilai dasar, nilai utama dan nilai yang 

selalu diperhatikan. Pemahaman serta internalisasi nilai-nilai ANEKA bagi 

para CPNS menjadi penting dan harus dirasukkan dalam jiwa ASN agak 

kelak saat memangku jabatan, ASN dapat mewujudkan program kerja 

yang jelas dan profesional, dengan demikian semua proses dan 

aktualisasi yang kedepannya akan mempengaruhi aktivitas dari suatu 

instansi tidak bisa terlepas dari nilai nilai tersebut. Jika kegiatan 

dilaksanakan tanpa mengaplikasikan nilai ANEKA: 

1. 	Akuntabilitas 

PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan 

yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam 

politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam 
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menjalankan tugas dan fungsinya. Bila nilai akuntabilitas tidak 

diterapkan, maka dampak yang dapat terjadi antara lain: 

Kegiatan tidak berjalan dengan baik, bahkan bisa tidak terlaksana, 

target dan sasaran kegiatan tidak terwujud optimal; 

Keg iatan terlaksana tetapi tidak ada bukti yang cukup menguatkan 

sebagai pertanggungjawaban; 

Adanya kesimpangsiuran info/prosedur, karena penjelasan yang 

ku rang; 

Nasionalisme 

Nasionalisme sangat penting dimiliki oleh setiap PNS. Nasionalisme 

yang kuat akan membentuk setiap PNS yang memiliki orientasi 

herpikir mementingkan kepentingan publik, bangsa dan negara. 

Pegawai akan berpikir tidak lagi sektoral dengan mental block-nya, 

tetapi akan senantiasa mementingkan kepentingan yang lebih besar 

yakni bangsa dan negara. Bila nilal nasionalisme tidak diterapkan, 

maka dampak yang dapat terjadi antara lain: 

a. Kegiatan tidak terlaksana sesuai target dan sasaran kegiatan; 

b. Persatuan kesatuan, kekompakan tidak terjalin; 

Etika Publik 

Pelayanan Publik yang profesional membutuhkan tidak hanya 

kompetensi teknis dan leadership, namun juga kompetensi etika. 

Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana 

nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan, dan lain-lain 

dipraktekkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap 

kesejahteraan masyarakat. 

Komitmen Mutu 

Karakteristik ideal darl tindakan yang berorientasi mutu dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, antara lain: 

diarahkan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat sebagai 

pelanggan, baik menyangkut layanan yang merujuk pada producer 
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view maupun customer view. Bila nilai komitmen mutu tidak 

diterapkan, maka dampak yang dapat terjadi antara lain: 

Ketidaktercapaian target kerja 

Menurunkan kredibilitas instansi tempat bekerja di mata 

m asya ra kat 

5. 	Kesadaran anti korupsi akan menjadikan Pegawai Negeri Sipil tidak 

memberikan ruang dan waktu sedikitpun untuk munculnya niat dan 

kesempatan korupsi dalam perjalanan karir dan pengabdiannya. 

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang dampaknya tidak 

hanya sekedar menimbulkan kerugian keuangan negara namun 

dapat menimbulkan kerusakan kehidupan yang tidak hanya bersifat 

jangka pendek tetapi dapat pula bersifat jangka panjang. Bila nilai 

anti korupsi tidak diterapkan, maka dampak yang dapat terjadi antara 

lain: 

Turunnya kualitas pelayanan publik 

Berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah; 
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TIME SCHEDULE 

TABEL 2.2 Time Schedule 

Juli-Agustus 2019 

Kegiatan Week - Juli Week - Agustus 

1 	- 2 	3 - 	4 4 5 

Rapat dengan Bagian 
Perencanaan dalam rangka 
penyusunan konsep Draft 
Kamus Indikator  
Diskusi 	dengan 	Bagian 
Perecanaan dan pihak terkait 
(Kepegawaian dan Ortala) 

Mengumpulkan 	materi-materi 
dan pengerjaan untuk 
perumusan draft Kamus 
I ndikator  
Brainstorming mengenai draft 
Kamus 	Indikator 	ke 	Biro 
Perencanaan dan Keuangan 
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I :y  :111 

E. KESIMPULAN 

Kesimpulan dari pemecahan isu yang merujuk pada penyusunan 

Draft Kamus Indikator mi, yaitu 

Kegiatan 1 : Saran dan Arahan dari internal Bagian Perencanaan 

yang tepat dalam penyusunan draft kamus indikator mi diharapkan 

dapat memudahkan para pegawai di Setjen dan BK DPR RI mi 

mengetahui tugas fungsi masing-masing sebagal buntuk penerapan 

perbaikan reformasi birokrasi di masa yang akan datang. 

(Akuntabilitas, Etika Publik, Nasionalisme) 

Kegiatan 2 : Penginformasian Iebih lanjut kepada pihak terkait yaitu 

Bagian Organisasi dan Tatalaksana beserta Bagian Kepegawaian 

diperlukan dalam menunjan kesempurnaan dan konsistensi terhadap 

spa yang menjadi gagasan yang nantinya dapat terimplementasi 

balk 	dalam 	pelaksanaannya. 	(Akuntabilitas, 	Etika 	Publik, 

Nasionalisme, Komitmen mutu) 

Kegiatan 3 : Penyusunan format draft kamus indikator ini 

menampung berbagal masukan dan gagasan, materi dan bahasa 

yang mudah di pahami dipilih untuk memudahkan pegawai yang 

sebelumnya belum tergambar jelas pada indikator kinerja dalam 

sebuah perjanjian kinerja, maka dari itu diuraikan dengan baik dalam 

penjelasan di dalam draft kamus indikator tersebut. (Akuntabilitas, 

Etika Publik, Nasionalisme, Komitmen mutu) 

Kegiatan 4 : Adanya kegiatan Brainstorming mi diharapkan dapat 

mengmnformasi kepada pars pejabat dengan Iebih menekankan 

proses sosialisasi bahwa telah tersusunnya draft kamus indikator 

yang diharapkan mampu membantu para pegawai dan pejabat di 

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI mi memahami 



tentang ukuran indikator kinerja. (Akuntabilitas, Etika Publik, 

Nasionalisme) 

F. SARAN 

Untuk Penyelenggara Pelatihan 

Dalam penyelenggaraan pelatihan angkatan ke II kali mi 

diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat 

Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sudah sangat baik, namun demikian 

perlu adanya hal-hal yang dapat diperbaiki dalam sistem 

penye!enggaraannya seperti, adanya petunjuk teknis tentang peraturan 

yang mendasar pada saat Pelatihan dasar mi, karena hingga pelatihan 

berakhir kami sebagai peserta tidak memiliki paduan tata tertib tertulis, 

bahkan hanya sebatas lisan yang kadang kala berbeda penyampaian oleh 

petugas jaga pada saat itu. Diharapkan dengan adanya buku atau paduan 

teknis peserta pelatihan dapat memahami peraturan, tata tertib, cara yang 

digunakan pada saat pelatihan. 

Kemudian, pengaturan tentang manajemen waktu pada saat 

pelaksanaan pelatihan, kami di angkatan II mi merasa kekurangan waktu 

saat harus melaksanakan atau membuat rancangan aktualisasi dengan 

waktu yang sangat singkat sekali, yang dirasa belum maksimal pada saat 

pelaksanaan evaluasi rancangan aktualisasi. 

Untuk Instansi/Unit Kerja Peserta 

Dengan telah dirancangnya draft kamus indikator mi di masa 

yang akan dapat diharapkan dapat membantu unit instansi 

dalam upaya-upaya meningkatkan hasil dari evaluasi PAN RB 

dalam rangka mencapai sasaran atau berupa peningkatan dan 

akuntabilitas kinerja. 

Menurunnya tingkat ketidak pahaman akan arti tugas fungsi 

dari pegawai khususnya di Sekretariat Jenderal dan Badan 

Keahlian DPR RI sehingga meningkatkan efektifitas dalam 

bekerja. 

41 



C. 	Mengimplementasikan pelaksanaan reformasi birokrasi kepada 

seluruh unit kerja tidak hanya sebatas kelompok kerja reformasi 

birokrasi instansi saja, tetapi kepada pegawai di seluruh unit 

kerja secara nyata dan amenyeluruh sehingga persepsi 

pegawai terhadap perlaksanaan reformasi birokrasi akan 

semakin terlihat nyata dan membaik. 
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LAMPIRAN 
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LAMPIRAN KEGIATAN I 



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

JLNJ. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 

TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715423 I 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id  

Norno 	 P01694,SErJEN DAtI 19d )AA All08229 	 Janana, 05 Act st5 'CS 

scat 	 . t'ertttng 

Lampiran 	- 

Per*aI 	 Undongon' Rapat Daarn Kantor dt tuar Jam Knga 

Keplida 555, 

I. Kev3i8 Pisal Data dan tnfrreaj 

Kopala F3agian Pnrnncaraan Desert] ja inlar teixat 

(0008 Bidang Data dan toSnoiog IntormasI bnscrla alarm erkait 

SPTJEM Dl'4-RI 

JAAA T 

Barsama in dibentattukan doogan nominal, ttahwa aagwm t'nrnncanaan akan rncngadukan Sapat 301am (Onto, 

Ci Liar am (ar$. yang dltakuanakan 5000 

Taorgpal 	Sari,. Obrkqantus 239 

teetuat 	. Riang RapalPetariianaan 

Walttj 	. Ptkul I6'3000n0. 19:30:0crk1B 

Acara 	 "engarribat9an ,Dp,kasl Sitem ntomtaRt P,rrnncaraar dun PenpJsinan l<On002 

Kamus Incikalor 

ttemtkian, atas pemarlan dale dat'a1nnenya, dlrlcnpkan tnnrnC kuitt 

t(i,paln f3,rn 'nrefldalra4,t 	0000gar. 

IF. IS '005' A1liDta8 

(Undangan Rapat dengan Bagian Organisasi dan Tatalaksana beserta 

Bagian kepegawaian) 
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EAF1AR 1AOR 
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NO 	 MAMA 	 N 	- - 
ThIIOATAMGAN 

IN. 	AIAVI.JSTWN.3.E. 	 IOZINO32Ol 

DI4AWIJAW4TI 	 I600007j PPNPN 

JL1*IOIi 	 lSC2I9I pp.p 2 

NSAN S'M4SU.N 	 1NA20220 PPNPNI 224 

22. 	ALF ML0ANR 	 300201221 PPNPN 
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LAPORAN HASIL RAPAT 

Pengundarig BAGIANPERENCANMN 

No. Burst Undangan PK/684/SETJEN DAN BK OPR Rl/08/2018 

TgI, Surat Undangan : 	 05 Agustus 2019 

TgI. ROK 05 Agustus 2019 

Waktu 18:3000 s.d. 19:30:00 

Tempat . Ruang Rapat Perencanaan 

Acara Pengembangan Aphkaai Sialern Infoirnasi Perencanasil dan Penyuaunan Konsep 
Kanius Indikator 

Peaerta . Kepola Biro Perencanaan dan Keuangan, <apsis Subbagian Panyusunan Program 

dan Anggaran DPR, <epsla Subbagian Monitoring dan Evaluas,. Kepsia Subbagian 

Perryusunsn Program dan Auggaran Sekretanat Jenderal dan Badan Keahlian, 

Pranala 	Koniputer 	Madya, 	Pranata 	Kamputer 	Palakaana, 	Periyusurr 	Bahan 

Kebijakan, Pengeiola Data Analis Laporan Keuangan. Pengelola Anggaran. Analis 

Perancanaan, PPNPN 

CATATAN/ KESIMPULAN 

PENDAHULUAN 
Tericait perkembangan apilkagi astern infonnasi perencansan dan Penyusurian consap kamus indikator 

PEMBAHASAN 

Di Seten dan BK DPR RI telah ditakulcan penyusunan Perianjian <mans 2019 dirnulai dan Eseloni 1 

hingga Eseion IV 

Untuk rnernudahkan pars pegawai dalarn merijalsnkan tugasnys rrlaka peilu adanya pertitungar kcner)a 

den9an penyusunari karnus indikator Hal ini dilajirkan untuk manyanlakan konsensua teckart dengan 

metode parhutuligan dan persamoan persepusi antara pihak yang berkepentingan terkait dengan 

Perjanjian Kinerja. 

Arah kedepan Perjanjian Kinmja dan Kanius Inuiikator akan nlenyasar dan Pejabat Peiaksana (Staf 

hiogga para Pajabat Pinupunan Tinggi Madya (Eseton I) maka dad itu pertu Penjanjian Kinacia dan 

Kamus Indikator perlu disingkronisasi dengan portal Setjen dan BK DPR dengan tujuan 

mernudahlcannya pelaksanaan Alcuniabilitas Instansi berbasis kinerja. 

KEPIJTUSAN 
Dlsusunnya Kamus Indikator 

Adanya Rarucangan sicunlabuitias berbasis kines)a pentu dikernbangkan lebih lanjid 
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Jakarta, 05 Agutas 2019 
Kepaa Subbagiarr Panyusunail Pragrarn dair 
Ariggaran Sekretarat Jenderal dan Badan 
Keatrhari, 

)edv BaQus Prakasa, SE., M.Ak 

NIP. 198404232009121003 
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LAMPIRAN KEGIATAN 2 



Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

KARTU KENDALl 
PROSES PEMBIMBINGAN AKTUALISASI ANTARA PESERTA DENGAN COACH 

PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN II 
TAHUN 2019 

Nama 	: Irma Yulistiani, S.E. 	 Nama Coach: Dr. Shanty Irma Indrus, S.T., MM. 
Instansi : Bagian Perencanaan/Biro Perencanaan dan Keuangan 
NIP. 	: 199406212019032001 

No. 
Tanggal 

Pembimbingan Isu Permasalahan yang Dibahas Media Komunikasi 
Rekomendasi 
Pembimbingan 

Tanda Tangan Coach* 

1 
I 

2 

3 05 	0S 	2c QCi5 
k. a 

 

4 - 	 - 	 Cr 
ececs C, 

5 



6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 Dst.. 

(*) Pembimbingan yang sah adalah 
pembimbingan yang ditandatangani 
oleh Coach 

Kepala Bidang Pelaksanaan 
Pusdikiat Setjen dan BK DPR RI 

Cill~' -  
Rusmanto, SH., MH 



Diskusi bersama Bapak Koko Surya Dharma, AKS., M.Si. selaku 

Kepaa Subbagian Organisasi 

Pada kesempatan ini perancang didampingi mentor menyampaikan 

usu Ian yang dibuat untuk penyusunan draft kamus indikator, diskusi mi 

berfokus pada masukan dan arahan agar draft kamus indikator 

diharapkan mampu mencermintan harapan dan kondisi di Sekretariat 

Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI terkait dengan rencana keqa 

yang berupa output untuk masing-masing pegawal. Penjelasan yang 

nnci juga diharapkan rnampu membantu pegawai dalam memahamol 

maksud dan kejeasan target yang berupa hasH, dan waktu 

pen yelesaian nya. 

Diskusi bersarna IN Rita Kornanah, S.E., M. AP. sebagai Anahs 

Kepegawaian Muda 

Pada kesempatan diskusi kab im penyampaian dan rancangan yang 

sudah dibuat kepada IN Rita Iebih rnenekankan bahwa dimasa yang 

akan datang instansi Sekretanat Jerideral dan Badan Keahtian DPR RI 

perlu memiliki mekanisme yang memudahkan pegawai untuk 

mengetahui apa saja output pekerjaan yang akan atau yang sudah 

dikerjakan pada masa waklu kerja yang berhubungan Iangsung dengan 

prestasi kinerja. Dengan penyusurian draft kamus indikator ml juga 

diharapkan mampu menjabarkan dan rnemudahkan para pegawai 

	

memahami proses internqahsasi dan mndikator kin erja yang akan 

dilalcsan akan. 
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Korisep Penyusunan Draft Kamus Indikator 

Pada dasamya penyusunan draft kamus irtdikator ini beitujuan untuk menjadikan 

suatu pedo man atau suatu petunjuk atas indikator kinerja yang merujuk pada output 

Dituntutnya ada sebuab draft indikator kinerja ini diharapkan akan memudahkan 

pegawai dilingkungan Sekretanat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI ini 

mengetahui gambaran tentang fungsi dan tugas tersebut. 

Hal ini didasari pada reformasi birokrasi pada penilaian evaluasi PAN RB tentang 

kemajuan pelaksaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapal sasaran 

atau hasil berupa peningkatan akuntabilitas kinerja. 

Di dalam Draft kamusindiItor ml akan coba memuat gambaran bagaimana indikator 

kiner;a rtu memiliki target, metode perhitungan yang digunakan dan jangka waktu 

pencapaiannya sehingga dapat memudahkan dalam implementasinya. 

(Mentoring tentang Konsep Penyusunan Draft Kamus Indikator dengan Bapak 

Dedy Bagus Prakasa, S.E., MAk.) 

En 



., INOOSATOORE000 	10.41 	 (I -V 0 41% UT' 

<2 	Pak Dedy DPR 

Nanti bilang aja minto tolong utk 

dikoordinasikan derigan biro 

kepegawaian 

udah laporan ke bu Dewi.....tp nunggu 

Pak Dedy aja biar afdol 

ttg koodirnasi nya maksudnya 

kemudian.... untuk bahan draft, saya 

harus hat gambaran nya dmn yah pak 

Dedy? saya kira gakan jauh dari yang 

2018 ternyata kata mas Dana, PK 2019 

ni benubah drastis.. - 

Saya udh minta file PK k mba Ocha 

It!!!
2018  

Syapp 

masi pak Dedy, tgl 24 Juhi 

rabu saya ada presidential 

i istora senayan dengar'

pns  

'lyagpp 	 (mentoring via wa 24 Juli 2019) 

VO + 

.1 NDOSATOORE000 IF 1043 	 T 'V 0 40% 0T' 

<2 	PakDedyDPR 	 Do 

keteranngantirnewde 1  

penghitungan 

- Kalo waktu nya? 

Waktu ganti jd jangka waktu 

pencapaian 

Oke 

 kode dan nomenklatur tu bisa - 

at dmn ya pak 
mentoring via wa 77 Juli 2019) pp.7njelasan/keterangan  

+ 	 VO 

54 



Sekretarjat .Jenderal dan Badan Keahitan 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

KARTU KENDALl 

PROSES PEMBIMBINGAN AKTUALISAsI ANTARA PESERTA DENGAN MENTOR 

PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN It 
TAHUN 2019 

Nama 	Irma Yulistiani, SE 	 Nama Mentor: Dedy Bagus Prakasa, S.E., M.Ak. 

instansi : Bagian Perencanaan/Biro Perencanaan dan Keuangan 

NIP. 	. 199406212019032001 

No. 
TaI 

Femban Isu Perrnasalahan yang Dibahas Media Komunikasi Rekomendasi TandaTangan - 

. 
. Pbcnian Mentor 

1 1A 	?1 °OJ 	ciPus 

rO(,n 

S1U0• 'OfOo ________ 

2 
2o1 

eiolon 	- 2 

roft 	fl9 ôt'prcv'40 
'3Un1  

2 	 U19 
lcG?clfl 	3 

oho 

1A,A 	 ¶o?ot ok IL4,j, 
4 

0 
C 
ci) 

c 
(Ti 
0) 
C 
0) 

-o 

(Ti 
-o 
C 
a) 

-t 
(Ti 

If) 
If) 



LAMPIRAN KEGIATAN 3 



'1ENTERJ 

PENDAYAGTJNAAN APA1ATR NEGARA 

DAN ltEFORtr BIROKRASI 
REeL11LIK (NDONSrA 

Nomr : 3/150 IM.RB 05/2018 	 31 DesemDer 2015 

Hal 	Rasil Evaluasi Pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi Tahun 2018 

YthSekretarjs Jenderal dan Baclan Keahlian 

Dewan Porwakilan Rakyat RI 

di 
Jakarta 

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand 
Design Reformasi B'rokrasi Tahun 2010-2025 Peraturan Menteri PAN dan RB 

Nornar 11 Tahun 2015 Teitang Road Map Reformasi Sirokrasi Tahun 2015-2019, 

kami telah rnelakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pads 

Sekretariat Jericieral dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat. Pelaksanaan 

evaluasi berpedoman pada Peraturari Menteri PAN dan RB Nomo 30 Tahun 2018 

Teritang Perubahan atas Paraturan Mented PAN dan RB Nomor 14 Tahuri 2014 

Tentang Pedoman Evaluasi Reforrnasj Birokrasi lristarisi Pemerintah. 

Tujuan evaluasi untuk meriilai kemajuan pelaksanaan program reforrnasi 

birokrasi dalam rangka mencapsi sasaran atau hasH berupa penrngkatan kapasitas 

dan akuntabllftas kinerja, pemenntahan yang bersih dan bebas KXN, dan 

peningkatan kualitas pelayanari publik di lingkungan Sekretanat Jenderal dan 

Badan Keshlian Dewan Perwakilan Rakyat. Simpuan hasH evaluasi adalah sebagai 

berikut: 

1. Indeks Reforrnasj Birokrasi Sekretarjat Jendera; dan Badan Keahijan Dewan 

Perwakilan Rakyat adalah 72,71 atau katogorl "BB" dengan nrician 

jornnPenafan 	 Bobo J 

A Psngungkit 	 - _______ 	_ _ 

i 1 Majenperubaha " 	 0t . 14 

3,44 

3 PerataandaunOrasi 	S 

(Lampiran Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2018) 
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n$DM oJ; 
3,38 

4No 

Penguatan AkintabiIitaa 6,00 276 277 

Penguatan Pergawasan 

8 	i PenInnkt2 	Vi;t 

12.00 6,81 7,20 
- 	- 

I 	O,U.J  I 4,04 

Sub Total Komponen Pengungkjt 6000 41,36 42,06 
B Hash 

Kap:stas Dan AkurabiIitas Kinerja 
Or  2000 1142 12.87 

2 	Pemenntah Yang Bersih Dan Bebas KKN 0,00 9.52 9,23 

3 	Kualitas Pesyanan Publik 10.00 7.55 8.55 
Sub Total Kom onen HasH 40,00 29,69 30,65 

Indeka Reformasi Blrokrasj 100,00 71 05 72,71 

2. Sekretariat Jenderal dan Sadan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat eIah 

melakukan berbagai upays untuk kernajL'an pelaksanaan reforriasi birokrasi dl 

mgkungannya. Upaya tersebut telan merghasilkan berbagal kemauan 

perbaikatn tata kelola pemerintahan sepert: 

Seen dan BK DPR RI telah melakulcan berbagal upaya perbaikan pada 

penerapan reform asi birokrasi untuk "ewujudkan taakeIoIa pemerintahan 

yang ba,k. Perbaikan tersebut antara lain melalul penerapan rekrutmen CPNS 

Tahun 2018, seleksi terbuka Untuk pengisian JPT, assesment terhadap 

pegawal secara oertahap, dan peningkatan kualitas SDM denan 

pelaksanaan pengembangan karir dan pengembargan potersi SDM melalui 

pendidikan dan pelatihan balk ketrampilan maupun keahlian; 

Te!ah menetapkan NIai organisaSj yaitu Religius, Akuntabel, Profesional dan 

Integntas (RAPI) sebagai bagian yang mewarnal nilal dan perilaku pegawai ci 

lingkungari Setjen dan BK DPR RI; 

Peningkatan pernggunaar, IT dalarn merrpermudai dalarn peleksanaan tugas 

dan fungsi serta telah menggunakar. 72 aplikasi berbasis IT khususnya pada 

seiuruh unit eselon II; 

d Membanguc Sistem PeIaanarr Sau Atap untuk peningkatan pemberian 

pelaysnan keada Dewan dar pelayanan publik Iainnya, sea te 1 ah 

menyusun norms, standar dan pedomar dalam bentuk penyusunan SOP, 

Standar Pelayanan maupun proses Bisnis dan telan rierniliki dan 

meIaksapakan pelayanan berdasarkan 1090 SOP. 
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e. Mengimp Iementaskan penguatan pengawasarr, antara lain penanganan 

gratifikasi, penerapan SPJP, pengaduan masyarakat dan Whistle-Blowing 

System, serta penanganan Benturan Keentingan; 

3 Kami telah melakukan survel terkait peiaksanaan reforrnasi birokrasi di 

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahian Dewan Perwakilan Rakyat dengan 

hasil sebagal berikut: 

a. Survel Internal 

Integritas Jabatan 

Dart hasil survey integritas jabatan bahwa 

, 	 84,21% responden telah rnemahami tugas 

fungsi yang harus dilaksanakan naniun tidak 

	

______ 	memaharnj 	ukuran 	keberhasilan 

	

_______________ 	pelaksanaan tugasnya. Kemudian 8700/3  

	

_____________ 	responden yang mernaharni tugas fungsi 

8421 	

yang harus dilaksanakan dan mernaharni 

pula ukuran keberl,asilan pelaksanaan 

tugasnya. Serta sejumlah 701% responden 

yang belum niemahami tugas fungsi dan ukuran keberhasitannya. 

lntegritas Organisasi 

Survel internal terhadap integritas orgarlisasi menunjukkari indeks 3,22 

dalam skala 0 - 4 dengan rirrcian: 

Komponen Indeks 2018 

 3,23 I!!!!  3,22 

Indeks integritas organisasi di atas rnenggarnbarkan persepsi para 

pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan 8adan Keahlian Dewan 

Perwaki?an Rakyat terhadap kualitas penerapan sistem integritas yang 

berlaku secara internal. Pada tahun 2018 Indeks integritas organisasi 

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahijan Dewan Perwakilan Rakyat 

adalah 3,22, turun ika dibarrdingkan dengan nilal tahun 2017, sebesar 

3,35. 

.0 
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b. Survei Ekstemal 

Indeks kualitas peayanar, puolik yang dihasilkan dan hasif survei teThadap 

perara Iaya.ian yang dipihih rrelalui purposive random sampling, 

menunjukkan hasil yang belum memuaskan. Dalam skala 4, hasI 
surv9 7  persepsi oIayarian crenurjukkan angka 3,43. 

Irceks persepsi anti korupsi merupakan persepsi perennia Iayanan 

teradap integritas petugas pemberi Iayar.an. lnteg'itas ir.i dltinjau tidak 

hanys dart sistern layanan yang mungkn berpotensi rneriyirnpang, cariun 

uga perhlaku pemberi layar.an daiam bersikap, misalnya menawarkan 

layanan yang Iebih cepat, kesediaan menenna gratiilkas. ketersediaan 

sarana Per.gadan can sebagainya. F-iasil survei atas :ndeks persepsi an:i 

kcrupsi menucjukkan gambaran yang belum memuaskari. Daharn skala 

4 indeks persepsi anti korupsi meiunjukkar, angka 3,57. 

4. Dalani rangka Iebih meningkatkan kuahitas perierapan refornias birokrasi serta 

.ebih menurrrbuhkar' budaya khnerja di hingkungan Sekretariat Jerideral dan 

Sedan Keahan Dewan Perwakilan Rakyat, terdapat beberapa hat yang masih 

perlu dsempurnakan yahtu: 

Mengrmptementasikan peaksanaan reformasi birokrasi kepada seluruh unit 

kerja trda ha:iya sebaas ketompok keia reforrrasi birokrasi instansi sa,a, 

tetapi kepada pegawai di seluruti unit kera secara nyata dan rnenyeuruh 

sehingga persepsi pegawar terhadap pelaksanaar, reformasi birokrasi akan 

sernakin terhihat nyata dan membaik, 

Mengupayakan korsistensi pehaksanaan reforrriasi birokrasi mebalui pear. 

pimpinan sebagai role model dan penguatan agen perubahan secara terus 

rnenerus sehingga perubahan terlihat nyata pada seluruh pegawal; 

Menetapkan targee. terukur dan menambah jurnlah agen perubahan untuk 

menggerakkac organisasi dalam rreaukan perubahan serta melakukan 

monitoring secara berkala; 

Dalarn rangka mempercepat perbaikan budaya kerja, pertu metakukarr 

evauasi atas kemajuan kinerja agen perubahan serta mengidenfikasi 

Iangkah tangkah perbaikan yang dipertukan agar perbaikan budaya dan 

perubahan mind set aparatur terthat ryata dalam keseharian bekerja dengan 

menyusun rerrcana tindak berdasarican nilai organisasi, perubahan ape yang 

ingin dcapai dan rencara tindak tanjutnrya: 

"d. 'Memberikan pemahamar kepada pejabat dan pegawai akan arti perrtir.gnya 

ucralan tugas dan jacarar serta tugas fungsi serta ukuran keberhasilari dan 

pelaksanaan tFugas dan fungsi dimaksud. Dan data survei sebesar 84.21% 

responden pejabatloegawar tidak rnerr.arrarnj ukuran keberhasitan tugas dan 
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fungsinya. Serta sejurnlah 701% pejabatfpegaaj (rasponden) belum 

rretraharni tugas dan fungsi serta uk.iran kebernas?annya, sehingga 

peeqaan yang dilajka-i tidak dapat mendukung pancapaian tujuan 

org anisasi; 

Hasf surve, pada tahun 2013 lndsks intagritas organisas; Sekretariat Jendaral 

dan Badan Keablian Dewan Perwa,kilan Rakyat adalal, 322, turun jika 

dlbandingkan dengan nai tahun 2017, sebsar 3,35 oleh sebab itu pertu 

rnenperbajkj sistern integritas yang telah dibangun terutama pada budaya 

organlsas, anti kcrupsi secara berkais, 

Dan hasil survei terhacap !ndeks persepsi anti korupsi terhadap pegawai 

Setjen dan BK DPR RI rnasih nenunjukkan gambaran yang beum 

rrernuaskan Dalam skala 4, indeks persepsi anti korupsi menunjukkan angka 

3,57. OIeh sebab itu perfu memperbaiki sisteri integritas dalam pernberian 

pelsyanan di 7 ing.kungan Sean can BK DPR RI; 

g Dengan ditetackannys PP No 49 Tahun 2018 tentang pegawai peniertntah 

dengan peianJian kireja (PPPK) perlu segera merlata pegawai di Iingkungan 

Setjen dan Badan Keshlian DPR, sehingga seluruh pegawai daoat 

dikiasifikasikan pads Jenis pegawai yang dikeral dalam UU ASN yaitu PNS 

dan PPPK; 

h Merencanakan kebutuhan pegawai dengan 	mernperhatjkar bentuk 

orgar.isasi yang ideal, tepat fungaL dan adaptif yang dapat diperoleh meIalui 

hasil evaluasi kelernbagaan secara berkala sehingga keniudian dapat 

diwujudkan pula redistnbusj pagawal yang Iebih optimal sesuai dengan 

kebutuhan organisash; 

Menyernpurnaç 	rurr.usar, ukuran kinerja secara berienjang serta 

melaksanakan pemantauan dan pengukuran kinerja tersebut secara 

elektroiik di s&uruh level organisasi secara bericala, nielakukan penyelarasan 

antara kinerja yang akan dlcapai dengan anggaran hil yang diperlukan dalam 

me;aksar.akan kegiatan terhadap hashl/kinerja tersebut, serta melakukan 

perbakan atas hasil pemantauan capsian kinera melalul perencariaan kineija 

.intuk tahun berikutnya 

Menerapkan penhaan kinerja bndividu yang sesuai dengan kinerja org anisasi 

pads seluruh formas; Jabatan dan menetapkan hasil pengukurari kinerja 

individi. sebagai dasar pernbenan tunjangan kinerja yang didasarkan kecada 

dnerja; 

k. Menlngkatkan penerapan 9-government untuk rnernudahkan dan 

mempercepatelaksanaan tugas internal instansi dan juga sebagai tugas 

layaran koordinasi dengar,  stakeholders Setjen dan BK DPR Selanjutnya 
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mempercepat penerapan SPBE di bidang kearaipan yaitu penerapan 

kearsican berbasis e?ektroriik yang (erintegrasi; 

1. Perlu melakukar. penirigkatan maturitas SPIP can kapasitas pengawasan 

intern dengan penilaian tingkat kapabiitas Insoektorat Utarna (IACM) yang 

saat ni masih menuu levei 3; 

Melakukan evaluasi atas pelaksanaan perianganan gratitikasi, implementasi 

kebljak3ri whistle blowing system, penanganari benturan kepentingan. secara 

berkala dan menindakianjuti hasit evaluasi tersebut; 

M&anulkan pernbangunan unit kerja yang akan diusulkan menjadi unit 

wlIayain bebas kcrupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBKIWBBM) 

dan se:elah dilakukan evaluasi oleh APIP bagi yang lobs berdasarkan 

standar penilaian (beriasarkan PerrnenPAN—RB Norror 52 Tahun 2014) 

dapat diusulkkan kepada Tim Penilai Nasiona dalam hal in Kemen:erian PAN 

dan RB. 

Deriikian laporari hasil evaluasi atas kemauan pelaksanaan reforrnasi 

biokrash di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahiban Dewan Perwakilan 

Rakyat. Kami rnerLghargal upaya Saudara beserta seluruh jajarar dalam 

meiaksanakan reformasi birokrasi di Iingkungan Sekretanat Jenderal dan Badan 

Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya Kami harapkan agar Saudara 

dapat menirgkatkan upaya-upaya pelaksanaan perbaikan reformasi biroK-ash di 

Instarsi Saudara secara berkelanjutan. 

erima kasih atas perhatiari den kerjasama Saudara. 

"P'r$I 	unaan Aparatur Negara 
ø asi Birokrasi 

a 
I 

in 

Tembus an. 

1, P ~esiden Reoublik lndonesa 

Waki Presden Repubbik Indonesia selaku Ketaa Komite Pengarah Refcrmasi 

Brokrasi Nasior'.aI (KPRBN); 

Ketua Tim Independen Reforrrasi Birokrasi NasionaI; 

4 Ketua Tim Pertamin KuaI;tas Reformasi Birokrasi Nasional 
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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWI yang telah 

memberikan Rahmat dan KaruniaNya sehingga dapat tersusunnya Draft Kamus Indikator 

sebagai output clari laporan aktualisasi dalam rangka Pelatihan Dasar Calon Pegawai 

Negeri Sipil. Draft Kamus Indikator merupakan penjelasan atas dasar indikator dan target 

kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretaniat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI 
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Disusunnya Draft Karnus Indikator diharapkan dapat merribantu kinerja unit kerja 

di Iingungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahilan DPR RI dalam mengisi target 

kinerja. Penyusunan Draft Kamus Indikator merupakan kegiatan yang bersifat learning 

process yang bisa dilakukan penyempurnaan dalam perjalanannya. Masukan dari unit 

kerja yang membangun tentu sangat kami butuhkan agar lebih baik dan informatif di masa 

yang akan datang. 

Untuk itu kami mengucapkan tenimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat 

dalam penyusunan Draft Kamus Indikator ini. Semoga dapat bermanfaat dalam 

peningkatan kinerja dan akuntabilitas di Sekretaniat Jenderal dan Badan keahlian Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. DasarHukum 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas 

Imp!ementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Peraturan Menteri Perericanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 

tentang Pedoman Penyusunan dan Penelahaan Rencana Strategis 

Kementerian/Lembaga (RENSTRA KIL) 201 5-2019. 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 249/PMK.02/201 1 

teritang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan 

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.02/2015 tentang Petunjuk 

Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 

Negara/Lembaga dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan 

Indikator Kinerja Utama. 
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B. Latar belakang 

Dalam amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 

d sebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan 

bernegara sehingga menimbulkan hak dan kewajiban negara yang salah satunya 

dapat dinilai dengan sistem penganggaran berbasis kinerja. Didalam undang-undang 

tentang Keuangan Negara diperlukan penjabaran aturan pokok yang telah ditetapkan 

yang telah dikenal dalam pengelolaan keuangan negara seperti akuntabilitas yang 

berorientasi pada hasil hal ini diperlukan guna menjamin terselenggaranya prinsip-

prinsi pemerintahan dan juga sebagai acuan dalam reformasi manajemen keuangan 

negara. 

Dengan pengelolaan dan dukungan terhadap akuntabilitas tersebut telah 

tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeritah (SAKIP) yang 

mengamanatkan setiap Kementrian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan 

SAKIP tersebut yang dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara 

berjenjang. Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat 

diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah 

untk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan 

kecijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan mela!ui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang 

disusun secara periodik. Penyelenggaraan SAKIP ml meliputi Rencana Strategis, 

Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan data Kinerja, Pelaporan Kinerja, 

dan Reviu dan Evaluasi Kinerja. 

Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan instansi pemerintah 

dalam periode 5 (lima) tahunan. Rencana strategis mi menjadi dokemen perencanaan 

untuk arah pelaksanaan program dan kegiatan dan menjadi landasan dalam 

penyelenggaraan SAKIP. Penjanjian kinerja adalah Iembar!dokumen yang berisikan 

penugasan dari pimpinan instansi yang Iebih tinggi kepada pimpinan instansi yang 

Iebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertal dengan indikator 
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k nerla. Perjanjian kinerja selain berisi mengenai perjanjian penugasan/pemberian 

arnanah, juga terdapat sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang 

diperjanjikan untuk dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun serta memuat rencana 

anggaran untuk program dan kegiatan yang mendukung pecapaian sasaran strategis 

Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja yang menggambarkan hasil-hasil 

yang utama dan kondisi yang seharusnya, dan menjadi ukuran keberhasilan yang 

menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. 

Inikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat 

dicapai, relevan dan sesuai dengan kurun waktu tertentu. 

Dalam pelaksanaannya perumusan indikator juga harus disertai dengan 

penjelasan indikator dan target kinerjanya, bagaimana indikator tersebut dihitung dan 

bagaimana pelaksanaan pencapaian target indikator tersebut. Dengan demikian 

dalam perumusan indikator kinerja dalam dokumen SAKIP perlu juga disertai dengan 

dokumen pendukung yang dapat menjelaskan Iebih detail mengenai indikator-

incikator yang telah dirumuskan pada dokumen SAKIP, untuk itulah pembuatan draft 

kamus indikator kinerja dianggap perlu, untuk memfasilitasi dan sebagai dasar 

pelaksanaan indikator kinerja yang telah dirumuskan sebelumnya. 

C. 	Definisi istilah 

Dalam dokumen draft kamus indikator mi yang dimaksud dengan: 

Kementerian adalah Perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu 

dalam pemerintahan. 

Lembaga adalah organisasi non Kementerian dan instansi lain pengguna 

anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan 

perundang-undangan Iainnya (termaksuk di dalamnya Lembaga Pemerintah 

Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, dan Lembaga Tinggi) 
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Unit Organisasi Eselon I adalah instansi di bawah Kenienterian/Lembaga yang 

dipimpin oleh pejabat yang bertanggungjawab me!aksanakan program unit 

Eselon I dan/atau kebijakan Kementerian/Lembaga. 

Unit Organisasi Eselon II adalah instansi di bawah unit organisasi Eselon 

yang dipimpin oleh pejabat yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan 

dari program untuk Eselon I danfatau kebijakan KementerianlLembaga. 

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir 

periode Perencanaan. 

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan 

untuk mewujudkan visi. 

Tujuan adalah penjabaran visi K/L yang bersangkutan dan dilengkapi dengan 

rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapal 

sasaran program prioritas presiden. 

Strategi adalah Iangkah-Iangkah berisikan program-program indikatif untu k 

mewujudkan visi dan misi. 

Program adalah penjabaran kebijakan sesuai visi dan misi KIL yang 

rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi eselon I atau unit KIL yang berisi 

kegiatan untuk mencapai hasil dengan indikator kinerja yang terukur. 

Kegiatan adalah penjabaran dari program yang rumusannya mencerminkan 

tugas dan fungsi eselon II/Satker atau penugasan tertentu K1L yang berisi 

komponen kegiatan untuk mencapai keluaran dengan indikator kinerja yang 

terukur. 

Sasaran Strategis KIL (Outcome) adalah kondisi yang akan dicapal secara 

nyata oleh KIL yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya 

hasil (outcome) satu atau beberapa program. 

Sasaran Program (Outcome) adalah hasil yang akan dicapai dari suatu 

program dalam rangka pencapaian sasaran strategis K/L yang mencerminkan 

berfungsinya keluaran (Output). 

Sasaran Kegiatan (Output) adalah keluaran (output) yang dihasilkan oleh suatu 

kegiatan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukunig pencapaian sasaran 

dan tujuan program dan kebijakan yang dapat berupa barang atau jasa. 
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Proses adalah upaya yang dilakukan untuk menghasUkan keluaran (output) 

dengan menggunakan sumber daya (input). 

Indikator Kinerja Sasaran Strategis acialah alat ukur yang mengindikasikan 

keberhasilan pencapaian sasaran strategis KIL. 

indikator Kinerja Program adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan 

pencapaian hasil (Outcome) dari suatu program. 

18.Indikator Kinerja Kegiatan adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan 

pencapaian keluaran (Output) dari suatu kegiatan. 

19.Target adalah hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap 

indikator kinerja. 

D. Maksud dan Tujuan 

Da!am keseluruhan rangkaban penyususunan draft kamus indikator kinerja 

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlban DPR RI ini bertujuan untuk: 

Membenikan panduan bagi pimpinan KIL, pimpinan eselon I, pbmpinan eselon 

II, dan pelaksana kegiatan dalam menjabarkan indikator kinerja yang telah 

diamanatkan dokumen SAKIP dalam pelaksanaan pencapaian indikator 

kinerja. 

Menjadi acuan dalam proses penelahaan dokumen SAKIP oleh Aparat 

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan KIL Iainnya yang melakukan 

penelaahan terhadap dokumen SAKIP. 

Menjadi standar petunjuk pelaksanaan indikator kinerja yang diharapkan 

membeni manfaat kepada pegawai Setjen dan BK DPR RI dalam memahami 

keberhashlan/jndjkator kinerja. 

Membantu ogranisasi untuk menyelesaikan tugas kinerja sebagai lembaga 

pemenintahan dalam sistem akuntabilitas. 
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AMU 

INDIKATOR KINERJA 

A. Syarat dan Kriteria Indikator 

Sebelum menetapkan seperangkat indikator kinerja, terlebih dahulu perki 

diketahui syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu indikator kinerja. Syarat-syarat 

yarg berlaku untuk semua indikator kinerja tersebut adaiah sebagal berikut: 

Relevan; indikator kinerja harus berhubungan dengan apa yang diukur dan secara 

cbjektif dapat digunakan untuk pengambilan keputusan atau kesimpulan tentang 

pencapaian apa yang diukur. 

Penting/menjadi prioritas dan harus berguna untuk menunjukan keberhasilan, 

kamajuan, atau pencapaian. 

Efektif dan Iayak; data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang 

bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan biaya yang layak. 

Indikator kinerja yang baik dan cukup memadai, setidak-tidaknya memenuhi 

kriteria yang terdiri dan: 

1. 	Specific; 

2. Measurable; 

3. 4chievable; 

elevant; 

Time Bond: 

Specific, indikator kinerja harus sesuai dengan program dan kegiatan sehingga 

mudah dipahami dalam memberikan informasi yang tepat tentang hasil atau capaian 

kinerja dari kegiatan dan atau sasaran. 

Measurable atau dapat menggambarkan sesuatu yang diukur, indikator yang baik 

merupakan ukuran dari suatu kerbehasilan. Harus terdapat kesepakatan tentang 

interpretasi terhadap hasil yang akan digunakan sebagai ukuran. Indikator tersebut 

harus mempunya satu dimensi dan tepat secara operasional. Mempunyai satu dimensi 

artinya bahwa indikator hanya mengukur satu fenomena dalam satu indikator. Tepat 



secara operasional artinya tidak ada ambiguitas atas data apa yang akan dikumpulkan 

untuk satu indikator. 

Sebagai suatu kelompok, indikator kinerja seharusnya secara cukup mampu 

mengukur hash. Pei -tanyaan yang sering dilontarkan adalah "Berapa indikator kinerja 

yang harus digunakan untuk mengukur suatu keluaran (output) ?", jawabannya 

tergantung pada: kompleksitas output yang akan diukur; sumberdaya yang tersedia 

untuk memonitor kinerja; dan jumlah informasi yang diperlukan untuk membuat 

keputusan yang memadai. Untuk hasil-hasil yang langsung dan mempunyai 

pengukuran yang benar dan terbukti, satu indikator saja sudah cukup. Namun, apabila 

dengan satu indikator ternyata tidak cukup atau apabila ada manfaat yang dihasilkan 

dari pengukuran terhadap beberapa sudut, maka dua atau lebih indikator mungkin 

diperlukan. 

Achievable atau dapat dicapai, indikator kinerja yang ditetapkan harus 

menantang namun bukan hal yang mustahil untuk dicapai dan dalam kendali 

organisasi/instansi. Jadi dalam menetapkan suatu indikator kinerja perlu dipikirkan juga 

bagaimana nanti mengumpulkan data kinerjanya, apakah masih dalam kendall instansi 

yang bersangkutan atau tidak. 

Relevant, suatu indikator kinerja harus dapat niengukur sedekat mungkin dengan 

hasil yang akan diukur. Indikator kinerja tidak seharusnya dikaitkan pada tingkat yang 

lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan hashl yang diukur. Misalnya jumlah 

dokumen perencanaan' adalah ukuran langsung dari suatu output Dokumen 

Perencanaan dan keuangan sedangkan 'Jumlah SDM yang profesional' bukanlah 

ukuran langsung dari suatu output Dokumen Perencanaari dan Keuangan, karena 

profesionalitas SDM tidak beranti secara otomatis akan meningkatkan kuantitas dan 

kualitas dari dokumen perencanaan dan keuangan yang dihasi!kan. 

Time Bond, waktu/peniode pencapahan indikator kinerja ditetapkan, yaltu indikator 

kinerja yang disusun memiliki target waktu yang jehas. Kapan kegiatan tersebut harus 

sai. Apakah bulan pertama, ataukah bulan ke dua. Target waktu juga bisa 

diterapkan pada pekerjaan-pekerjaan yang bersifat rutin. Misal, kapan laporan 

keuangan harus selesai pada tiap tahunnya/tiap tniwu!annya atau kapan proses 

pemeliharaan rutin hanus dilakukan. 
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B. Tipe dan Jenis Indikator 

Berdasarkan tipenya, indikator kinerja dapat dibagi menjadi: 

Kualitatif, menggunakan skala (misal: balk, cukup, kurang) 

Kuantitatif absolut: menggunakan angka absolut (misal: 30 orang, 80 unit) 

Persentase: menggunakan perbandingan angka absolut dari yg diukur dengan 

populasinya (misal: 50%, 100%) 

Rasio: membandingkan angka absolut dengan angka absolut lain yang terkait 

(misal: rasio jumlah guru dibandingkan jumlah murid) 

Rata-rata: angka rata-rata dari suatu populasi atau total kejadian (misal: rata-

rata biaya pelatihan per peserta dalam suatu dikiat) 

Indeks: angka patokan dari beberapa variabel kejadian berdasarkan suatu 

rumus tertentu (misal: indeks pembangunan manusia) 

C. Penggunaan indikator 

Penggunaan indikator kinenja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu 

aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif. Indikator untuk tiap- 

unit organisasi berbeda-beda tergantung pada tipe pelayanan yang dihasilkan. 

Seining dengan gelombang menuju kepemerintahan yang baik (good governance), 

instansi pemerintah diwajibkan untuk memenuhi kinenja yang telah diperjanjikan dan 

men- berikan bukti mengenai pemenuhan janji tersebut. Kinerja yang dijanjikan harus 

diukur apakah benar-benar telah dipenuhi. Untuk mengukur kinenja digunakan alat ukur 

yang dalam buku ml disebut dengan indikator kinerja. Indikator kinerja digunakan 

sebagai dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex-ante). pelaksanaan 

(on-going), maupun setelahnya (ex-post). Dengan adanya informasi tersebut, 

organisasi dapat membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, 

mempertahankan keberhasilan, dan meningkatkan kinerjanya di masa yang akan 

datang. 



ESELON I DAN II 
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 

DPRRI 

2019 



SEKRETARIAT JENDERAL 
Satker Setjen 

Kode dan Nomenklatur 	002.01.01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan 
Program 	 Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI 

NO. INDIKATOR KINERJA TARGET METODE JANGKA 
PENGHITUNGAN WAKTU 

PE NCAPAIAN 
 Indeks kepuasan Anggota 67,5 Survei 10 bulan! 

DPR 	RI 	terhadap Oktober 2019 
dukurigan 	Iayanan Setjen 
DPRRI 

 Nilal Reformasi Birokrasi BB Penilaian 	oleh 12 	bulan! 
Kementerian 	PAN Desember 2019! 
dan RB Januari 2020 

 Tingkat 	Kapabilitas 	APIP Level 3 Penilaian 	oleh 12 bulan! 
dan 	Tingkat 	Maturitas Badan Pengawasan Desember 2019! 
SPIP Keuangan 	dan Januari 2020 

Pembangunan 
(BPKP)  

 Persentase pegawai yang 70% Jumlah 	PNS 	yang 12 bulan! 
mendapatkan 	Pendidikan mendapatkan Januari 2020 
dan Pelatihan pendidikan 	dan 

pelatihan 	dibagi 
dengan jumlah PNS 
Sekretariat Jenderal 
dan Badan Keahlian 
DPR RI 

 Persentase 	kepuasan 67,5% Survei 12 bulan! 
Anggota DPR RI terhadap Oktober 2019 
dukungan 	Teknologi 
Informasi 
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Penjelasan: 

Indikator Kinerja: Indeks kepuasan Anggota DPR RI terhadap dukungan Iayanan 

Setjen DPR RI 

Penghitungan kinerja "Indeks kepuasan Anggota DPR RI terhadap dukungan Iayanan 

Setjen DPR RI" dilakukan melalui Survei ke Anggota DPR RI. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan dalam survei mi adalah wawancara terstruktur berdasarkan 

kuesioner. Kegiatan survei mi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayaguanaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 

tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaran 

Pelayanan Publik (Permenpan No.14/2017). Berdasarkan Permenpan No.14/2017, di 

dalam penentuan jumlah responden, margin error yang diperkenankan sebesar 1%, 

5%, dan 10%. Tim Survei Kepuasan Anggota DPR RI memutuskan bahwa margin 

error yang digunakan sebesar 5% dengan confidence level 95% sehingga diperoleh 

sampel Anggota DPR RI sebesar 228 orang dari 560 orang. Adapun penjelasan detil 

terkait kegiatan survei tercantum di Laporan Hasil Survei Tahun 2019. 

Survei dilakukan untuk mengukur kinerja Setjen dan BK DPR RI tahun 2019 sehingga 

Anggota DPR RI yang menjadi sampel adalah Anggota DPR RI periode 201 4-2019. 

Anggota DPR RI periode 2019-2024 akan dilantik pada tanggal 1 Oktober 2019 

sehingga kegiatan survei harus dilakukan pada bulan sebelumnya dan hasilnya dapat 

diperoleh paling Iambatdi bulan Oktober 2019. 

Indikator Kinerja: Nilai Reformasi Birokrasi 

Penghitungan kinerja "Nilai Reformasi Birokrasi" berdasarkan penilaian oleh 

Kementerian PAN dan RB. Apabila penilaian oleh Kementerian PAN dan RB tidak 

diperoleh hingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Setjen dan BK DPR RI Tahun 

2019, maka diberikan keterangan Data Tidak Dapat Diperoleh/Not Available (N/A). 

Indikator Kinerja: Tingkat Kapabilitas APIP dan Tingkat Maturitas SPIP 

Perghitungan kinerja "Tingkat Kapabilitas APIP dan Tingkat Maturitas SPIP" 

berdasarkan penilaian oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

(BPKP), selaku pembina Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Internal 
Audit Capability Model (IA-CM). Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-

1633/KIJF/201 1 tentang Pedomana Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat 

Pengawasan Intern Pemerintah, yang mengadopsi dari model penilaian The Institute 
of InternalAuditor, IA-CM terdiri dan 5 (lima) level, yaitu: 

Level 1: Initial 

Tidak berkelanjutan, tergantung pada usaha individu 

Level 2: Infrastructure 

Frosedur dan praktik audit intern berulang dan berkelanjutan 

Level 3: Integrated 

Praktik profesional dan manajemen audit intern diterapkan secara seragam 
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LeveI4:Managed 
Audit intern mengintegrasikan informasi lintas unit organisasi untuk 
mengembangkan tata kelola dan manajemen risiko 
Level 5: Optimizing 
Audit intern belajar dari dalam dan luar organisasi untuk pengembangan yang 
berkelanjutan 

Indikator Kinerja: Persentase pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan 
Pelatihan 
Penghitungan kinerja "Persentase pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan 
Pelatihan" berdasarkan jumlah PNS yang menenima diklat terhadap total jumlah PNS 
di Setjen dan BK DPR RI. 

Indikator Kinerja: Persentase Kepuasan Anggota DPR RI terhadap dukungan 
Teknologi Informasi 
Fenghitungan kinerja "Persentase Kepuasan Anggota DPR RI terhadap dukungan 
Teknologi Inforrnasi" dilakukan melalui Survei ke Anggota DPR RI. Kegiatan survei 
tidak dilakukan secara mandiri, namun dengan menyisipkan pertanyaan atau menjadi 
sa!ah satu bagian pertanyaan dari Survei Kepuasan Anggota DPR RI terhadap 
Dukurigan Layanan Setjen dan BK DPR RI. 
Survei dilakukan untuk mengukur kinerja Setjen dan BK DPR RI tahun 2019 sehingga 
Anggota DPR RI yang menjadi sampel adalah Anggota DPR RI peniode 2014-2019. 
Anggota DPR RI peniode 2019-2024 akan dilantik pada tanggal 1 Oktober 2019 
sehingga kegiatan survei harus dilakukan pada bulan sebelumnya dan hasilnya dapat 
diperoleh paling Iambatdi bulan Oktober 2019. 
Kinerja dinilai atas kecepatan, kualitas, dan ketepatan dalam membenikan pelayanan 
keprotokolan. 
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DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN 
Satker Setjen 

Kode dan Nomenklatur : 002.01.01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan 

Program 	 Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI 

NO. INDIKATOR KINERJA I 	TARGET METODE JANGKA 
PENGHITUNGAN WAKTU 

_______________ PENCAPAIAN 
 tPersentase 	kepuasan 67,5% Survei - 	 10 bulan/ 

Anggota DPR RI terhadap Oktober 2019 
dukungan persidangan  

 Persentase 	kepuasan 67,5% Survei 10 bulan/ 
Anggota DPR RI terhadap Oktober 2019 
dukungan 	kegiatan 
diplomasi parlemen  

 Persentase 	kepuasan 67,5% Survei 10 bulan! 
Pimpinan 	DPR 	RI Oktober 2019 
terhadap 	dukungan 
kegiatan Pimpinan  

4. Indikator 	pemberitaan 100% Semua media 1 tahun/Januari- 
DPR RI di media komunikasi Desember 2019 

termanfaatkan  

Penjelasan: 

Indikator Kinerja: Persentase kepuasan Anggota DPR RI terhadap dukungan 

pers ida nga n 

Penghitungan kinerja "Persentase Kepuasan Anggota DPR RI terhadap dukungan 

persidangan" dilakukan melalui Survei ke Anggota DPR RI. Kegiatan survei tidak 

dilakukan secara rnandiri, namun dengari menyisipkan pertanyaan atau menjadi safah 

satu bagian pertanyaan dari Survei Kepuasan Anggota DPR RI terhadap Dukungan 

Layanan Setjen dan BK DFR RI. 

Survei dilakukan untuk mengukur kinerja Setjen dan BK DPR RI tahun 2019 sehingga 

Anggota DPR RI yang menjadi sampel adalah Anggota DPR RI periode 2014-2019. 

Anggota DPR RI periode 2019-2024 akan dilantik pada tanggal 1 Oktober 2019 

sehingga kegiatan survei harus dilakukan pada bulan sebelumnya dan hasilnya dapat 

diperoleh paling lambat di bulan Oktober 2019. 

Kinerja dinilai atas kecepatan, kualitas, dan ketepatan dalam memberikan pelayanan 

pesidangan. 
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Indikator Kinerja: Persentase kepuasan Anggota DPR RI terhadap kegiatan 
diplomasi parlemen 
Penghitungan kinerja "Persentase Kepuasan Anggota DPR RI terhadap dukungan 
persidangan" dilakukan melalui Survei ke Anggota DPR RI. Kegiatan survei tidak 
dilakukan secara mandiri, namun dengan menyisipkan pertanyaan atau menjadi salah 
satu bagian pertanyaan dari Survei Kepuasan Anggota DPR RI terhadap Dukungan 
Layanan Setjen dan BK DPR RI. 

Survei dilakukan untuk mengukur kfnerja Setjen dan BK DPR RI tahun 2019 sehingga 
Anggota DPR RI yang menjadi sampel adalah Anggota DPR RI periode 201 4-2019. 
Anggota DPR RI periode 2019-2024 akan dilantik pada tanggal 1 Oktober 2019 
sehingga kegiatan survei harus dilakukan pada bulan sebelumnya dan hasilnya dapat 
diperoleh paling lambat di bulan Oktober 2019. 
Kinerja dinilal atas kecepatan, kualitas, dan ketepatan dalam memberikan pelayanan 
diplomasi parlemen. 

Indikator Kinerja: Persentase kepuasan Pimpinan DPR RI terhadap dukungan 
kegiatan Pimpinan 
Penghitungan kinerja "Persentase kepuasan Pimpinan DPR RI terhadap dukungan 
kegiatan Pimpinan" dilakukan melalui survel ke Pimpinan DPR RI. Kegiatan survei 
dilakukan secara mandiri oleh Deputi Bidang Persidangan cq. Biro Kesekretariatan 
Pimpinan. 

Survei dilakukan untuk mengukur kinerja Setjen dan BK DPR RI tahun 2019 sehingga 
Pimpinan DPR RI yang menjadi sampel adalah Pimpinan DPR RI periode 2014-2019. 
Pimpinan DPR RI periode 2019-2024 akan dilantik pada tanggal 1 Oktober 2019 
sehngga kegiatan survei harus dilakukan pada bulan sebelumnya dan hasilnya dapat 
diperoleh paling lambatdi bulan Oktober 2019. 

Indikator Kinerja: Indikator pemberitaan DPR RI di media 
Penghitungan kinerja "Indikator pemberitaan DPR RI di media" dilakukan dengan 
menganalisis kanal media pemberitaan yang digunakan oleh DPR RI dalam 
menyampaikan informasi ke publik. Kanal media pemberitaan adaiah media 
elektronik, media cetak, dan media sosial. 
Untuk menghitung pencapaian target setiap bulan, dapat menggunakan penghitungan 
proses 1/12 (satu perdua belas). 
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BIRO PERSIDANGAN I 
Satker Setjen 

Kode dan Nomenklatur : 002.0101 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan 
Program 	 Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI 

NO. INDKATORKINERJA TARGET METODE JANGKAWAKTU 
PENGHITUNGAN PENCAPAIAN 

 Persentase 	dukungan 100% 1 tahun = 1001/o 1 tahun/ Januari- 
Persidangan 	Komisi 	I Desember 2019 
kepada Anggota DPR Setiap masa 
R' yang optimal  persidangan = 20% 

 Persentase 	dukungan 100% 1 tahun = 100% 1 tahun/ Januari- 
Persidangan Komisi II Desember 2019 
kepada Anggota DPR Setiap masa 
RI yang optimal  persidangan = 20%  

 Fersentase 	dukungan 100% 1 tahun = 100% 1 tahun/Januari- 
Persidangan Komisi III Desember 2019 
kepada Anggota DPR Setiap masa 
RI yang optimal  persidangan = 20%  

 Persentase 	dukungan 100% 1 tahun = 100% 1 tahun/ Jan_
-
uari- 

Persidangan Komisi IV Desember 2019 
kepada Anggota DPR Setiap masa 
RI yang optimal __________ persidangan = 20%  

 Persentase 	dukungan 100% 1 tahun = 100% 1 tahun! Januari- 
Persidangan Komisi V Desember 2019 
kepada Anggota DPR Setiap masa 
RI yang optimal persidangan = 20% 

 Persentase 	dukungan 100% 1 tahun=100% 1 tahun!Januari- 
Persidangan Komisi VI Desember 2019 
kepada Anggota DPR Setiap masa 
RI yang optimal persidangan = 20% 

 Persentase 	dukungan 100% 1 tahun = 100% 1 tahun! Januari- 
Persidangan 	Komisi Desember 2019 
VII 	kepada 	Anggota Setiap masa 
DFR RI yang optimal persidangan = 20% 

 Pesentase dukungan 100% 1 tahun= 100% ltahun/Januari- 
Persidangan 	Komisi Desember 2019 
VII 	kepada 	Anggota Setiap masa 
DPR RI yang optimal persidangan = 20% 
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NO INDIKATOR KINERJA TARGET METODE JANGKA 
PENGHITUNGAN WAKTU 

PENCAPAIAN 
 Persentase 	dukungan 100% 1 tahun = 100% 1 tahun/Januari- 

Persidangan 	Komisi 	IX Desember 2019 
kepada Anggota DPR RI Setiap masa 
yang optimal persidangan = 20% 

 Persentase 	dukungan 100% 1 tahun = 100% 1 tahun/ Januari- 
Persidangan 	Komisi 	X Desember 2019 
Kepada Anggota DPR RI Setiap masa 

yang optimal persidangan = 20% 

 Persentase 	dukungan 100% 1 tahun = 100% 1 tahun/Januari- 
Persidangan 	Komisi 	Xl Desember20l9 
kepada Anggota DPR RI Setiap masa 

yang optimal persidangan = 20% 

 Fersentase Risalah rapat 100% 1 tahun = 100% 1 tahun/ Januari- 
yang 	diselesaikan 	tepat Desember 2019 
waktu Setiap masa 

persidangan = 20%  
 Persentase 	dukungan 100% 1 tahun = 100% 1 tahun/Januari- 

Persidangan 	Paripurna Desember 2019 
yang optimal Setiap masa 

persidangan_=_20%  

Penjelesan: 
lndikator Kinerja: Persentase dukungan persidangan Komisi I kepada Anggota 
DPR RI yang optimal 
Penghitungan kinerja "Persentase dukungan persidangan Komisi I kepada Anggota 
DPR RI yang optimal" berdasarkan terlaksananya kegiatan persidangan/rapat Komisi 
I. Outcome dari kegiatan yang dilakukan oleh Biro Persidangan I adalah 
terlaksananya kegiatan persidangan/rapat Komisi I. 
Untuk menghitung pencapalan kinerja, dapat menggunakan jumlah masa sidang 
dalam satu tahun anggaran. Di dalam satu tahun anggaran, terdapat lima masa 
persidangan. Sehingga setiap masa persidangan berakhir, maka proses atas kinerja 
yang dihasilkan sebesar 20%, 

Indikator Kinerja: Persentase dukungan persidangan Komisi II kepada Anggota 
DPR RI yang optimal 
Penghitungan kinerja Persentase dukungan persidangan Komisi II kepada Anggota 
DPR RI yang optimal" berdasarkan terlaksananya kegiatan persidangan/rapat Komisi 
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II. Outcome dari kegiatan yang dilakukan oleh Biro Persidangan I adalah 
terlaksananya kegiatan persidangan/rapat Komisi II. 
Untuk menghitung pencapalan kinerja, dapat menggunakan jumlah masa sidang 
da!am satu tahun anggaran. Di dalam satu tahun anggaran, terdapat lima masa 
persidangan. Sehingga setiap masa persidangan berakhir, maka proses atas kinerja 
yang dihasilkan sebesar 20%. 

3. Indikator Kinerja: Persentase dukungan persidangan Komisi III kepada Anggota 
DPR RI yang optimal 
Penghitungan kinerja "Persentase dukungan persidangan Komisi Ill kepada Anggota 
DPR RI yang optimal" berdasarkan terlaksananya kegiatan persidangan/rapat Komisi 
Ill. Outcome dari kegiatan yang dilakukan oleh Biro Persidangan I adalah 
terlaksananya kegiatan persidangan/rapat Komisi Ill. 
Untuk menghitung pencapaian kinerja, dapat menggunakan jumlah masa sidang 
dalam satu tahun anggaran. Di dalam satu tahun anggaran, terdapat lima masa 
persidangan. Sehingga setiap masa persidangan berakhir, maka proses atas kinerja 
yarg dihasilkan sebesar 20%. 

4. Indikator Kinerja: Persentase dukungan persidangan Komisi IV kepada Anggota 
DPR RI yang optimal 
Penghitungan kinerja "Persentase dukungan persidangan Komisi IV kepada Anggota 

I yang optimal" berdasarkan terlaksananya kegiatan persidangan/rapat Komisi 
IV. Outcome dari kegiatan yang dilakukan oleh Biro Persidangan I adalah 
teaksananya kegiatan persidangan/rapat Komisi IV. 
Untuk menghitung pencapaian kinerja, dapat menggunakan jumlah masa sidang 
daam satu tahun anggaran. Di dalam satu tahun anggaran, terdapat lima masa 
pe'sidangan. Sehingga setiap masa persidangan berakhir, maka proses atas kinerja 
yang dihasilkan sebesar20%. 

5. Indikator Kinerja: Persentase dukungan persidangan Komisi V kepada Anggota 
DPR RI yang optimal 
Penghitungan kinerja "Persentase dukungan persidangan Komisi V kepada Anggota 
DFR RI yang optimal" berdasarkan terlaksananya kegiatan persidangan/rapat Komisi 
V. Outcome dari kegiatan yang dilakukan oleh Biro Persidangan I adalah 
ter aksananya kegiatan persidangan/rapat Komisi V. 
Untk menghitung pencapaian kinerja, dapat menggunakan jumlah masa sidang 
dalam satu tahun anggaran. Di dalam satu tahun anggaran, terdapat lima masa 
persidangan. Sehingga setiap masa persidangan berakhir, maka proses atas kinerja 
yang dihasilkan sebesar 20%. 
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6. Indikator Kinerja: Persentase dukungan persidangan Komisi VI kepada Anggota 
DPR RI yang optimal 
Penghitungan kinerja "Persentase dukungan persidangan Komisi VI kepada Anggota 
DPR RI yang optima!" berdasarkan terlaksananya kegiatan persidangan/rapat Komisi 
A. Outcome dari kegiatan yang dilakukan oleh Biro Persidangan I adalah 
terlaksananya kegiatan persidangan/rapat Komisi VI. 
Unuk menghitung pencapaian kinerja, dapat menggunakan jumlah masa sidang 
dalam satu tahun anggaran. Di dalam satu tahun anggaran, terdapat lima masa 
persidangan. Sehingga setiap masa persidangan berakhir, maka proses atas kinerja 
yang dihasilkan sebesar 20%. 

7. Indikator Kinerja: Persentase dukungan persidangan Komisi VII kepada 
Anggota DPR RI yang optimal 
Penghitungan kinerja "Persentase dukungan persidangan Komisi VII kepada Anggota 
DPR RI yang optimal" berdasarkan terlaksananya kegiatan persidangan/rapat Komisi 
Al. Outcome dari kegiatan yang dilakukan oleh Biro Persidangan I adalah 
tenlaksananya kegiatan persidangan/rapat Komisi Al. 
lintuk menghitung pencapaian kinerja, dapat menggunakan jumlah masa sidang 
dalam satu tahun anggaran. Di dalam satu tahun anggaran, terdapat lima masa 
persidangan. Sehingga setiap masa persidangan berakhir, maka proses atas kinerja 
yang dihasilkan sebesar 20%. 

8. Indikator Kinerja: Persentase dukungan persidangan Komisi VIII kepada 
Anggota DPR RI yang optimal 
Penghitungan kinerja "Persentase dukungan persidangan Komisi VIII kepada Anggota 
DPR RI yang optimal" berdasarkan terlaksananya kegiatan persidanganlrapat Komisi 
VIII. Outcome dari kegiatan yang dilakukan oleh Biro Persidangan I adalah 
terlaksananya kegiatan persidangan/rapat Komisi VIII. 
Untuk menghitung pencapaian kinerja, dapat menggunakan jumlah masa sidang 
dalam satu tahun anggaran. Di dalam satu tahun anggaran, terdapat lima masa 
persidangan. Sehingga setiap masa persidangan berakhir, maka proses atas kinerja 
yang dihasilkan sebesar 20%. 

9. Indikator Kinerja: Persentase dukungan persidangan Komisi IX kepada Anggota 
DPR RI yang optimal 
Penghitungan kinerja "Persentase dukungan persidangan Komisi IX kepada Anggota 
DPR RI yang optimal" berdasarkan terlaksananya kegiatan persidangan/rapat Komisi 
IX. Outcome dari kegiatan yang dilakukan oleh Biro Persidangan I adalah 
terlaksananya kegiatan persidangan/rapat Komisi IX. 
Untuk menghitung pencapaian kinerja, dapat menggunakan jumlah masa sidang 
dalam satu tahun anggaran. Di dalam satu tahun angganan, terdapat lima masa 
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persidangan. Sehingga setiap masa persidangan berakhir, maka proses atas kinerja 

yang dihasilkan sebesar 20%, 

Indikator Kinerja: Persentase dukungan persidangan Komisi X kepada Anggota 

DPR RI yang optimal 

Penghitungan kinerja "Persentase dukungan persidangan Komisi X kepada Anggota 

DPR RI yang optimal" berdasarkan terlaksananya kegiatan persidangan/rapat Komisi 

X. Outcome dari kegiatan yang dilakukan oleh Biro Persidangan I adalah 

teraksananya kegiatan persidangan/rapat Komisi X. 

Untuk menghitung pencapaian kinerja, dapat menggunakan jumlah masa sidang 

dalam satu tahun anggaran. Di dalam satu tahun anggaran, terdapat lima masa 

persidangan. Sehingga setiap masa persidangan berakhir, maka proses atas kinerja 

yang dihasilkan sebesar 20%. 

Indikator Kinerja: Persentase dukungan persidangan Komisi Xl kepada Anggota 

DPR RI yang optimal 

Penghitungan kinerja "Persentase dukungan persidangan Komisi Xl kepada Anggota 

DPR RI yang optimal" berdasarkan terlaksananya kegiatan persidangan/rapat Komisi 

Xl. Outcome dari kegiatan yang dilakukan oleh Biro Persidangan I adalah 

tenlaksananya keg iatan persidangan/rapat Komisi Xl. 

Untuk menghitung pencapaian kinerja, dapat menggunakan jumlah masa sidang 

daam satu tahun anggaran. Di dalam satu tahun anggaran, terdapat lima masa 

persidangan. Sehingga setiap mass persidangan berakhir, maka proses atas kinerja 

yang dihasilkan sebesar 20%. 

Indikator Kinerja: Persentase Risalah Rapat yang diselesaikan tepat waktu 

Peghitungan kinerja "Persentase risalah rapat yang diselesaikan tepat waktu' 

berdasarkan terselesaikannya risalah rapat untuk setiap persidangan/rapat DPR RI. 

Outcome dari kegiatan yang dilakukan oleh Biro Persidangan I adalah tersusunnya 

risalah rapat yang diselesaikan tepat waktu dalam jangka waktu tertentu. Risalah 

rapat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dasri suatu kegiatan 

persidangan/rapat sehingga untuk setiap kegiatan persidangan/rapat harus memiliki 

risalah. 

Untuk menghitung pencapaian kinerja, dapat menggunakan jumlah mass sidang 

dalam satu tahun anggaran. Di dalam satu tahun anggaran, terdapat lima masa 

persidangan. Sehingga setiap mass persidangan berakhir, maka proses atas kinerja 

yang dihasilkan sebesar 20%. Apabila di akhir tahun anggaran terdapat nisalah yang 

tidak dapat diselesaikan atas kegiatan persidangan/napat, maka dapat menjadi 

pengunang capalan kinenja. 
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13. Indikator Kinerja: Persentase dukungan persidangan Paripurna yang optimal 
Panghitungan kinerja 'Persentase dukungan persidangan Paripurna yang optimal' 
berdasarkan terlaksananya kegiatan persidanganlrapat paripurna. Outcome dan 
kegiatan yang dilakukan oleh Biro Persidangan I adalah terlaksananya kegiatan 
persidangan/rapat paripurna. 

Utuk menghitung pencapaian kinerja, dapat menggunakan jumlah masa sidang 
dalam satu tahun anggaran. Di dalam satu tahun anggaran, terdapat lima masa 
persidangan. Sehingga setiap masa persidangan berakhir, maka proses atas kinerja 
yang dihasilkan sebesar 20%. 
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BIRO PERSIDANGAN II 
Satker Setjen 

Kode dan Nomenklatur : 002.01.01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan 

Program 	 Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI 

NO. INDIKATOR KINERJA TARGET METCDE JANGKA 
PENGHITUNGAN WAKTU 

PE NCAPAIAN 
 Persentase 	dukungan 100% 1 tahun = 100% 1 tahun/Januari- 

persidangan 	yang Desember 2019 
digunakan 	oleh 	Badan Setiap nasa 

Legislasi sesuai peraturan persidangan = 20% 

 Persentase 	dukungan 100% 1 tahun = 100% 1 tahun/Januari- 
persidangan 	yang Desember 2019 
dig unakan 	oleh 	Badan Setiap nasa 

Anggaran 	yang 	sesual persidangai = 20% 

peratu ran 
 Persentase 	dukungan 100% 1 tahun = 100% 1 tahun/Januari- 

persidangan 	yang Desember 2019 
digunakan 	oleh Setiap masa 
Mahkamah 	Kehormatan persidangan = 20% 
Dewan sesual peraturan  

 Persentase 	dukungan 100% 1 tahun = 100% 1 tahun/Januari- 
persidangan 	yang Desember 2019 
digunakan 	oleh 	Badan Setiap masa 
Urusan 	Rumah 	Tangga persidangan = 20% 
sesual peraturan  

 Persentase 	dukungan 100% 1 tahun = 100% 1 tahun/Januari- 
persidangan 	yang Desember 2019 
digunakan 	oleh 	Panitia Setiap masa 
Khusus sesuai peratu ran persidangan = 20% 

 Persentase dukungan 100% 1 tahun = 100% 1 tahun/Januari- 
persidangan yang Desember 2019 

digunakan oleh Badan Setiap rrasa 

Akuntabilitas Keuangan persidangar = 20% 

Negara sesuai peratu ran 
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Penjelasan: 

Indikator Kinerja: Persentase dukungan persidangan yang digunakan oleh 

Badan Legislasi sesuai peraturan 

Penghitungan kinerja 'Persentase dukungan persidangan yang digunakan oleh 

Badan Legislasi sesuai peraturan" berdasarkan terlaksananya kegiatan 

persidangan/rapat Badan Legislasi. Outcome dari kegiatan yang dilakukan oleh Biro 

Persidangan 11 adalah terlaksananya kegiatan persidangan/rapat Badan Legislasi. 

Untuk menghitung pencapaian kinerja, dapat menggunakan jumlah masa sidang 

dalam satu tahun anggaran. Di dalam satu tahun anggaran, terdapat lima masa 

persidangan. Sehingga setiap masa persidangan berakhir, maka proses atas kinerja 

yang dihasilkan sebesar20%. 

Indikator Kinerja: Persentase dukungan persidangan yang digunakan oleh 

Badan Anggaran yang sesuai peraturan 

Pemghitungan kinerja "Persentase dukungan persidangan yang digunakan oleh 

Badan Anggaran yang sesuai peraturan" berdasarkan terlaksananya kegiatan 

persidangan/rapat Badan Anggaran, Outcome dari kegiatan yang dilakukan oleh Biro 

Persidangan II adalah terlaksananya kegiatan persidangan/rapat Badan Anggaran. 

Untuk menghitung pencapaian kinerja, dapat menggunakan jumlah masa sidang 

dalam satu tahun anggaran. Di dalam satu tahun anggaran, terdapat lima masa 

persidangan. Sehingga setiap masa persidangan berakhir, maka proses atas kinerja 

yang dihasilkan sebesar 20%. 

Indikator Kinerja: Persentase dukungan persidangan yang digunakari oleh 

Mahkamah Kehormatan Dewan sesuai peraturan 

Penghitungan kinerja "Persentase dukungan persidangan yang digunakan oleh 

Mahkamah Kehormatan Dewan sesuai peraturan" berdasarkan terlaksananya 

kegiatan persidangan/rapat Mahkamah Kehormatan Dewan, Outcome dari kegiatan 

yang dilakukan oleh Biro Persidangan II adalah terlaksananya kegiatan 

persidangan/rapat Mahkamah Kehormatan Dewan, 

Urituk menghitung pencapaian kinerja, dapat menggunakan jumlah masa sidang 

dalam satu tahun anggaran. Di dalam satu tahun anggaran, terdapat lima masa 

persidangan. Sehingga setiap masa persidangan berakhir, maka proses atas kinerja 

yang dihasilkan sebesar 20%. 

Indikator Kinerja; Persentase dukungani persidangan yang digunakani oleh 

Badan Urusan Rumah Tangga sesuai peraturan 

Penghitungan kinerja "Persentase dukungan persidangan yang digunakan oleh 

Badan Urusan Rumah Tangga sesuai peraturan" berdasarkan terlaksananya kegiatan 

persidangan/rapat Badan Urusan Rumah Tangga. Outcome dari kegiatan yang 
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dUakukan oleh Biro Persidangan II adalah ter!aksananya kegiatan persidangan/rapat 

Badan Urusan Rumah Tangga. 

Untuk menghitung pencapaian kinerja, dapat menggunakan jumlah masa sidang 

dalam satu tahun anggaran. Di dalam satu tahun anggaran, terdapat lima masa 

persidangan. Sehingga setiap masa persidangan berakhir, maka proses atas kinerja 

yang dihasilkan sebesar 20%. 

Indikator Kinerja: Persentase dukungan persidangan yang digunakan oleh 

Panitia Khusus sesuai peraturan 

Fengh itungan kinerja "Persentase dukungan persidangan yang digunakan oeh 

Panitia 	Khusus sesuai 	peraturan" 	berdasarkan 	terlaksananya 	kegiatan 

persidangan/rapat Panitia Khusus. Outcome dari kegiatan yang dilakukan oleh Biro 

Persidangan II adalah terlaksananya kegiatan persidangan/rapat Panitia Khusus. 

Untuk menghitung pencapalan kinerja, dapat menggunakan jumlah masa sidang 

daam satu tahun anggaran. Di dalam satu tahun anggaran, terdapat lima masa 

persidangan. Sehingga setiap masa persidangan berakhir, maka proses atas kinerja 

yang dihasikan sebesar 20%. 

Indikator Kinerja: Persentase dukungan persidangan yang digunakan oleh 

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara sesuai peraturan 

Fenghitungan kinerja "Persentase dukungan persidangan yang digunakan oleh 

Badan Akuntabiitas Keuangan Negara sesuai peraturan" berdasarkan terlaksananya 

kegiatan persidangan/rapat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara. Outcome dan 

keciatan yang dilakukan oleh Biro Persidangan II adalah terlaksananya kegiatan 

persidangan/rapat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara. 

Untuk menghitung pencapaian kinerja, dapat menggunakan jumlah masa sidang 

dalam satu tahun anggaran. Di dalam satu tahun anggaran, terdapat lima masa 

persidangan. Sehingga setiap masa persidangan berakhir, maka proses atas kinerja 

yang dihasilkan sebesar 20%. 
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BIRO KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN 
Satker Setjen 

Kode dan Nomenklatur 	002,01.01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan 
Program 	 Tugas Teknis Lain nya Setjen DPR RI 

I NO. INDIKATOR KPNERJA TARGET METODE JANGKA 
PENGHITUNGAN WAKTU 

PENCAPAIAN 
 Persentase 	dukungan 100% 1 tahun = 100% 1 tahun/Januari- 

kegiatan 	Kerjasama Desember 2019 
Internasional yang sesuai Per bulan 
standar 1112x100% 

 Persentase 	dukungan 100% 1 tahun = 100% 1 tahun/ Januari- 
kegiatan 	Kerjasam a Desember 2019 
Regional 	yang 	sesuai Per bulan = 
standar 1/12x100% 

3 Persentase 	dukungan 100% 1 tahun = 100% 1 tahun/Januari- 
kegiatan 	Kerjasama Desember 2019 
Bilateral 	yang 	sesuai Per bulan = 
standar  1!12x100%  

4. Persentase 	dukungan 100% 1 tahun = 100% 1 tahunlJanuari- 
kegiatan 	Kerjasama Desember 2019 
Diplomasi 	Perorangan Per bulan = 
yang sesuai standar 1/12 x 100% 

Penjelasan: 

Indikator Kinerja: Persentase dukungan kegiatan Kerjasama Internasional yang 
sesuai standar 
Penilaian kinerja 'Persentase dukungan kegiatan Kerjasama lnternasional yang 
sesuai standa berdasarkan terlaksananya kerjasama internasional yang dilakukan 
oleh DPR RI/Badan Kerja Sama Antar Parlemen. Outcome dari kegiatan yang 
dilakukan oleh Biro Kerja Sama Antar Parlemen ada!ah terlaksananya dukungan 
kerjasama internasional, balk itu dukungan administratif maupun substansi. 
Kinerja atas Persentase dukungan kegiatan Kerjasama Internasional yang sesuai 
standar akan diperoleh di bulan Desember. Untuk pencapalan kinerja per bulan dalam 
aplikasi monitoring dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 
(satu per dua belas) karena sulit memperkirakan jumlah kerjasama yang akan dijalin 
oleh Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI. 
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Indikator Kinerja: Persentase dukungan kegiatan Kerjasama Regional yang 
sesuai standar 
Penilaian kinerja "Persentase dukungan kegiatan Kerjasama Regional yang sesuai 
standar" berdasarkan terlaksananya kerjasama regional yang dilakukan oleh DPR 
Rh/Badan Kerja Sama Antar Parfemen. Outcome dari kegiatan yang dilakukan oleh 
Biro Kerja Sama Antar Parlemen adalah terlaksananya dukungan kerjasama regional, 
baik itu dukungan administratif maupun substansi. 
Kinerja atas Persentase dukungan kegiatan Kerjasama Regional yang sesuai standar 
akan diperoleh di bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi 
monitoring dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1112 (satu per 
dua belas) karena sulit memperkirakan jumlah kerjasama yang akan dijalin oleh 
Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI. 

Indikator Kinerja: Persentase dukungan kegiatan Kerjasama Bilateral yang 
sesuai standar 
Penilaian kinerja "Persentase dukungan kegiatan Keasama Bilateral yang sesuai 
standa' berdasarkan terlaksananya kerjasama regional yang dilakukan oleh DPR 
RlIBadan Kerja Sama Antar Parlemen. Outcome dari kegiatan yang dilakukan oleh 

	

Biro Kerja Sama Antar Parlemen adalah terlaksananya dukungan kerjasama bilateral, 
baik itu dukungan administratif maupun substansi. 
Kiierja atas Persentase dukungan kegiatan Kerjasama Bilateral yang sesuai standar 
akan dipenoleh di bulan Desember. Untuk pencapalan kinerja per bulan dalam aplikasi 
monitoring dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per 

	

dua belas) karena sulit memperkirakan jumlah kerjasama yang akan dijalin oleh 
Bad an Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI. 

Indikator Kinerja: Persentase dukungan kegiatan Kerjasama Diplomasi 
Perorangan yang sesuai standar 
Penilaian kinenja "Persentase dukungan kegiatan Kerjasama Diplomasi Parlemen 
yang sesuai standar" berdasarkan terlaksananya kunjungan kerja diplomasi 
perorangan Anggota DPR RI. Outcome dari kegiatan yang dilakukan oleh Biro Kerja 
Sama Antar Parlemen adalah terlaksananya dukungan kerjasama diplomasi 
perorangan Anggota DPR RI, baik itu dukungan administratif maupun substansi. 
Kinerja atas Persentase dukungan kegiatan Kerjasama Diplomasi Parlemen yang 
sesuai standar akan diperoleh di bulan Desember. Untuk pencapsian kinerja per 
bulan dalam aplikasi monitoring dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan 
proses 1112 (satu per dua belas) karena sulit memperkirakan jumlah kunjungan kenja 
diplomasi perorangan Anggota DPR RI. 
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BIRO KESEKRETARIATAN PIMPINAN 
Satker Setjen 

Kode dan Nomenklatur 	002.01 .01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan 
Program 	 Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI 

NO. INDIKATOR KINERJA TARGET METODE JANGKA 
PENGHITUNGAN WAKTU 

PENCAPAIAN 
Persentase dukungan tata 100% Rekapitulasi 1 tahun/Januari- 
L'saha 	 dan Desmber20l9 
kerumahtanggaan 	yang 
dimanfaatkan 	Ketua 	DPR 
RI 

 Persentase dukungan tata 100% Rekapitulasi 1 tahun/Januari- 
usaha 	 dan Desmber20l9 
kerumahtanggaan 	yang 
dimanfaatkan Wakil Ketua 
DPR RI 	Bidang Ekonomi 
dan Keuangan  

 Persentase dukungan tata 100% Rekapituiasi 1 tahun/Januari- 
usaha 	 dan Desmber 2019 
kerumahtanggaan 	yang 
dimanfaatkan Wakil Ketua 
DPR RI Bidang Politik dan 
Keamanan 

 Persentase dukungan tata 100% Rekapitulasi 1 tahun/Januari- 
usaha 	 dan Desmber20l9 
kerumahtanggaan 	yang 
dimanfaatkan Wakil Ketua 
DPR 	RI 	Bidang 	Industri 
dan Pembangunan  
Persentase dukungan tata 100% Rekapitulasi 1 tahun/Januari- 
usaha 	 dan Desmber 2019 
kerumahtanggaan 	yang 
dimanfaatkan Wakil Ketua 
DPR 	RI 	Bidang 
Kesejahteraan Rakyat 
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NO. INDIKATOR KINERJA TARGET METODE JANGKA 
PENGHITUNGAN WAKTU 

PENCAPAIAN 
 Persentase dukungan tata 100% Rekapitulasi 9 bulan! Januari- 

usaha 	 dan September2019 
kerumahtanggaan 	yang 
dimanfaatkan Wakil Ketua 
DPR 	RI 	Bidang 
Akuntabilitas 	Keuangan 
dan 	Kerumahtanggaan, 
Hubungan Antar Lembaga 

 Persentase 	dukungan 100% Rekapitulasi 1 tahun/Januari- 
persidangan 	Badan Desmber 2019 
Musyawarah yang sesuai 
sandar 

 Persentase 	dukungan 100% Rekapitulasi 1 tahun/Januari- 
persidangan 	Musyawarah Desmber 2019 
Pimpinan 	yang 	sesuai 
standar 

 Persentase dukungan tata 100% Rekapitutasi 1 tahun/Januari- 
usaha 	Pimpinan Desmber 2019 
Sekretariat Jenderal DFR 
Ri yang sesuai standar 

 Persentase dukungan tata 100% Rekapitulasi 1 tahun/Januari- 
usaha 	tenaga 	ahli, 	staf Desmber 2019 

administrasi Anggota, dan 
PPNPN 	yang 	sesuai 
standar 

Penjelasan: 

Indikator Kinerja: Persentase dukungan tata usaha dan kerumahtanggaan yang 

dimanfaatkan Ketua DPR RI 

Penilaian kinerja 'Persentase dukungan tata usaha dan kerumahtanggaan yang 

dimanfaatkan Ketua DPR RI' berdasarkan terlaksananya dukungan tata usaha dan 

kerumahtanggaan yang dimanfaatkan Ketua DPR RI. Outcome dari kegiatan yang 

dilakukan oleh Biro Kesekretariatan Pimpinan adalah terlaksananya dukungan tata 

usaha dan kerumahtanggaan yang dimanfaatkan Ketua DPR RI. 

PenHaian kinerja Persentase dukungan tata usaha dan kerumahtanggaan yang 

dimanfaatkan Ketua DFR RI" dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu 

berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka waktu tertentu. Metode tersebut 
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d pilih karena sulit memperkirakan secara pasti jumlah output yang akan dicapai/di 

luar kendall unit kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Bentuk output- 

nya berupa laporan keglatan tata usaha dan kerumahtanggaan Ketua DPR RI. 

Knerjanya akan diperoleh di bulan Desember. Untuk pencapalan kinerja per bulan 

dalam aplikasi monitoring dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 

1/12 (satu per dua belas). 

2. Indikator Kinerja: Persentase dukungan tata usaha dan kerumahtanggaan yang 

dimanfaatkan Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan 

Penilaian kinerja "Persentase dukungan tata usaha dan kerumahtanggaan yang 

dimanfaatkan Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan" berdasarkan 

terlaksananya dukungan tata usaha dan kerumahtanggaan yang dimanfaatkan Wakil 

Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan. Outcome dari kegiatan yang 

dilakukan oleh Biro Kesekretariatan Pimpinan adalah terlaksananya dukungan tata 

usaha dan kerumahtanggaan yang dimanfaatkan Wakil Ketua DPR RI Bidang 

Ekonomi dan Keuangan. 

Penilaian kinerja "Persentase dukungan tata usaha dan kerumahtanggaan yang 

dimanfaatkan Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan" dilakukan dengan 

metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi doku men dalam jangka waktu 

tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti jumlah 

output yang akan dicapai/di luar kendall unit kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun 

anggaran. Bentuk output-nya berupa laporan kegiatan tata usaha dan 

kerumahtanggaan Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan. 

Kinerjanya akan diperoleh di bulan Desember. Untuk pencapalan kinerja per bulan 

dalam aplikasi monitoring dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 

1/12 (satu per dua belas). 

3. Indikator Kinerja: Persentase dukungan tata usaha dan kerumahtanggaan yang 

dimanfaatkan Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan 

Penilaian kinerja "Persentase dukungan tata usaha dan kerumahtanggaan yang 

dimanfaatkan Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan" berdasarkan 

terlaksananya dukungan tata usaha dan kerumahtanggaan yang dimanfaatkan Wakil 

Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan. Outcome dari kegiatan yang 

dilakukan oleh Biro Kesekretariatan Pimpinan adalah terlaksananya dukungan tata 

usaha dan kerumahtanggaan yang dimanfaatkan Wakil Ketua DFR RI Bidang Politik 

dar Keamanan. 

Penilaian kinerja "Persentase dukungan tata usaha dan kerumahtanggaan yang 

dimanfaatkan Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan" dilakukan dengan 

metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka waktu 

tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti jumlah 

output yang akan dicapai/di Iuar kendall unit kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun 



anggaran. Bentuk output-n ye berupa laporan kegiatan tata usaha dan 

kerumahtanggaan Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan. 

Kinerjanya akan diperoleh di bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan 

dalam aplikasi monitoring dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 

1/12 (satu per due betas). 

4. Indikator Kinerja: Persentase dukungan tata usaha dan kerumahtanggaan yang 

dimanfaatkan Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan 

Penllalan kinerja "Persentase dukungan tate usaha dan kerumahtanggaan yang 

dimanfaatkan Waki! Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan" berdesarkan 

terlaksananya dukungan tata usaha dan kerumahtanggaan yang dimanfaatkan Wakil 

Ketua DPR RI Bidang Ekonomi den Keuangan. Outcome dari kegiatan yang 

dilakukan oleh Biro Kesekretariatan Pimpinan adalah terlaksananya dukungan tata 

usaha dan kerumahtanggaan yang dimanfaatkan Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri 

dan Pembangunan. 

Penilaian kinerja "Persentase dukungan tata usaha dan kerumahtanggaan yang 

dimanfaatkan Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan" dilakukan 

dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka 

waktu tertentu. Metode tersebut dipiiih karena sulit memperkirakan secara pasti 

jumlah output yang akan dicapai/di luar kendall unit kerja dan dilaksanakan sepanjang 

tahun anggaran. Bentuk output-nya berupa laporan kegiatan tata usaha dan 

ker:jmahtanggaan Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan. 

Kinerjanya akan diperoleh di bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan 

dalam aplikasi monitoring dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 

1/12 (satu perdua betas). 

5. Indikator Kinerja: Persentase dukungan tata usaha dan kerumahtanggaan yang 

dimanfaatkan Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat 

Penilaian kinerja "Persentase dukungan tata usaha dan kerumahtanggaan yang 

dimanfaatkan Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat" berdasarkan 

terlaksananya dukungan tata usaha dan kerumahtanggaan yang dimanfaatkan Wakil 

Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat. Outcome dari kegiatan yang dilakukan 

oleh Biro Kesekretariatan Pimpirian adalah terlaksananya dukungan tate usaha dan 

kerumahtanggaan yang dimanfaatkan Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan 

Rakyat. 

Penilaian kinerja "Persentase dukungan tate usaha dan kerumahtanggaan yang 

dimanfaatkan Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat" dilakukan dengan 

metcde Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka waktu 

tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti jumlah 
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output yang akan dicapai/di luar kendali unit kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun 

anggaran. Bentuk output-nya berupa laporan kegiatan tata usaha dan 

kerumahtanggaan Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat. 

Kinerjanya akan diperoleh di bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan 

dalam aplikasi monitoring dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 

1/12 (satu per dua belas). 

6. Indikator Kinerja: Persentase dukungan tata usaha dan kerumahtanggaan yang 

dimanfaatkan Wakil Ketua DPR RI Bidang Akuntabilitas Keuangan dan 

Kerumahtanggaan, Hubungan Antar Lembaga 

Penilalan kinerja 'Persentase dukungan tata usaha dan kewmahtanggaan yang 

dimanfaatkan Wakil Ketua DPR RI Bidang Akuntabilitas Keuangan dan 

Kerumahtanggaan, Hubungan Antar Lembaga" berdasarkan terlaksananya dukungan 

tata usaha dan kerumahtanggaan yang dimanfaatkan Wakil Ketua DPR RI Bidang 

Akuntabilitas Keuangan dan Kerumahtanggaan, Hubungan Antar Lembaga. Outcome 

dar kegiatan yang dilakukan oleh Biro Kesekretariatan Pimpinan adalah 

terlaksananya dukungan tata usaha dan kerumahtanggaan yang dimanfaatkan Wakil 

Keta DPR RI Bidang Akuntabilitas Keuangan dan Kerumahtanggaan, Hubungan 

Antar Lembaga. 

Penilaian kinerja "Persentase dukungan tata usaha dan kerumahtanggaan yang 

dimanfaatkan Wakil Ketua DPR RI Bidang Akuntabilitas Keuangan dan 

Kerumahtanggaan, Hubungan Antar Lembaga" dilakukan dengan metode 

Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka waktu tertentu. 

Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti jumlah output yang 

akan dicapai/di Iuar kendali unit kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. 

Ben:uk output-nya berupa laporan kegiatan tata usaha dan kerumahtanggaan Wakil 

Ketua DPR RI Bidang Akuntabilitas Keuangan dan Kerumahtanggaan, Hubungan 

Antar Lembaga. 

Kinerjanya akan diperoleh di bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan 

dalam aplikasi monitoring dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/9 

(satu per sembilan). 

7. Indikator Kinerja: Persentase dukungan persidangan Badan Musyawarah yang 

sesuai standar 

Penghitungan kinerja Persentase dukungan persidangan Badan Musyawarah yang 

sesuai standa' berdasarkan terlaksananya kegiatan persidangan/rapat Badan 

Musyawarah. Outcome dari kegiatan yang dilakukan oleh Biro Kesekretariatan 

Pirnpinan adalah terlaksananya kegiatan persidangan/rapat Badan Musyawarah. 

Penilaian kinenja "Persentase dukungan persidangan Badan Musyawarah yang 

sesuai standar" dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi 

dokumen dalam jangka waktu tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit 
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memperkirakan secara pasti jumlah output yang akan dicapaildi luar kendall unit kerja 

dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Bentuk output-nya berupa laporan 

kegiatan persidangan Badan Musyawarah. 

Kinerjanya akan diperoleh di bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan 

dalam aplikasi monitoring dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 

1112 (satu per dua belas). 

Indikator Kinerja: Persentase dukungan persidangan Musyawarah Pimpinan 

yang sesual standar 

Penghitungan kinerja "Persentase dukungan persidangan Musyawarah Pimpinan 

yang sesuai staridar" berdasarkan terlaksananya kegiatan persidangan/rapat 

Musyawarah Pimpinan. Outcome dari kegiatan yang dilakukan oleh Biro 

Kesekretariatan Pimpinan adalah tenlaksananya kegiatan persidangan/rapat 

Musyawarah Pimpinan. 

Penilaian kinerja "Persentase dukungan persidangan Musyawarah Pimpinan yang 

sesuai standar" dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi 

dokumen dalam jangka waktu tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit 

memperkirakan secara pasti jumlah output yang akan dicapaildi luar kendall unit kerja 

dai dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Bentuk output-nya berupa Japoran 

kegiatan persidangan Musyawarah Pimpinan. 

Kinerjanya akan diperoleh di bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan 

dalam aplikasi monitoring dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 

1/12 (satu per dua belas). 

Indikator Kinerja: Persentase dukungan tata usaha Pimpinan Sekretariat 

Jenderal DPR RI yang sesuai standar 

Penghitungan kinerja "Persentase dukungan tata usaha Pimpinan Sekretariat 

Jenderal yang sesuai standar" berdasarkan terlaksananya dukungan tata usaha 

terhadap Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI yaltu, Sekretaris Jenderal, Deputi 

Bidang Persidangan, dan Deputi Bidang Administrasi. Outcome dari kegiatan yang 

dilakukari oleh Biro Kesekretariatart Pimpinan adalah terlaksananya dukungan tata 

usaha bagi Pimpinan SekretariatJenderal DPR RI. 

Penilaian kinerja "Persentase dukungan tata usaha Pimpinan Sekretaniat Jenderal 

yang sesuai standar" dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan 

rekapitulasi dokumen dalam jangka waktu tertentu. Metode tersebut dipilih karena 

sulit memperkirakan secara pasti jumlah output yang akan dicapaildi luar kendall unit 

kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Bentuk output-nya berupa laporan 

kegiatan tata usaha Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI. 

Kinerjanya akan diperoleh di bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan 

dalam aplikasi monitoring dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 

1/12 (satu per dua belas). 
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10. Indikator Kinerja: Persentase dukungan tata usaha tenaga ahli, staf administrasi 

Anggota, dan PPNPN yang sesual standar 

Penghitungan kinerja °Persentase dukungan tata usaha tenaga ahli, staf administrasi 

Anggota, dan PPNPN yang sesual standa' berdasarkan terlaksananya dukungan 

tata usaha terhadap tenaga ahli, stat administrasi Anggota, dan PPNFN. Outcome 

dari kegiatan yang dilakukan oleh Biro Kesekretaniatan Pimpinan adalah 

terlaksananya dukungan tata usaha bagi tenaga ahli, staf administrasi Anggota, dan 

PPNPN. 

Penilaian kinenja 'Persentase dukungan tata usaha tenaga ahli, staf administrasi 

Anggota, dan PPNPN yang sesuai standa dilakukan dengan metode Rekapitulasi, 

yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka waktu tertentu. Metode 

tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti jumlah output yang akan 

dicapai/di luar kendali unit kenja dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Bentuk 

output-nya berupa laporan kegiatan tata usaha bagi tenaga ahli, stat administrasi 

Anggota, dan PPNPN. 

Kinerjanya akan diperoleh di bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan 

dalam aplikasi monitoring dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 

1/12 (satu per dua belas). 
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BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN 

Satker Setjen 

Kode dan Nomenklalur : 002.01 .01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan 

Program 	 Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI 

NO. INDIKATOR TARGET METODE - 	 JANGKA 
KINERJA PENGHITUNGAN WAKTU 

PENCAPAIAN 
 ingkat keterikatan 615.000 Jumlah 1 tahun/ 

publik 	terhadap pengunjung/pengikut pengunjung/follower/ Januari- 
media 	sosial 	dan subscriber/likes di Desember 

website OPR RI kanal media sosial 2019 
dan website DPR RI 

 Peringkat Informatif Penghargaan dari 
1 ta________

hun/ 
pelayanan Pejabat Komisi Informasi Januari- 
Pengelola Pusat (KIP) Desember 

Informasi 2019 

Dokumentasi 
 Tingkat keterikatan 100% Penayangan berita 1 tahun/ 

public 	terhadap TV Parlemen di Januani- 
siaran 	TV media elektronik Desember 
Parlemen   2019 

 Fersentase 100% Jumlah majalah dan 1 tahun/ 
Majalah 	dan buletin Januani- 
Buletin parlementaria yang Desember 

Parlementaria didistribusikan 2019 

yang 	disampaikan dibanding jumlah 

kepada majalah dan buletin 

masyarakat parlementaria yang 
dicetak  

Penjelasan: 

1. Indikator Kinerja: Tingkat keterikatan publik terhadap media sosial dan website 

DPRRI 

Penghitungan kinerja "Tingkat keterikatan publik terhadap media sosial dan website 

DPR RI" berdasarkan jurrilah pengunjung website DPR RI dan jumlah follower/likes di 

kanal media sosial DPR RI yaitu Facebook, Twitter, Instagram, dan Youtube. Jumlah 

pengunjung/follower!Iikes merupakan outcome dari Biro Pembenitaan Parlemen dalam 

membangun keterikatan publik atas berita-berita DPR RI sehingga saat publik 
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mencari berita tentang DPR RI, kanal media sosial dan media online yang dimiliki 
DPR RI menjadi referensi utama. 

Kinerjanya akan diperoleh di bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja bulanan, 
dapat dilihat dari jumlah pengunjung website DPR RI dan jumlah follower/likes di 

	

kanal media sosial DPR RI yaitu Facebook, Twitter, Instagram, dan Youtube di bulan 
ysng ditentukan. 

Indikator Kinerja: Peringkat Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi 
Dokumentasi 

Penghitungan kinerja uPeringkat Pelayanan Pejabat Pengelola Infomasi dan 
Dokumentasi" berdasarkan penghargaan yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusat 
(KIP). Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi (PPID) berfungsi sebagai 
pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan 
amanat UU No.14/2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Dengan keberadaan 
PPID, maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi Iebih 
mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu. 
FF10 Award merupakan penghargaan bagi badan publik atas transparansi dalam 
menyampaikan informasi berdasarkan kriteria tertentu. Ada tiga jenis penghargaan 
berdasarkan kualifikasinya yaitu Badan Publik Informatif, Badan Publik Menuju 
Informatif, dan Badan Publik Cukup Informatif. PPID Award merupakan outcome Biro 
Pernberitaan Parlemen dalam penyampaian informasi ke publik untuk selanjutnya 
dinilai apakah PPID sudah cukup informatif/transparan atau belum. 
Kinerjanya akan diperoleh di bulan Desember. Kegiatan pemberian award umumnya 
dilaksanakan di akhir tahun oleh KIP. 

Indikator Kinerja: Tingkat Keterikatan Publik terhadap siaran TV Parlemen 
Penghitungan kinerja "Tingkat Keterikatan Publik terhadap siaran TV Parlemen" 
berdasarkan jumlah siaran TV Parlemen yang ditayangkan di media elektronik. Siaran 
TV Parlemen dibiayai oleh APBN sehingga hasil dari siaran tersebut harus 
tersampaikan ke masyarakat. 

Kinerjanya akan diperoleh di bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan 
dalam aplikasi monitoring dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 
1/12 (satu per dua belas). 

Indikator Kinerja: Persentase Majalah dan Buletin Parlementaria yang 
disampaikan kepada masyarakat 

Penghitungan kinerja "Persentase Majalah dan Buletin Parlementaria yang 
disampaikan kepada masyarakat" berdasarkan jumlah Majalah dan Buletin 
Parlementaria yang disampaikan kepada masyarakat dibandingkan dengan jumlah 
Majalah dan Buletin Parlementania yang dicetak. Jumlah Majalah dan Buletin 
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Parlementaria yang ciicetak sebanyak 246.000 eksemplar, yang didistribusikan ke 

4.000 titik di dalam negeri dan 1.000 titik di luar negeri. 

Kinerjanya akan diperoleh di bulan Desember. Untuk pencapaiari kinerja per bulan, 

disesuaikan dengan jumlah Majalah dan Buletin Parlementaria yang didistribusikan. 
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DEPUTI BIDANG ADMINISTRASJ 
Satker Setjen 

Kode dan Nomenklatur 	002.01.01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan 

Program 	 Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI 

NO. INDIKATOR KINERJA - TARGET METODE JANGKA 
PENGHITUNGAN WAKTU 

L PENCAPAIAN 
I 	• Persentase 	kepuasan 67,5% - 	 Survei 10 bulan/ 

Anggota DPR RI terhadap Oktober 2019 
dukungan keprotokolan 

 Persentase pertimbangan 100% Jum!ah 12 bulan/ 
hukum kepada DPR RI pertimbangan Jan uari 2020 

hukum yang 
digunakan oleh 

_____  DPR_RI  
 Persentase 	kepuasan 85% Survei 10 bulan! 

Anggota DPR RI terhadap Oktober 2019 
kompetensi SDM 

 Persentase 	kepuasan 77,50% Survei 10 bulan/ 
Anggota DPR RI terhadap Oktober 2019 

cukungan 	administrasi 
keuangan dan perjalanan 
d in as 

 Persentase kepuasan 37,50% Survei 10 bulan/ 

Anggota DPR RI terhadap Oktober 2019 

dukungan sarana dan 

prasarana gedung 

 Persentase kepuasan Survei 10 bulan/ - 

Anggota DPR RI terhadap 67,5% Oktober 2019 

L dJkungan umum 
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Penjelasan: 

Indikator Kinerja: Persentase kepuasan Anggota DPR RI terhadap dukungan 

keprotokolan 

Penghitungan Kinerja "Persentase kepuasan Anggota DPR RI terhadap dukungan 

keprotokolan' dilakukan melalui Survei ke Anggota DPR RI. Kegiatan survei tidak 

dilakukan secara mandiri, namun dengan menyisipkan pertanyaan atau menjadi salah 

satu bagian pertanyaan dari Survei Kepuasan Anggota DPR RI terhadap Dukungan 

Layanan Setjen dan BK DPR RI. 

Survel dilakukan untuk mengukur kinerja Setjen dan BK DPR RI tahun 2019 sehingga 

Anggota DPR RI yang menjadi sampel adalah Anggota DPR RI periode 2014-2019. 

Anggota DPR RI periode 2019-2024 akan dilantik pada tanggal 1 Oktober 2019 

sehingga kegiatan survei harus dilakukan pada bulan sebelumnya dan hasilnya dapat 

diperoleh paling lambatdi bulan Oktober 2019. 

Kinerja dinilai atas kecepatan, kualitas, dan ketepatan dalam memberikan pelayanan 

keprotokolan. 

Indikator Kinerja: Persentase pertimbangan hukum kepada DPR RI 

Outcome dari indikator kinerja "Persentase pertimbangan hukum kepada DPR RI" 

adalah persentase atas pertimbangan hukum yang digunakan DPR RI. Ruang Iingkup 

"digunakan" saat pertimbangan hukum tersebut disampaikan ke DPR RI. Pihak 

kesetjenan tidak dapat mengendalikan/mengintervensi sampai sejauh mana 

pertimbangan hukum tersebut dimanfaatkan oleh DPR RI. 

Jangka waktu pencapaian kegiatan tersebut adalah satu tahun sehingga 

penghitungan kinerja dapat dilihat pada akhir tahun berjalan atau awal tahun 

mendatang (T+1). Bagi unit kerja terkait (Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat) 

ticak dapat menghitung pencapaian per bulan karena kasus hukum yang dialami oleh 

DPR RI tidak dapat diprediksi/diestimasi. Berdasarkan kondisi tersebut, maka kinerja 

dari indikator kinenja tersebut pada akhir tahun 2019 adalah 100% sepanjang Biro 

Hukum dan Pengaduan Masyarakat memberikan dukungan pertimbangan hukum 

bsgi DPR RI. 

Indikator Kinerja: Persentase kepuasan Anggota DPR RI terhadap kompetensi 

SDM 

Penghitungan Kinerja "Persentase kepuasan Anggota DPR RI terhadap kompetensi 

SDM" dilakukan melalui Survei ke Anggota DPR RI. Kegiatan survei tidak dilakukan 

seara mandini, namun dengan menyisipkan pertanysan atau menjadi salah satu 

bagian pertanyaan dari Survei Kepuasan Anggota DPR RI terhadap Dukungan 

Layanan Setjen dan BK DPR RI. 

Survei dilakukan untuk mengukur kinerja Setjen dan BK DPR RI tahun 2019 sehingga 

Anggota DPR RI yang menjadi sampel adalah Anggota DPR RI peniode 2014-2019. 

Anggota DPR RI periode 2019-2024 akan dilantik pada tanggal 1 Oktober 2019 
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sehingga kegiatan survei harus dilakukan pada bulan sebelumnya dan hasilnya dapat 

diperoleh paling Iambatdi bulan Oktober 2019. 

Knerja dinilai atas kompetensi dan perilaku SDM. 

Indikator Kinerja: Perseritase kepuasan Anggota DPR RI terhadap dukungan 

administrasi keuangan dan perjalanan dinas 

Penghitungan Kinerja 'Persentase kepuasan Anggota DPR RI terhadap dukungan 

administrasi keuangan dan perjalanan dinas" dilakukan melalui Survel ke Anggota 

DPR RI. Kegiatan survei tidak dilakukan secara mandiri, namun dengan menyisipkan 

pertanyaan atau menjadi salah satu bagian pertanyaan dari Survei Kepuasan 

Anggota DPR RI terhadap Dukungan Layanan Setjen dan BK DPR RI. 

Survel dilakukan untuk mengukur kinerja Setjen dan BK DPR RI tahun 2019 sehingga 

Anggota DPR RI yang menjadi sampel adalah Anggota DPR RI periode 2014-2019. 

Anggota DPR RI peniode 2019-2024 akan dilantik pada tanggal 1 Oktober 2019 

sehingga kegiatan survei harus dilakukan pada bulan sebelumnya dan hasilnys dapat 

diperoleh paling lambatdi bulan Oktober 2019. 

Kinerja dinilai atas kecepatan, kualitas, dan ketepatan dalam membenikan dukungari 

administrasi keuangan dan perjalanan dinas. 

Indikator Kinerja: Persentase kepuasan Anggota DPR RI terhadap dukungan 

sarana dan prasarana gedung 

Penghitungan Kinerja "Persentase kepuasan Anggota DPR RI terhadap dukungan 

sarana dan prasarana gedun9" dilakukan melalui Survei ke Anggota DPR RI. 

Kegiatan survei tidak dilakukan secara mandini, namun dengan menyisipkan 

pertanyaan atau menjadi salah satu bagian pertanyaan dari Survei Kepuasan 

Anggota DPR RI terhadap Dukungan Layanan Setjen dan BK DPR RI. 

Survei dilakukan untuk mengukur kinerja Setjen dan BK DPR RI tahun 2019 sehingga 

Anggota DPR RI yang menjadi sampel adalah Anggota DPR RI peniode 2014-2019. 

Anggota DPR RI peniode 2019-2024 akan dilantik pada tanggal 1 Oktober 2019 

sehingga kegiatan survei harus dilakukan pada bulan sebelumnya dan hasilnya dapat 

diperoleh paling lambat di bulan Oktober 2019. 

Kinerja dinilai atas kualitas atas Ruang Kerja Anggota DPR RI, Ruang Rapat 

Paripurna dan Ruang Rapat AKD. 

Indikator Kinerja: Persentase kepuasan Anggota DPR RI terhadap dukungan 

umum 

Penghitungan Kinenja Persentase kepuasan Anggota DPR RI terhadap dukungan 

na dan prasarana gedung" dilakukan melalui Survei ke Anggota DPR RI. 

Kegiatan sunvei tidak dilakukan secara mandini, namun dengan menyisipkan 

pertanyaan atau menjadi salah satu bagian pertanyaan dari Sunvei Kepuasan 

Anggota DPR RI tenhadap Dukungan Layanan Setjen dan BK DPR RI. 
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Survel dilakukan untuk mengukur kinerja Setjen dan BK DPR RI tahun 2019 sehingga 

Anggota DPR RI yang menjadi sampel adalah Anggota DPR RI periode 2014-201 9. 

Anggota DPR RI periode 2019-2024 akan dilantik pada tanggal 1 Oktober 2019 

sehingga kegiatan survei harus dilakukan pada bulan sebelumnya dan hasilnya dapat 

diperoleh paling Iambatdi bulan Oktober 2019. 

K nerja dinilai atas kecepatan, kualitas, dan ketepatan Iayanan pengalaman dalam 

Gedung DPR RI dan kualitas Alat Rumah Tangga Kantor (ARTK) dan 

kelengkapannya pada ruang kerja Anggota DPR RI. 

39 



BIRO PROTOKOL 
Satker Setjeri 

Kode dan Nomenklatur : 00201.01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan 

Program 	 Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI 

io INDIKATORKINERJA TARGET METODE 
PENGHITUNGAN 

JANGKA 
WAKTU 

PENCAPAIAN 
 Persentase 	dukungan 85% Jumlah Anggota 10 bulan/ 

keprotokolan 	yang DPR RI yang Oktober 2019 
dimanfaatkan 	cleh menerima 

Anggota 	DPR 	RI 	dan dukungan protokol 

Pimpinan 	Sekretariat di bandara dibagi 

Jenderal 	dan 	Badan dengan Jumlah 

Keahlian DPR RI Anggota DPR RI 
(560 orang) 

 Persentase 100% Jumlah 1 tahun/ 
penyelenggaraan 	upacara penyelenggaraan Desember 2019/ 
kenegaraan 	dan upacara Januari 2020 

penyaluran 	delegasi kenegaraan yang 

nasyarakat 	yang 	sesuai sesuai SOP dibagi 

dengan sop dengan Jumlah 
penyelengg araan 
upacara 
kenegaraan 

Penjelasan: 

1. Indikator Kinerja: Persentase dukungan keprotokolan yang dimanfaatkan o!eh 

Anggota DPR RI dan Pimpinan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI 

Penghitungan Kinerja "Persentase dukungan keprotokolan yang dimanfaatkan oleh 

Anggota DPR RI dan Pirnpinan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI' 

dilakukan dengan membandingkan jumlah Anggota DPR RI yang menerima 

dukungan keprotokolan di bandara dengan seluruh jumlah Anggota DPR RI (560 

Anggota). Meskipun, per 1 Oktober 2019 bertambah menjadi 575 Anggota, 

pembandingnya tetap 560 Anggota karena jangka waktu penggunaan oleh Anggota 

DPR RI periode 2014-2019 Iebih dominan dibandingkan Anggota DPR RI periode 

20' 9-2024. 
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Jangka waktu pencapaian kegiatan adalah 10 bulan atau hingga bulan Oktober 2019 

2. Indikator Kinerja: Persentase penyelenggaraan upacara kenegaraan dan 
penyaluran delegasi masyarakat yang sesuai dengan SOP 
Penghitungan Kinerja 'Persentase penyelenggaraan upacara kenegaraan dan 
penyaluran delegasi masyarakat yang sesuai dengan SOP' dilakukan dengan 
rnembandingkan jum!ah penyelenggaraan upacara kenegaraan yang sesuai SOP 
dibagi dengan jumlah penyelenggaraan upacara kenegaraan. 
Jangka waktu pencapalan kegiatan adalah satu tahun. Untuk melihat capaian kinerja 
bulanan, dapat membandingkan jumlah pelaksanaan upacara kenegaraan yang telah 
terlaksana d ibandingkan dengan rencana kegiatan pelaksanaan upacara kenegaraan 
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BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT 
Satker Setjen 

Kode dan Nomenklatur 	002.01,01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan 

Program 	 Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI 

7 

INDIKATOR KINERJA 

__________ 

TARGET METODE 
PENGHITUNGAN 

________  

JANGKA 
WAKTU 

PENCAPAIAN 
 Persentase 	pertimbangan 100% Rekapitulasi 1 tahun / 

hukum 	kepada Pimpinan Januari- 

DPR 	RI 	dan 	Pimpinan Desember 2019 

Sekretariat 	Jenderal 	dan 

Badan Keahlian DPR RI  

 ersentase 	analisis 	surat 100% Rekapitulasi 1 tahun / 
aspirasi 	dan 	Pengaduan Januari- 

Masyarakat 	yang 	sesuai Desember 2019 

SOP 

Penjelasan: 

1. Indikator Kinerja Persentase pertimbangan hukum kepada Pimpinan DPR RI 

dan Pimpinan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahijan DPR RI 

Penghitungan kinerja "Persentase pertimbangan hukum kepada Pimpinan DPR RI 

dan Pimpinan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI' berdasarkan 

terlaksananya pemberian pertimbangan hukum kepada Pimpinan DPR RI dan 

Pimpinan Setjen dan BK DPR RI. Outcome dari kegiatan yang dilakukan oleh Biro 

Hukuni dan Pengaduan Masayarakat adalah disampaikannya pertimbangan hukum 

kepada Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Setjen dan BK DPR RI. Saat pertimbangan 

hukum sudah disampaikan ke Pimpinan, maka kinerja dari Biro Hukum dan 

Pengaduan Masyarakat terpenuhi. 

Penllalan kinerja "Persentase pertimbangan hukum kepada Pimpinan DPR RI dan 

Pimpinan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI' dilakukan dengan 

metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka waktu 

tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti jumlah 

output yang akan dicapai/di luar kendall unit kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun 

anggaran. 

Kinerjanya akan diperoleh di bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan 

dalam aplikasi monitoring dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 

1/12 (satu per dua belas). 
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2. Indikator Kinerja: Persentase analisis surat aspirasi dan Pengaduan Masyarakat 

yang sesuai SOP 

Penghitungan kinerja "Persentase analisis surat aspirasi dan Pengaduan Masyarakat 

yang sesuai SOP' berdasarkan terlaksananya analisis surat aspirasi dan pengaduan 

masyarakat yang sesuai SOP. Outcome dari kegiatan yang dilakukan oleh Bfro 

Hukum dan Pengaduan Masayarakat adalah disampaikannya analisis surat aspirasi 

dan pengaduan masyarakat ke masing-masing Alat Kelengkapan Dewan (AKD) 

terkait. Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat memiliki aplikasi sebagai 

penghubung. 

Penilaian kinerja "Persentase analisis surat aspirasi dan Pengaduan Masyarakat yang 

sesuai SOP" dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi 

dokumen dalam jangka waktu tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit 

memperkirakan secara pasti jumlah output yang akan dicapai/di luar kendall unit kerja 

dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. 

Kinerjanya akan diperoleh di bulan Desember. LJntuk pencapaian kinerja per bulan 

dalam aplikasi monitoring dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 

1/12 (satu per dua belas). 
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BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI 
Satker Setjen 

Kode dan Nomenklatur : 002.01 .01 Program Dukungan Manajemen Peiaksanaan 

Program 	 lugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI 

[o. INDIKATOR KINERJA TARGET METODE JANGKA 
PENGHITUNGAN WAKTU 

PENCAPAIAN 
 Hasil 	penerapan 	merit kategori 3 Penilaian oleh 1 tahun 

sistem dalam manajernen Komisi Aparatur 
ASN Sipil Negara (KASN)  

 Persentase 	dukungan 100% Rekapitulasi 1 tahunlJanuari- 
administrasi 	keanggotaan Desember 2019 
dan kesekretariatan fraksi 

- yang sesuai SOP 
 Hasil 	penilaian 4 Penilaian oleh 1 tahun 

berdasarkan Kemen PAN & RB 
PERMENPAN RB no. 20 
tahun 2018  

 Meningkatnya 	kualitas 11 Iayanan Rekapitulasi 1 tahun! Januari- 
dukungan kesehatan Desember 2019 

 Layanan dukungari 1 Iayanan Rekapitulasi 1 tahun/ Januari- 
operasional dan Desember 2019 
pemel ih araan 

Penjelasan: 

1. Indikator Kinerja: Hasil penerapan merit sistem dalam manajemen ASN 

Penghitungan kinerja "Hasil penerapan merit sistem dalam manajemen ASN' 

berdasarkan atas Peraturan KASN No. 5 Tahun 2017 tentang Penilaian Mandiri 

Peneraparn Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah. 

Peraturan tersebut merigatur kriteria dan tata cara untuk mengevaluasi apakah 

iantansi pemerintah sudah menerapkan sistem merit. Penilaian dilakukan dengan 

metode penilaian mandiri (self assesment), dimana Tim Penilai Instansi yang dibentuk 

oleh PPK melaksanakan penilaian berdasarkan kriteria dan sub-kriteria yang telah 

ditetapkan KASN. Terdapat 8 kriteria penilaian. Hasil penilaian kemudian disampaikan 

kepada PPK untuk kemudian disampaikan kepada Ketua KASN. Sete!ah diverifikasi 

oleh Tim KASN maka hasil penilaian diajukan ke Pimpinan KASN untuk mendapatkan 

persetujuan. 
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Hasil penhlaian penerapan sistem merit pada instansi pemerintah dikelompokkan 

dalam kategori penilaian sesuai nilai dan indeks yang dicapai, sebagaimana 

dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi No.40 Tahun 2018 dan Peraturan KASN No.5 Tahun 2017 sebagai berikuL 

Kategori I (nilal 100-174), dengan indikator berwarna merah menunjukkan bahwa 

instansi dinilai 'BURUK'. Instansi dalam kategori ini masih perlu dibimbing intensif 

untuk dapat memenuhi persyaratan yang diharapkan dalam penerapan sistem 

merit manajemen ASN 

Kategori II (nilai 175-249), dengan indikator berwarna kuning, menunjukkan 

bahwa instansi dinilai KURANG'. Instansi dalam kategori mi perlu dibimbing 

untuk melengkapi berbagai persyaratan sistem merit dalam manajemen ASN. 

Ketegori HI (nilai 250-324), dengan indikator berwarna hijau, menunjukkan bahwa 

instansi dinilai BAlK. Instansi dalam kateogri ini masih perlu menyempurnakan 

berbagai persyaratan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di 

instansinya, tetapi sudah dapat menerapkan seleksi terbatas dari talent pool 

dengan pengawasan KASN serta dievaluasi setiap tahun. 

d. Kategori IV (nilai 325-400), dengan indikator berwarna biru, menunjukkan bahwa 

instansi dinilai SANGAT BAlK. Instansi dalam kategori ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar persyaratan sudah dipenuhi dan sudah dapat diijinkan untuk 

menjalankan seleksi terbatas di instansinya melalui talent pool dan dievaluasi 

setiap 2 (dua) tahun. 

2. Indikator Kinerja: Persentase dukungan administrasi keanggotaan dan 

kesekretariatan fraksi yang sesuai SOP 

Penghitungan kinerja "Persentase dukungan administrasi keanggotaan dan 

kesekretariatan fraksi yang sesuai SOP" berdasarkan terlaksananya dukungan 

administrasi keanggotaan dan kesekretariatan fraksi yang sesuai SOP. Outcome dan 

kegiatan yang dilakukan oleh Biro Kepegawaian dan Organisasi adalah terlaksananya 

duKungan administrasi bagi Anggota DPR RI dan fraksi-fraksi seperti seminar, FGD, 

dai jamuan tamu, 
Penilaian 	kinerja 	"Persentase dukungan 	administrasi 	keanggotaan dan 

kesekretariatan fraksi yang sesuai SOP" dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu 

berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka waktu tertentu. Metode tersebut 

dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti jumlah output yang akan dicapai/di 

luar kendali unit kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. 

Kirerjanya akan diperoleh di bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan 

dalam aplikasi monitoring dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 

1/12 (satu per dua belas). 
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3. Indikator Kinerja: HasH penilalan berdasarkan PERMENPAN RB No. 20 tahun 
2018 

Penghitungan kinerja "Hasil penilaian berdasarkan PERMENPAN RB No. 20 tahun 
2018" berdasarkan PermenPAN & RB No.20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi 
Kelembagaan Instansi Pemerintah. Berdasarkan Permen PAN & RB tersebut, terdapat 
lima peringkat yaitu: 
a. Peringkat Komposit 1 (nilai 0-20) 

Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong 
tidak baik. 
Peringkat Komposit 2 (niiai 2 1-40) 
Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilal tergolong 
kurang baik. 
Peringkat Komposit 3 (nilai 4 1-60) 
Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong 
cukup efektif. 
Peringkat Komposit 4 (61-80) 

Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong 
efektif. 
Peringkat Komposit 5 (81-100) 
Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong 
sangat efektif. 

4. Indikator Kinerja: Meningkatnya kualitas dukungan kesehatan 
Penghitungan kinenja "Meningkatnya kualitas dukungan kesehatan" berdasarkan 
terlaksananya dukungan kesehatan bagi Anggota DPR RI, PNS, dan FPNPN di 
Iingkungan Setjen dan BK DPR RI. Sebelas Iayanan yang diberikan oleh Biro 
Kepegawaian dan Organisasi yaitu: 

Spesialis Anak 
Spesialis Jantung 
Spesialis Mata 
Spesialis Internis 
Kesehatan Jiwa 
Spesialis Neurologi 
Spesialis Kebidanan dan Kandungan 
Spesialis THT 

i, 	AhIi Gizi 
Patologi 
Apoteker 

Penilaian kinerja "Meningkatnya kualitas dukungan kesehatan" dilakukan dengan 
metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka waktu 
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tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti jumlah 

output yang akan dicapai/di luar kendall unit kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun 

anggaran. 

Kinerjanya akan diperoleh di bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan 

dalam aplikasi monitoring dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 

1i'12 (satu per dua belas). 

5. Indikator Kinerja: Layanan dukungan operasional dan pemeliharaan 

Penghitungan kinerja "Layanan dukungan operasional dan opemeliharaan" 

berdasarkan kegiatan rutin/operasional yang dilakukan oleh Biro Kepegawalan dan 

Organisasi. Kinerja tersebut merupakan kinerja generik dimana semua 

Kementerian/Lembaga memilikinya dan besaran dan satuan output-nya sudah 

ditentukan oleh Kementerian Keuangan. 

Penilaian kinerja "Layanan dukungan operasional dan operneliharaan" dilakukan 

dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka 

waktu tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti 

jumlah output yang akan dicapai/di luar kendall unit kea dan dilaksanakan sepanjang 

tahun anggaran. 

Kinerjanya akan diperoleh di bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan 

datam aplikasi monitoring dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 

1/12 (satu per dua belas). 
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BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN 
SatkerSetjen 

Kode dan Nomenklatur : 	002.01.01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan 

Program 	 Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI 

NO. INDIKATOR KINERJA TARGET METODE JANGKA 
PENGHITUNGAN WAKTU 

PENCAPAIAN 
 Persentase 	hasil 90% Total anggaran 1 tahun/ 

penelaahan/penelitian tahun 2019 yang Desember 2019/ 

terhadap rencana anggaran tidak diblokir Januari 2020 

unit 	kerja 	yang 	sesuai terhadap total 

dengan peraturan anggaran tahun 
2019  

 Persentase 	kualitas 82% Penilaian oleh 1 tahun/ 
evaluasi, 	monitoring 	dan Kementerian Desember20l9/ 

kualitas 	laporan 	keuangan Keuangan Januari 2020 

DPR 	RI 	melalui 
implementasi Pengendalian 
Internal 	Pelaporan 
Keuangan (PIPK)  

 Indeks 	indikator 	kinerja 85 Penilaian oleh 1 tahun/ 
pelaksanaan 	anggaran Kementerian Desember 2019/ 
(IKPA)  Keuangan Januari 2020 

 Persentase 	dukungan 95% Survei 10 bulan/ 
perjalanan 	dinas 	secara Oktober 2019 
tepat 	waktu 	dan 	sesuai 
prosedur  

Penjelasan 

1. Indikator Kinerja : Persentase hasif penelaahan/penelitian terhadap rencana 

anggaran unit kerja yang sesual dengan peraturan 

Penilaian Kinerja "Persentase hasil penelaahan/penelitian terhadap rencana 

angaran unit kerja yang sesuai dengan peraturan" dilakukan dengan 

membandingkan antara total anggaran tahun 2019 yang tidak diblokir oieh 

Kementerian Keuangan terhadap total anggaran tahun 2019. 

Penyebab suatu anggaran diblokir o!eh Kementerian Keuangan adalah kurang efektif 

isien dalam menyusun anggaran dan tidak lengkapnya data dukung. Biro 

Perencanaarj dan Keuangan sebagai leading sector dalam penyusunan program 

kerja dan anggaran berperan dalam mengoordinasikan agar anggaran yang disusun 
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o!eh unit kerja di Iingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahllan DPR RI efektif 

d3n efisien serta dilengkapi dengan data dukung. 

Jangka waktu pencapaian kinerja adalah satu tahun karena meskipun pada DIPA 

(Awal) Tahun 2019 terdapat anggaran yang dibintang/blokir, Kementerian Keuangan 

n'emberikan kesempatan untuk revisi buka bintanglblokir hingga jangka waktu 

tertentu dalam tahun berjalan. 

Indikator Kinerja: Persentase kualitas evaluasi, monitoring dan kualitas laporan 

keuangan DPR RI melalul implementasi Pengendalian Internal Pelaporan 

Keuangan (PIPK) 

Penilaian Kinerja "Persentase kualitas evaluasi, monitoring dan kualitas laporan 

keuangan DPR RI melalui implementasi Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan 

(FIPK)" dilakukan o!eh Kementerian Keuangan yang didasarkan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, 

dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. PIPK 

adalah pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan 

yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang 

andal dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. 

Kinerja atas penilaian PIPK tersebut akan diperoleh sekitar bulan Januari 2020. 

Indikator Kinerja: Indeks indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) 

Penilaian Kinerja "Indeks indikartor kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA)" dilakukan 

oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk 

mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian 

Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan 

anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 95/PMK.05/20 18 tentang 

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja KIL. 

Kinerja atas penilaian IKPA tersebut akan diperoleh sekitar bulan Januani 2020. 

Indikator Kinerja: Persentase dukungan perjalanan dinas secara tepat waktu 

dan sesuai prosedur 

Penghitungan Kinerja "Persentase dukungan penjalanan dinas secara tepat waktu dan 

sesuai prosedur" dilakukan melalui Survei ke Anggota DPR RI. Kegiatan survei tidak 

dilakukan secara mandini, namun dengan menyisipkan pertanyaan atau menjadi salah 

satu bagian pertanyaan dari Survei Kepuasan Anggota DPR RI terhadap Dukungan 

Layanan Setjen dan BK DPR RI. 

Survei dilakukan untuk mengukur kinerja Setjen dan BK DPR RI tahun 2019 sehingga 

Anggota DPR RI yang menjadi sampel adalah Anggota DPR RI periode 2014-2019. 

Anggota DPR RI periode 2019-2024 akan dilantik pada tanggal 1 Oktober 2019 
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sehingga kegiatan survei harus dilakukan pada bulan sebelumnya dan hasilnya dapat 
diperoleh paling lambatdi bulan Oktober 2019. 
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BIRO PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA 
Satker Setjen 

Kode dan Nomenklatur : 002.01.01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan 

Program 	 Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI 

NO. U'JD1KATOR KINERJA TARGET METODE JANGKA 
PENGHITUNGAN WAKTU 

__________ -  
- 	100% Rekapitulasi 

 PENCAPAIAN 
1 tahun! Januari-  Persentase 	dokumen 

administrasi 	BMN 	yang Desember 2019 
dimanfaatkan 	sebagai 
pengambilan keputusan  

 Persentase 	keluhan 100% Jumlah keluhan 1 tahun/Januari- 
terhadap saran, prasarana yang ditindaklanjuti Desember 2019 

gedung dan instalasi yang dibanding dengan 

ditindaklanjuti jumlah keluhari 
yang_masuk  

3, Persentase 	keluhan 100% Jumlah keluhan 1 tahun/Januari- 
terhadap 	sarana 	dan yang ditindaklanjuti Desember 2019 
prasarana Rumah Jabatan dibanding dengan 
Anggota 	dan 	Rumah jumlah keluhan 
Jabatan 	Pimpinan 	yang yang masuk 
ditindaklanjuti  

 Persentase 	dukungan 100% Tingkat hunian 1 tahun! Januari- 
pengguna wisma DPR RI (occupancy rate) Desember20l9 
yang terakomodasi 

 Tercapainya 1 tahun/ Januari- 
pembangunan Gedung 1 Iayanan Desember 2019 

Nusantara 1A dan 
Polikllnik 

 Tercapainya 1 Iayanan 1 tahunlJanuari- 
pembangunan Alun-Alun Desember 2019 

Demokrasi 

 Layanan dukungan 1 Iayanan Rekapitulasi 1 tahun/ Januari- 
cperasional dan Desember 2019 

pemel i haraan 

Penjelasan: 
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1. Indikator Kinerja: Persentase dokumen administrasi BMN yang dimanfaatkan 

sebagai pengambilan keputusan 

Penghitungan kinerja Persentase dokumen administrasi BMN yang dimanfaatkan 

sebagai pengambilan keputusan" berdasarkan digunakan nya dokumen administrasi 

BMN oleh Setjen dan BK DPR RI dalam pengambilan keputusan. Batasan digunakan 

adalah saat dokumen tersebut disampaikan ke Pimpinan Setjen dan BK DPR RI. Ada 

12 dokumen administrasi BMN yang dihasilkan yaitu: 

Laporan BMN Semester 1 dan 2 Tingkat Satker 

Laporan BMN Semester 1 dan 2 Tingkat Lembaga 

Laporan BMN Tahunan Unaudited Tingkat Satker 

Laporan BMN Tahunan Unaudited Tingkat Lembaga 

Laporan BMN Tahunan Audited Tingkat Satker 

Laporan BMN Tahunan Audited Tingkat Lembaga 

Laporan Inventarisasi/Opname Fisik Semester 1 dan 2 

Laporan Penatausahaan BMN 

Laporan Penghapusan dan Pelelangan 

Laporan Pelaksanaan Sewa Menyewa BMN 

Laporan Rencana Kebutuhan BMN 

I. Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN 

Penilaian kinerja Persentase dokunien administrasi BMN yang dimanfaatkan sebagai 

pengambilan keputusan' dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan 

rekapitulasi dokumen dalam jangka waktu tertentu. Metode tersebut dipilih karena 

sulit memperkirakan secara pasti jumlah output yang akan dicapai/di luar kendali unit 

kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. 

Kinerjanya akan diperoleh di bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan 

dalam aplikasi monitoring dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 

1/12 (satu per dua belas). 

Indikator Kinerja: Persentase keluhan terhadap sarana, prasarana gedung dan 

instalasi yang ditindakianjuti 

Penghitungan kinerja "Persentase keluhan terhadap sarana, prasarana gedung dan 

instalasi yang ditindaklanjuti" berdasarkan jumlah keluhan terhadap sarana, 

prasarana gedung dan instalasi yang ditindakianjuti dibanding dengan jumlah keluhan 

terhadap sarana, prasarana gedung dan instalasi yang masuk. Outcome dari kegiatan 

Biro Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) adalah menindakianjuti keluhan yang 

masuk untuk selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan kapasitas anggaran. 

Untuk menghitung kinerja bulanannya, dapat disesuaikan dengan kinerja realisasi 

anggaran karena realisasi anggaran berkorelasi positifdengan realisasi kinerja. 

Indikator Kinerja: Persentase keluhan terhadap sarana dan prasarana Rumah 

Jabatan Anggota dan Rumah Jabatan Pimpinan yang ditindakianjuti 
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Penghitungan kinerja "Persentase keluhan terhadap sarana dan prasarana Rumah 
Jabatan Anggota dan Rumah Jabatan Pimpinan yang ditindakianjuti" berdasarkan 
jumlah keluhan terhadap sarana dan prasarana Rumah Jabatan Anggota dan Rumah 
Jabatan Pimpinan yang ditindakianjuti dibanding dengan keluhan terhadap sarana 
dan prasarana Rumah Jabatan Anggota dan Rumah Jabatan Pimpinan yang masuk. 
Outcome dari kegiatan Biro Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) adalah 
menindaklanjuti keluhan yang masuk untuk selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan 
kapasitas anggaran. 

Untuk menghitung kinerja bulanannya, dapat disesuaikan dengan kinerja realisasi 
anggaran karena realisasi anggaran berkorelasi positif dengan reahsasi kinerja. 

Indikator Kinerja: Persentase dukungan pengguna wisma DPR RI yang 
terakomodasi 

Penghitungan kinerja "Persentase dukungan pengguna wisma DPR RI yang 
terakomodasi" berdasarkan tingkat hunian (occupancy rate) Wisma DPR RI. 
Persentase tingkat hunian Wisma DPR RI merupakan hash (outcome) atas kualitas 
dan pelayanan yang diberikan oleh Wisma DPR RI. Apabila kualitas dan pelayanan 
yaig diberikan bagus!buruk, maka tingkat hunian akan tinggi/rendah. 
Utuk menghitung kinerja bulanan, dapat dihitung berdasarkan tingkat hunian hingga 
bulan yang bersangkutan. 

Iridikator Kinerja: Tercapainya pembangunan Gedung Nusantara IA dan 
PolikIlnik 

Penghitungan kinerja "Tercapainya pembangunan Gedung Nusantara 1A dan 
Poliklinik" berdasarkan tahapan pembangunan gedung Nusantara 1A dan Poliklinik 
yang bersumber dari Kementerian PUPERA. Namun, anggaran pembangunan 
gedung Nusantara 1A dan Poliklinik masih diblokir/bintang sehingga belum dapat 
dilaksanakan. 

6 	Indikator Kinerja: Tercapainya pembangunan Alun-Alun Demokrasi 
Penghitungan kinerja "Tercapainya pembangunan Alun-Alun Demokrasi" berdasarkan 
tahapan pembangunan gedung Nusantara 1A dan Poliklinik yang bersumber dan 
Kementerian PUPERA. Namun, anggaran pembangunan gedung Nusantara 1A dan 
Polikiinik masih diblokir/bintang sehingga belum dapat dilaksanakan. 

T. Indikator Kinerja: Layanan dukungan operasional dan pemeliharaan 
Penghitungan kinerja "Layanan dukungan operasional dan opemeliharaan" 
berdasarkan kegiatan rutin/operasional yang dilakukan oleh Biro Pengelolaan Barang 
Milik Negara. Kinerja tersebut merupakan kinenja genenik dimana semua 
KementerianlLembaga memilbkinya dan besaran dan satuan output-nya sudah 
ditentukan oleh Kementenian Keuangan. 

53 



Fenilaian kinerja "Layanan dukungan operasional dan opemeliharaan' dilakukan 

dengan metode Rekapitulasi, yaltu berdasarkan rekapituasi dokumen dalam jangka 

waktu tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti 

jumlah output yang akan dicapai/di luar kendall unit kerja dan dilaksanakan sepanjang 

tahun anggaran. 

Kinerjanya akan diperoleh di bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan 

dalam aplikasi monitoring dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 

1/12 (satu perdua belas). 
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BIRO UMUM 

Satker Setjen 

Kode dan Nomenklatur 	002.01,01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan 

Program 	 Tugas Tekriis Lainnya Setjen DPR RI 

INDIKATOR KINERJA TARGET METODE JANGKA 7 PENGHITUNGAN WAKTU 
 PENCAPAIAN 

 Persentase 	Pelaksanaan 85% Jumlah pengadaan 1 tahun/ Januari- 
Pengadaan 	Yang yang berhasil (tidak Desember 2019 
Jilaksanakan 	Secara gagal) dibanding 
Tepat Waktu total pengadaan 

yang dilaksanakan 
 Persentase 85% Jumlsh surat yang 1 tahun! 

___________ 
Januari- 

Pendistilbusian 	Surat didistribusikan tepat Desember 2019 
Yang Tepat Waktu waktu dibanding 

surat yang masuk 
 Persentase 	Dukungan 90% Jumlah kendaraan 1 tahun/ Januari- 

Kendaraan 	yang dinas yang Desember 2019 
Dimanfaatkan 	Dalam dimanfaatkan untuk 
Kegiatan DPR RI kegiatan DPR RI 

dibanding total 
kendaraan yang 

dimiliki/dialokasikan 
untuk kegiatan DPR 

RI  
 Persentase 	Dukungan 80 % Jumlah kriteria yang 1 tahun! Januari- 

Pengamanan Dalam Yang sudah sesuai Desember 2019 
Sesuai Dengan Pedoman dengan pedoman 
Pengamanan DPR RI  pengamanan dalam  

 Jumiah 	Pengadaan 4 unit Jumlah kendaraan 1 tahun/Januari- 
Kendaraan Bermotor __________ motor yang dibeli Desember 2019 

 Jumlah 	Pengadaan 1.506 unit Jumlah pengadaan 1 tahun/Januari- 
Perangkat Pengolah Data perangkat pengolah Desember 2019 
dan Komunikasi _________ data dan komunikasi  

 Jumlah 	Pengadaan 2.365 unit Jumlah pengadaan 1 tahun/Januari- 
Peralatan 	Fasiltas peralatan fasilitas Desember 2019 
Perkantoran perkantoran 

 Layanan Dukungan 1 Iayanan Rekapitulasi 1 tahun/ 
_________

Januari- 

Operasional dan Desember 2019 

Femeliharaan 
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Penjelasan: 

Indikator Kinerja: Persentase Pelaksanaan Pengadaan Yang Dilaksanakan 

Secara Tepat Waktu 

Penghitungan kinerja "Persentase Pelaksan aan Pengadaan Yang Dilaksanakan 

Secara Tepat Waktu" berdasarkan jumlah lelang yang berhasil (tidak gagal lelang) 

d:bandingkan jumlah Ielang yang dilaksanakan. 

Kinerja dapat dilihat di bulan Desember karena sifatnya akumulatif dari Januari-

Desember 2019. 

Indikator Kinerja: Persentase Pendistribusian Surat Yang Tepat Waktu 

Penghitungan kinerja "Persentase Pendistribusian Surat Yang Tepat Waktu" 

berdasarkan jumlah surat yang didistnibusikan tepat waktu dibanding jumlah seluruh 

surat yang dikirim. Kategori tepat waktu ditentukan oleh unit kerja berdasarkan 

Prosedur Operasional Standar (SOP). 

Kinerja dapat dilihat di bulan Desember karena sifatnya akumulatif dari Januari-

Desember 2019. 

Indikator Kinerja: Persentase Dukungan Kendaraan yang Dimanfaatkan Dalam 

Kegiatan DPR RI 

Penghitungan kinerja "Persentase Dukungan Kendaraan yang Dimanfaatkan Dalam 

Kegiatan DPR RI" berdasarkan jumlah kendaraan dinas yang dimanfaatkan untuk 

kegiatan DPR RI dibanding total kendaraan yang dimiliki/dialokasikan untuk kegiatan 

DPR RI. Di Bagian Kendaraan terdapat pengalokasian kendaraan dinas yang 

digunakan untuk kegiatan operasional Setjen dan BK DPR RI dan operasional DPR 

RI seperti bus dan patroli pengawalan. 

Kinerja dapat dilihat di bulan Desember karena sifatnya akumulatif dari Januari-

Desember 2019. 

Indikator Kinerja: Persentase Dukungan Pengamanan Dalam Yang Sesuai 

Dengan Pedoman Pengamanan DPR RI 

Penghitungan kinerja "Persentase Dukungan Pengamanan Dalam Yang Sesuai 

Dengan Pedoman Pengamanan DPR RI" berdasarkan jumlah kriteria yang sudah 

sesuai dengan pedoman pengamanan dalam. 

Kinerja dapat dilihat di bulan Desember karena sifatnya akumulatif dari Januari-

Desember 2019. 

Indikator Kinerja: Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor 

Peighitungan kinerja "Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor" berdasarkan jumlah 

kendaraan dinas yang dibeli. Kinerja bulanan dihitung berdasarkan kendaraan dinas 

yang dibeli saat bulan yang bersangkutan. 
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Indikator Kinerja: Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 

Penghitungan kinerja "Jumtah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi" 

berdasarkan pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi yang dibeli seperti 

komputer, printer, dan Iainnya. Kinerja bulanan dihitung berdasarkan perangkat 

pengolah data dan komunikasi yang dibeli saat bulan yang bersangkutan. 

Indikator Kinerja: Jumlah Pengadaan Peraiatan Fasiltas Perkantoran 

Fenghitungan kinerja "Jumlah Pengadaan Peralatan Fasiltas Perkantoran' 

berdasarkan pengadaan peralatan fasilitas perkantoran yang dibeli seperti AC, 

Televisi, dan meub&air. Kinerja bulanan dihitung berdasarkan pengadaan peralatan 

fasilitas perkantoran yang dibeli saat bulan yang bersangkutan. 

Indikator Kinerja: Layanan Dukungan Operasionat dan Pemeliharaan 

Penghitungan kinerja "Layanan dukungan operasional dan opemeliharaan" 

berdasarkan kegiatan rutin/operasional yang dilakukan oleh Biro Umum. Kinerja 

tersebut merupakan kinerja generik dimana semua Kementerian/Lembaga 

memilikinya dan besaran dan satuan output-nya sudah ditentukan oleh Kementerian 

Keuangan. 

Penilaian kinerja 'Layanan dukungan operasional dan opemeliharaan" dilakukan 

dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka 

waktu tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti 

jumlah output yang akan dicapal/di luar kendali unit kerja dan dilaksanakan sepanjang 

tahun anggaran. 

Kinerjanya akan diperoieh di bu!an Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan 

dalam aplikasi monitoring dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 

1/12 (satu per dua betas). 
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INSPEKTORAT UTAMA 
Satker Setjen 

Kode dan Nomenklatur : 002.01.01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan 

Program 	 Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI 

NO. INDIKATOR KINERJA TARGET METODE 

T 
JANGKA 

PENGHITUNGAN WAKTU 
___________________ _____  PENCAPAIAN 

 Nilai 	internal 	8 	(delapan) BB Penilaian oleh 1 tahun/ 
area perubahan  KemenPAN & RB Desember 2019 

 Level 	Internal 	Audit level 3 Penilaian oleh 1 tahun! 
Capability Models (IACM)  BPKP Desember 2019 

 Persentase 	tindaklanjut 65% Jumlah 1 tahun/ 
atas 	rekomendasi 	hasil rekomendasi yang Desember 2019 
pengawasan 	internal dan ditindakianjuti 
eksternal dibanding seluruh 

hasil rekomendasi 
pengawasan 
internal dan 

eksternal  

Penjelasan: 

Indikator Kinerja: Nilai internal 8 (delapan) area perubahan 

Penghitungan kinerja 'Nilai internal 8 (delapan) area perubahan" berdasarkan 

penilaian oleh KemenPAN & RB atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Iingkungan 

Setjen dam BK DPR RI. Terdapat dela pan area perubahan berdasarkan Permen PAN 

& RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019, yaitu: 

Mental Aparatur 
Pengawasan 

C, Akuntabilitas 
Kelembagaan 
Tatalaksana 

Sumber Daya Manusia Aparatur 

Peraturan Perundang-Undangan 
Pelayanan Publik 

2. Indikator Kinerja: Level Internal Audit Capability Models (IACM) 

- 	 Penghitungan kinerja "Level Internal Audit Capability Model (IACM)" berdasarkan 

perilaian oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), selaku 



pembina Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Internal Audit Capability 
Model (IA-CM). Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1633/KIJF/201 1 
tentang Pedomana Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern 
Pemerintah, yang mengadopsi dari model penilaian The Institute of Internal Auditor, 
IA-CM terdiri dan 5 (lima) level, yaitu: 

Level 1: Initial 
Tidak berkelanjutan, tergantung pada usaha individu 
Level 2: Infrastructure 
Prosedur dan praktik audit intern berulang dan berkelanjutan 
Level 3: Integrated 

Praktik profesional dan manajemen audit intern diterapkan secara seragam 
Level 4: Managed 
Audit intern mengintegrasikan informasi lintas unit organisasi untuk 
mengembangkan tata kelola dan manajemen risiko 
Level 5: Optimizing 
Audit intern belajar dari dalam dan luar organisasi untuk pengembangan yang 
berkelanjutan 

3. Indikator Kinerja: Persentase tindakianjut atas rekomendasi hasil pengawasan 
internal dan eksternal 
Penghitungan kinerja "Persentase tindaklanjut atas rekomendasi hasil pengawasan 
internal dan eksternal" berdasarkan jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti terhadap 
seluruh rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal. 
Kinerja dapat dilihat di bulan Desember karena sifatnya akumulatif dari Januari-
Desember 2019. 
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INSPEKTORAT I 
- 	 Satker Setjen 

Kode dan Nomenklatur : 002.01.01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan 
Program 	 Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI 

NO. INDIKATOR KINERJA TARGET METODE 
PENGHITUNGAN 

JANGKA 
WAKTU 

PENCAPAIAN 
1. Persentase 	tindaklanjut 80% Jumtah 1 tahun/Januari- 

atas 	rekomendasi 	oleh rekomendasi yang Desember 2019 
auditi 	di 	Iingkup 	bidang ditindaklanjuti 
:ugas inspektorat I dibanding seluruh 

hasil rekomendasi 
pengawasan 
internal dan 
eksternal  

Penjelasan: 
1. 	Indikator Kinerja: Persentase tindakianjut atas rekomendasi oleh auditi di 

Iingkup bidang tugas Inspektorat I 
Penghitungan kinerja "Persentase tindaklanjut atas rekomendasi oleh auditi di Iingku 
bidang tugas Inspektorat I" berdasarkan jumlah rekomendasi yang ditindakianjuti 
tehadap seluruh rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal di Iingkup 
bidang tugas Inspektorat I yaitu Deputi Bidang Adrninistrasi, Pusat Pendidikan dan 
Pelatihan, dan Pusat Data dan Informasi. 
Kiierja dapat dilihat di bulan Desember karena sifatnya akumulatif dari Januari-
Desember 2019. 



INSPEKTORATII 

Satker Setjen 

Kode dan Nomenklatur : 002.01 .01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan 
Program 	 Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI 

Na INDIKATOR KINERJA TARGET METODE 
PENGHITUNGAN 

____  

JANGKA 
WAKTU 

PENCAPAIAN 
1. Persentase 	tindaklanjut 80% Jumlah 1 tahun/ Januari- 

atas 	rekomendasi 	oleh rekomendasi yang Desember 2019 
auditi 	di 	Iingkup 	bidang ditindakianjuti 
tugas inspektorat II dibanding seluruh 

hasil rekomendasi 
pengawasan 
internal dan 
eksternal  

Penjelasan: 
Indikator Kinerja: Persentase tindakianjut atas rekomendasi oleh auditi di 
Iingkup bidang tugas Inspektorat PP 
Penghitungan kinerja "Persentase tindakianjut atas rekomendasi oleh auditi di Iingku 
bidang tugas Inspektorat I' berdasarkan jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti 
terhadap seluruh rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal di Iingkup 
bidang tugas Inspektorat II yaitu Deputi Bidang Persidangan dan Badan Keahlian 
DPR. 

Kinerja dapat dilihat di bulan Desember karena sifatnya akumulatif dari Januari-
Desember 2019. 
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PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 
Satker Setjen 

Kode dan Nomenklatur 	002.01.01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan 
Program 	 Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI 

NO. INDIKATOR KINERJA TARGET METODE JANGKA 
PENGHITUNGAN WAKTU 

PENCAPAIAN 
 Persentase 	Perencanaan 80% Jumlah 	perencanaan 1 tahun! Januari- 

Program 	Pengembangan program Desember 2019 
Kompetensi, 	Kurikulum, pengembangan 
dan Modul sesuai standar kompetensi, 
kompetensi. kurikulum, dan modul 

yang 	sesuai 	standar 
dibandingkan 	seluruh 
perencanaan program 
pengembangan 
kompetensi, 
kurikulum, dan modul 
yang dihasilkan  

 Persentase 	lulusan 	diklat 80% Jumlah 	lulusan 	diklat 1 tahun! Januari- 
dengan 	nilai 	minimal dengan 	nilai 	minimal Desember 2019 
memuaskan memuaskan 

dibandingkan 	jumlah 
seluruh lulusan diklat  

 Persentase 	persepsi 80% Jumlah 1 tahun/ Januari- 
peserta 	dikiat 	terhadap penyelenggaraan Desember 2019 
penyelenggaraan 	diklat dikiat 	yang 	dinilai 
dengan 	penilaian 	minimal minimal 	Baik 	oleh 
Baik. peserta dibandingkan 

dengan 	jumlah 
se lu ru h 
penyelenggaraan 
diklat  

 Jumlah 	Dokumen 4 Dokumen Hasil Akhir 1 tahunl Januari- 
Administrasi Pusdiklat. Desember 2019 
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Penjelasan: 

Indikator Kinerja: Persentase Perencanaan Program Pengembangan 

Kompetensi, Kurikulum, dan Modul sesuai standar kompetensi 

Penghitungan kinerja "Persentase Perencanaan Program Pengembangan 

Kompetensi, Kurikulum, dan Modul sesuai standar kompetensi" berdasarkan jumlah 

perencanaan program pengembangan kompetensi, kurikulum, dan modul yang sesuai 

standar kompetensi dibandingkan dengan jumlah perencanaan program 

pengembangan kompetensi, kurikulum, dan modul yang dihasilkan, Standar 

kompetensi tersebut secara umum berada di bawah koordinasi Lembaga Administrasi 

Negara (LAN) sebagai pihak yang memberikan akreditasi bagi kegiatan diklat yang 

dilaksanakan oleh instansi pemerintah. 

Kinerja dapat dilihat di bulan Desember karena sifatnya akumulatif dari Januari-

Desember 2019. 

Indikator Kinerja: Persentase lulusan dikiat dengan nilai minimal memuaskan 

Penghitungan kinerja "Persentase lulusan dikiat dengan nilai minimal memuaskan" 

berdasarkan jumlah lulusan diklat yang mendapatkan nilai minimal memuaskan 

dibanding seluruh jumlah lulusan dikiat, Salah satu keberhasilan Pusat Pendidikan 

dan Pelatihan terhadap kegiatan dikiat adalah berhasil lulus dengan nilai minimal 

memuaskan sehingga apa yang didapat oleh peserta selama mengikuti kegiatan 

dikat dapat diserap/diterima dengan baik. 

Kinerja dapat dilihat di bulan Desember karena sifatnya akumulatif dari Januari-

Desember 2019. 

Indikator Kinerja: Persentase persepsi peserta dikiat terhadap penyelenggaraan 

dikiat dengan penilaian minimal Baik 

Penghitungan kinerja "Persentase persepsi peserta diklat terhadap penyelenggaraan 

dikiat dengan penilaian minimal Baik" berdasarkan jumlah penyelenggaraan dikiat 

yang dinilai minimal Baik oleh peserta dibandingkan dengan jumlah seluruh 

penyelenggaraan diklat. Setiap kegiatan diklat akan dinilai/dievaluasi oleh peserta. 

Outcome Pusat Pendidikan dan Pelatihan adalah bagaimana pelaksanaan dikiat 

tersebut dinilai baik oleh peserta. 

Kinerja dapat dilihat di bulan Desember karena sifatnya akumulatif dari Januari-

Desember 2019. 

lndikator Kinerja: Jumlah Dokumen Administrasi Pusdiklat 

Peghitungan kinerja 'Jumlah Dokumen Administrasi Pusdikiat" berdasarkan Hasil 

Akhir, dilakukan dengan metode Rekapituasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi 

dokmen dalam jangka waktu tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit 

memperkirakan secara pasti jumlah output yang akan dicapai/di luar kendali unit kerja 
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dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Dokumen administrasi Pusdikiat antara 

lain: 
Rencana kegiatan (action plan) 

Rencana keuangan (cash planning) 

Laporan pertanggungjawaban 
Laporan kinerja 

64 



PUSAT DATA DAN INFORMASI 
Satker Setjen 

Kode dan Nomenklatur 	002,01,01 Program Dukungan Manajemen Felaksanaan 
Program 	 Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI 

NO. INDIKATOR KINERJA TARGET METODE JANGKA 
PENGHITUNGAN WAKIU 

PENCAPAIAN 
Jumlah 	kunjungan 	ke 1.409 Jurnlah pengunjung 1 tahun/ 
perpustakaan DPR RI orang Januari- 

______________________  Desember 2019 
2. Persentase 	dukungan 100% Rekapitulasi 1 tahun/ 

teknologi 	informasi 	yang Januari- 
dimanfaatkan oleh DPR RI ____ __________________ Desember 2019 

3. jumlah 	pengguna 800 orang Jumlah 1 tahun/ 
informasi 	kearsipan 	dan pengunjung!pengguna Januari- 
k'j njungan 	ke 	museum Desember 2019 
DPR RI  

4. Jumlah 	dokumen 
administrasi Pusdatin:  

Rencana 	kegiatan 1 dokumen Rekapitulssi 1 tahun/ 
Pusat 	Data 	dan Januari- 
Informasi ________ __________________ Desember 2019 

Rencana keuangan 1 dokumen Rekapitulasi 1 tahun! 
Pusat Data dan Januari- 
Informasi Desember 2019 

Laporan Tim Pusat 15 Hasil Akhir 1 tahunl 
Data dan Informasi dokumen Januari- 

______________________  Desember 2019 
Laporan 1 dokumen Rekapitulasi 1 tahun/ 
pertanggungjawaban Januari- 
Pusat Data dan Desember 2019 
Informasi 

Laporan Kinerja Pusat 1 dokumen Rekapitulasi 1 tahun/ 
Data dan Informasi Januari- 

__________  ________ __________________ Desember 2019 
5. Layanan Dukungan 1 Layanan Rekapitulasi 1 tahun/ 

Operasional dan Januari- 
Pemeliharaan Desember 2019 
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Penjelasan: 

Indikator Kinerja: Jumlah kunjungan ke perpustakaan DPR RI 

Penghitungan kinerja "Jumlah kunjungan ke perpustakaan DPR RI" berdasarkan 

jumlah pengunjung yang berkunjung ke Perpustakaan DPR RI. Jumiah pengunjung 

mrupakan outcome atas perbaikan dan pengembangan yang dilakukan oleh Pusat 

Data dan Informasi, 

Kirerja dapat dilihat di bulan Desember karena sifatnya akumulatif dari Januah-

Desember 2019. 

Indikator Kinerja: Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan 

oleh DPR RI 

Penghitungan kinerja "Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan 

oieh DPR RI" dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi 

dokumen dalam jangka waktu tertentu. Metode tersebut dipiiih karena sulit 

memperkirakan secara pasti jumlah output yang akan dicapai/di luar kendali unit kerja 

dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Dukungan teknologi informasi berupa 

api kasi dan jaringan IT. Outcome dari aplikasi dan janingan yang tersedia adalah 

dimanfaatkannya untuk kepentingan DPR RI. Saat mi, terdapat Iebih dari 70 aplikasi 

untuk mendukung tugas DPR RI yang di bawah koonidnasi masing-masing unit kerja 

terkait. 

Indikator Kinerja: Jumlah pengguna informasi kearsipan dan kunjungan ke 

museum DPR RI 

Penghitungan kinerja "Jumlah pengguna informasi kearsipan dan kunjungan ke 

museum DPR RI" berdasarkan jumlah pengguna dan pengunjung arsip dan museum 

DPR RI. Jumiah pengguna dan pengunjung merupakan outcome atas tersedianya 

da:a dan pengembangan yang dilakukan oleh Pusat Data dan Informasi. 

Kinerja dapat dilihat di bulan Desember karena sifatnya akumuIatif dari Januani-

Desember 2019. 

Indikator Kinerja: Rencana Kegiatan Pusat Data dan Informasi 

Penilalan kinerja "Rencana kegiatan Pusat Data dan Informasi" dilakukan dengan 

metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka waktu 

tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti jumlah 

output yang akan dicapai/di luar kendali unit kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun 

anggaran. Bentuk output-nya berupa laporan action plan. 

Kinerja atas Rencana kegiatan Pusat Data dan Informasi akan diperoleh di bulan 

Desember. Untuk pencapaian kinenja per bulan dalam aplikasi monitoring dan 

evauasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per dua belas). 

Rencana Keuangan Pusat Data dan Informasi 



PenUaian kinerja Rencana keuangan Pusat Data dan informasi" dilakukan dengan 

rretode Rekapitulasi yaltu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka waktu 

tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti jumlah 

output yang akan dicapai/di luar kendali unit kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun 

anggaran. Bentuk output-nya berupa laporan cash planning. 

Kinerja atas Rencana kegiatan Pusat Data dan Informasi akan diperoleh di bulan 

Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi monitoring dan 

evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu perdua belas), 

Laporan Tim Pusat Data dan Informasi 

PeiiIaian kinerja "Laporan Tim Pusat Data dan Informasi" dilakukan dengan metode 

Hasi! Akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila kegiatan Tim tersebut teiah 

berakhir. Apablla output yang dihasilkan bukan berupa hardcopy, maka unit kerja 

harus menyusun laporan kegiatan. 

Junlah laporan tim yang dilaporkan sebagai kinerja adalah kegiatan tim yang bersifat 

Orang/Bulan (OB). 

Laporan Pertanggungjawaban Pusat Data dan Informasi 

Peni!aian kinerja Laporan pertanggungjawaban Pusat Data dan Informasi" dilakukan 

dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapituasi dokumen dalam jangka 

waktu tertentu. Metode tersebut dipilih karena suit memperkirakan secara pasti 

jumlah output yang akan dicapai/di luar kendall unit kerja dan dilaksanakan sepanjang 

tahun anggaran. Bentuk output-nya berupa laporan pertanggungjawaban anggaran. 

Kinerja atas Laporan pertanggungjawaban Pusat Data dan Informasi akan diperoleh 

di bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi monitoring 

dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per dua belas). 

Laporan Kinerja Pusat Data dan Informasi 

Penilalan kinerja "Laporan Kinerja Pusat Data dan Informasi" dilakukan dengan 

me:ode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka waktu 

tertentu. Metode tersebut dipilih karena suit memperkirakan secara pasti jumlah 

output yang akan dicapai/di luar kendali unit kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun 

anggaran. Bentuk output-nya berupa laporan kinerja atas capaian output dan realisasi 
anggaran. 

Kinerja atas Laporan pertanggungjawaban Pusat Data dan Informasi akan diperoleh 

di bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi monitoring 

dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per dua belas). 
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I 

BADAN KEAHLIAN 
Satker Setjen 

Kode dan Nomenklatur : 	002.01.11 Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan 

Program 

rNO—. 71N—DIK—ATOR TARGET 
PENGHITUNGAN WAKTU 

_________ ___________ PENCAPAIAN 
1. Indeks Kepuasan Anggota 67,5 Survei Oktober 2019 

['PR 	RI 	terhadap 
dukungan Badan Keahlian, 
yang terdiri atas 
- 	 Sistem, 	Mekanisme, 

dan Prosedur 
- 	 Waktu Pen yelesaian 
- 	 Produk 	Spesifikasi 

Jenis Pelayanan 
- 	 Kompetensi 	dan 

Perilaku SDM 
- 	 Penanganan 

Pengaduan, 	Saran, 
dan Masukan  

Penjelasan 

1. Indikator Kinerja: Indeks kepuasari Anggota DPR RI terhadap dukungan Iayanan 

Setjen DPR RI 

Penghitungan kinerja "Indeks kepuasan Anggota DPR RI terhadap dukungan Iayanan 

Seten DPR RI" dilakukan melalui Survei ke Anggota DPR RI. Teknik pengumpulan 

da:a yang digunakan dalam survei ini adalah wawancara terstruktur berdasarkan 

kuesioner. Kegiatan survei mi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayaguanaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 

tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaran 

Peayanan Publik (Permenpan No.14/2017). Berdasarkan Perrnenpan No.14/2017, di 

dalam penentuan jumlah responden, margin error yang diperkenankan sebesar 1%, 

5%, dan 10%. Tim Survei Kepuasan Anggota DPR RI memutuskan bahwa margin 
error yang digunakan sebesar 5% dengan confidence level 95% sehingga diperoleh 

sarnpel Anggota DPR RI sebesar 228 orang dari 560 orang. Adapun penjelasan detil 

terkait kegiatan survei tercantum di Laporan Hasil Survei Tahun 2019. 

M. 



Survei dilakukan untuk mengukur kinerja Setjen dan BK DPR RI tahun 2019 sehingga 

Anggota DPR RI yang menjadi sampel adalah Anggota DPR RI periode 2014-201 9. 

Anggota DPR RI periode 2019-2024 akan dilantik pada tanggal 1 Oktober 2019 

sehingga kegiatan survei harus dilakukan pada bulan sebelumnya dan hasilnya dapat 

dipero!eh paling Iambatdi bulan Oktober 2019. 

M. 



PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG 
Satker Setjen 

Kode dn Nomenklatur : 002.01.01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan 

Progran 	 Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI 

NO. INDIKATOR KINERJA TARGET METODE JANGKA 
PENGHITUNGAN WAKTU 

PENCAPAIAN 
 Persentase 	konsep 	awal 100% Rekapitulasi 1 tahun! 

Naskah 	Akademis, 	Draft Januari- 
RUU, 	kajian 	RUU 	dan Desember 
Peraturan 	Lainnya 	yang 2019 
digunakan oleh DPR RI  

 lumlah 	dokumen 

administrasi 	Pusat 

Perancangan 	Undang- 

Undang,_terdiri atas: 

Rencana 	kegiatan 1 Dokumen Rekapitulasi 1 tahun! 
Pusat 	Perancangan Januari- 
Undang-Undang Desember 

2019 
Rencana 	keuangan 1 Dokumen Rekapitulasi 1 tahun! 
Pusat 	Perancangan Januari- 
Undang-Undang Desember 

2019 
- Laporan 1 Dokumen Rekapitulasi 1 tahun! 

pertanggungjawaban Januari- 
Pusat 	Ferancangan Desember 
Undang-Undang ______ 2019 
Laporan Kinerja Pusat 1 Dokumen Rekapitulasi 1 tahun! 
Perancangan Undang- Januari- 

L Undang Desember 
20 10  

Penjelasan: 

1. Indikator Kinerja: Persentase konsep awal Naskah Akademis, Draft RUU, kajian 

RUU dan Peraturan Lainnya yang digunakan oleh DPR RI 

Outcome dari Pusat Perancangan Undang-Undang (PUU) adalah saat output berupa 

Naskah Akademis, Draft RUU, Kajian RUU dan Peraturan Lainnya digunakan oleh 

DPR RI. Batas "digunakan" adalah saat Pusat PUU menyampaikan!menyerahkan 
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hasil kerjanya ke Anggota DPR RI. Pusat PUU tidak dapat mengintervensi/masuk ke 

dalam substansi apakah output yang dihasilkan akan digunakan dalam pembahasan 

tugas dan fungsi DPR RI. 

- 	 Sepanjang tahun 2019, Pusat PUU menargetkan sebanyak 15 kajian sehingga untuk 

- 	 penghitungan kinerja bulanannya dapat dilihat sudah seberapa banyak kajian yang 

diunakan oleh DPR RI. Apabila realisasi hingga akhir tahun 2019 Iebih dari 15 

- 	 kajian, maka capaian kinerjanya dapat melebihi 100%. 

Indikator Kinerja: Rencana kegiatan Pusat Perancangan Undang-Undang 

Penilaian kinenja "Rencana kegiatan Pusat Perancangan Undang-Undang" dilakukan 

dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka 

waktu tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti 

jumlah output yang akan dicapaildi luar kendall unit kerja dan dilaksanakan sepanjang 

tahun anggaran. Bentuk output-nya berupa laporan action plan. 

Kinerja atas Rencana kegiatan Pusat Ferancangan Undang-Undang akan diperoleh 

di bulan Desember. Untuk pencapalan kinerja per bulan dalam aplikasi monitoring 

dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per dua belas). 

Indikator Kinerja: Rencana keuangan Pusat Perancangan Undang-Undang 

Penilaian kinerja Rencana keuangan Pusat Perancangan Undang-Undang" dilakukan 

dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka 

waktu tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti 

jurrlah output yang akan dicapai/di luar kendali unit kerja dan dilaksanakan sepanjang 

tahn anggaran. Bentuk output-nya berupa laporan cash planning. 

Kinerja atas Rencana keuangan Pusat Perancangan Undang-Undang akan diperoleh 

di bulan Desember. Untuk pencapaian kinenja per bulan dalam aplikasi monitoring 

da -  evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu perdua belas). 

Indikator Kinerja: Laporan pertanggungjawaban Pusat Perancangan Undang-

Undang 

Penilaian kinerja "Laporan pertanggungjawaban Pusat Perancangan Undang-

Undang" dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi 

dokumen dalam jangka waktu tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit 

memperkirakan secara pasti jumlah output yang akan dicapai/di luar kendali unit kerja 

dan dilaksanakan sepanjang tahun angganan. Bentuk output-nya benupa laporan 
pertanggungjawaban anggaran. 

Kinenja atas Laporan pertanggungjawaban Pusat Perancangan Undang-Undang akan 

diperoleh di bulan Desemben. Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi 

• 

	

	 monitoring dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per 

dua belas). 
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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

Satker Setjen 

Kode dan Nomenklatur : 002.01.01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan 

Program 	 Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI 

DIKATOR KJNERJA TARGET METODE JANGKA I 
PERHITUNG WAKTU 

AN PENCAPAIAN 

 tase 	kajia Td __ 

100% Rekapitulasi 1 tahun/Januari- 
tauan UU, evaluasj UU, Desember 2019 
emantauan 	peraturan 

anaan 	UU 	dan 
keterangan 	DPR 	RI 	yang 
cigunakan DPR RI  

 Jumiah Dokumen Administrasj 

Pusat 	Pemantauan 

Pelaksanaan Undang-Undang 
terdiri atas: 

Rencana 	kegiatan 	Fusat 1 Dokumen Rekapitu!asi 1 tahun/Januari- 
Pemantauan Pelaksanaan Desember 2019 
Undang - Undang ________  ______ 

Rencana keuangan  Rekapitulasi 1 tahun/Januari- 
Pemantauan Pelaksanaan Desember 2019 
Undang - Undang  

Laporan 	Tim 	Pusat 1 Dokumen Hasil 

___________ 

Akhir 1 tahunl Januari- 
Pemantauan Pelaksanaan Desember 2019 
U ndang-Undang  

Laporan 1 Dokumen Rekapitulasi 1 tahun/Januari- 
pertanggungjawaban Desember 2019 
Pusat 	Pemantauan 
Pelaksanaan 	Undang- 
Undang _ 

Laporan 	Kinerja 	Pusat 1 Dokumen Rekapitulasi 1 tahun/ Januari- 
Pemantauan Pe!aksanaan Desember 2019 
Undang-Undang  
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Penje!asan: 

Indikator Kinerja: Persentase kajian pemantauan UU, evaluasi UU, dan 

pemantauan peraturan pelaksanaan UU dan keterangan DPR RI yang digunakan 

0 PR RI 
Outcome dari Pusat Pemantauari Pelaksanaan Undang-Undang (Pusat Panlak UU) 

dalah saat output berupa kajian pemantauan UU, evaluasi UU, dan pemantauan 

peraturan pelaksanaan UU dan keterangan DPR RI digunakan oleh DPR RI. Batas 

"digunakan" adalah saat Pusat Panlak UU menyampaikan/menyerahkan hasil 

kerjanya ke Anggota DFR RI, Pusat Panlak UU tidak dapat mengintervensi/masuk ke 

dalam substansi apakah output yang dihasilkan akan digunakan dalam pembahasan 

tugas dan fungsi DPR RI. 

Sepanjang tahun 2019, Pusat Panlak UU menargetkan sebanyak 21 kajian sehingga 

untuk penghitungan kinerja bulanannya dapat dilihat sudah seberapa banyak kajian 

yang digunakan oleh DPR RI. Apabila realisasi hingga akhir tahun 2019 Iebih dari 21 

kaian, maka capaian kinerjanya dapat melebihi 100%. 

Indikator Kinerja: Rencana kegiatan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-

Undang 

Penilaian kinerja "Rencana kegiatan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-

Undang" dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi 

dokumen dalam jangka waktu tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit 

meimperkirakan secara pasti jumlah output yang akan dicapai/di luar kendali unit kerja 

dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Bentuk output-nya berupa laporan 
action plan. 

K - erja atas Rencaria kegiatan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 

akan diperoleh di bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi 

monitoring dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1112 (satu per 

dua belas). 

Indikator Kinerja: Rencana keuangan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-

Undang 

Penilaian kinerja "Rencana keuangan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang- 

Undang" dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi 

dokumen dalam jangka waktu tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit 

memperkirakan secara pasti jumlah output yang akan dicapai/di luar kendali unit kerja 

dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Bentuk output-nya berupa Iaporan cash 
planning. 

Kinerja atas Rencana keuangan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 

akan diperoleh di bulan Desember, Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi 

monitoring dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per 

dua belas). 
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Indikator Kinerja: Laporan Tim Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang.Undang 

Penilaian kinerja "Laporan Tim Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang" 

dilakukan dengan metode Hasil Akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila 

kegiatan Tim tersebut telah berakhir. Apabila output yang dihasilkan bukan berupa 

hardcopy, maka unit kerja harus menyusun laporan kegiatan. 

Jimlah laporan tim yang dilaporkan sebagai kinerja adalah kegiatan tim yang bersifat 

Orang/Bulan (OB). 

Indikator Kinerja: Laporan pertanggungjawaban Pusat Pemantauan 

Pelaksanaan Undang-Undang 

Penilaian kinerja "Laporan pertanggungjawaban Pusat Pemantauan Pelaksanaan 

Undang-Undang" dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaltu berdasarkan 

rekapitulasi dokumen dalam jangka waktu tertentu. Metode tersebut dipilih karena 

su'it memperkirakan secara pasti jumlah output yang akan dicapai/di luar kendall unit 

kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Bentuk output-nya berupa laporan 

pertanggungjawaban anggaran. 

Kinerja atas Laporan pertanggungjawaban Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang- 

Undang akan diperoleh di bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan 

dalam aplikasi monitoring dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 

1/12 (satu per dua belas). 

Indikator Kinerja: Laporan Kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-

U n dan g 

Penilaian kinerja "Laporan Kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang" 

dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen 

dalam jangka waktu tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan 

secara pasti jumlah output yang akan dicapai/di luar kendall unit kerja dan 

dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Bentuk output-nya berupa laporan kinerja 

atas capaian output dan realisasi anggaran. 

Kinerja atas Laporan Kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang akan 

diperoleh di bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi 

monitoring dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per 

dua belas). 
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PUSAT KAJIAN ANGGARAN 
Satker Setjen 

Kode dan Nomenklatur : 002.01.01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan 

Program 	 Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI 

KINERJA TARGET METODE JANGKA D1IKATOR 
PERHITUNGAN WAKTU 

PENCAPAIAN 
Persentase 67,5% Survei Oktober 2019 
an alisis/referensi/laporan 
tentang APBN yang digunakan 
DPR RI  

2. Jumlah dokumen administrasi 

PLsat Kajian Anggaran, terd iii 
alas: 

Rencana kegiatan Pusat 1 Rekapitulasi 1 tahun/ 
Kajian Anggaran Dokumen Januari- 

Desember 
_____  2019 

Rencana keuangan Pusat 1 Rekapitulasi 1 tahun! 
Kajian Anggaran Dokumen Januari- 

Desember 
__________ _______________ 2019 

Laporan 1 Rekapitulasi 1 tahun/ 
pertanggungjawaban Pusat Dokumen Januari- 
Kajian Anggaran Desember 

_________  2019 
Laporan Kinerja Pusat 1 Rekapitulasi 1 tahun/ 
Kajian Anggaran Dokumen Januari- 

Desember 
_______  2019 

Laporan Tim Pusat Kajian 1 Hasil Akhir 1 tahun! 
Anggaran Dokumen Januari- 

Desember 
2019 

Penjelasan: 

1. Indikator Kinerja: Persentase analisis/referensi/laporan tentang APBN yang 

digunakan DPR RI 

Penghitungan kinerja "Persentase analisis/referensi/laporan tentang APBN yang 

digunakan DPR RI" dilakukan melalui Survei ke Anggota DPR RI. Kegiatan survel 

tidak dilakukan secara mandiri, namun dengan menyisipkan pertanyaan atau menjadi 
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salah satu bagian pertanyaan dari Survei Kepuasan Anggota DPR RI terhadap 

Dukungan Layanan Setjen dan BK DPR RI. 

Survei dilakukan untuk mengukur kinerja Setjen dan BK DPR RI tahun 2019 sehingga 

Anggota DPR RI yang menjadi sampel adalah Anggota DPR RI periode 2014-2019. 

Anggota DPR RI periode 2019-2024 akan dilantik pada tanggal 1 Oktober 2019 

sehingga kegiatan survei harus dilakukan pada bulan sebelumnya dan hasilnya dapat 

diperoleh paling Iambatdi bulan Oktober 2019. 

Indikator Kinerja: Rencana kegiatan Pusat Kajian Anggaran 

Penilaian kinerja "Rencana kegiatan Pusat Kajian Anggaran" dilakukan dengan 

metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka waktu 

tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti jumlah 

output yang akan dicapai/di luar kendali unit kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun 

anggaran. Bentuk output-nya berupa laporan action plan. 

Kinerja atas Rencana kegiatan Pusat Kajian Anggaran akan diperoleh di bulan 

Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi monitoring dan 

evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu perdua belas). 

Indikator Kinerja: Rencana keuangan Pusat Kajian Anggaran 

Penilaian kinerja "Rencana keuangan Pusat Kajian Anggaran" dilakukan dengan 

metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka waktu 

tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti jumlah 

	

output yang akan dicapai/di luar kendali unit kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun 

anggaran. Bentuk output-nya berupa Japoran cash planning. 

Kinerja atas Rencana keuangan Pusat Kajian Anggaran akan diperoleh di bulan 

Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi monitoring dan 

evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per dua belas). 

Indikator Kinerja: Laporan pertanggungjawaban Pusat Kajian Anggaran 

Penilaian kinerja "Laporan pertanggungjawaban Pusat Kajian Anggaran" dilakukan 

dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka 

waktu tertentu, Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti 

jur-ilah output yang akan dicapai/di Iuar kendali unit kerja dan dilaksanakan sepanjang 

tahun anggaran. Bentuk output-nya berupa laporan pertanggungjawaban anggaran. 

Kinerja atas Laporan pertanggungjawaban Pusat Kajian Anggaran akan diperoleh di 

buan Desember. Untuk pencapsian kinerja per bulan dalam aplikasi monitoring dan 

evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per dua belas). 

Indikator Kinerja: Laporan Kinerja Pusat Kajian Anggaran 

Penilaian kinerja "Laporan Kinerja Pusat Kajian Anggaran" dilakukan dengan metode 

Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka waktu tertentu. 

Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti jumlah output yang 
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akan dicapai/di luar kendall unit kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. 

Bentuk output-nya berupa Iaporan kinerja atas capaian output dan realisasi anggaran. 

Kinerja atas Laporan Kinerja Pusat Kajian Anggaran akan diperoleh di bulan 

Desember. Untuk pencapalan kinerja per bulan dalam aplikasi monitoring dan 

eatuasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu perdua betas). 

6. Indikator Kinerja: Laporan Tim Pusat Kajian Anggaran 

Penilalan kinerja Laporan Tim Pusat Kajian Anggaran" dilakukan dengan metode 

Hasil Akhir, yaitu akan dihitung sebagal output apabila kegiatan Tim tersebut tetah 

berakhir. Apabila output yang dihasilkan bukan berupa hardcopy, maka unit kerja 

harus menyusun laporan kegiatan. 

Junlah laporan tim yang ditaporkan sebagai kinerja ada!ah kegiatan tim yang bersifat 

Orang/Butan (OB). 
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PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA 
Satker Setjen 

Kode dan Nomenklatur : 002.01 .01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan 

Program 	 Tugas Teknis Lain nya Setjen DPR RI 

NO INDIKATOR KINERJA TARGET METODE JANGKA 

PERHITUNGA WAKTU 

N PENCAPAIAN 

Pesentase 100% Rekapitulasi 1 tahun/Januari- 

analisis/referensi!Iaporan Desember 2019 
tentang 	Akuntabilitas 
Keuangan 	Negara 	dan 
Kinerja KIL yang digunakan 

oleh DFR RI  

2. Jumlah 	 Dokumen 

Administrasi 	Pusat 	Kajian 

Akuntabilitas 	Keuangan 

Negara, terdiri atas: 

Rencana kegiatan Pusat 1 Dokumen Rekapitulasi 1 tahun/Januari- 
Akuntabilitas 	Keuangan Desember 2019 
Negara _____ 

Rencana 	keuangan 1 Dokumen Rekapitulasi 1 tahun/ Januari- 
Pusat 	Akuntabilitas Desember 2019 
Keuangan Negara ___________ ______________  

Laporan 1 Dokumen Rekapitulasi 1 tahun/ Januari- 

pertanggungjawaban Desember 2019 
Pusat 	Akuntabilitas 
Keuangan Negara 

Laporan 	Kinerja 	Pusat Dokumen 1 

__________  

Rekapitulasi 1 tahun! Januari- 

Akuntabilitas 	Keuangan Desember 2019 
Negara  

Penjelasan: 

1. Indikator Kinerja: Presentase analisis/referensi/laporan tentang Akuntabilitas 

Keuangan Negara dan Kirierja K/L yang digunakan oleh DPR RI 

Outcome dari Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (KAKN) adalah saat 

output berupa analisislreferensillaporan tentang Akuntabilitas Keuangan Negara dan 

Kinerja KIL digunakan oleh DPR RI. Batas "digunakan" adalah saat Pusat Panlak UU 

menyampaikan/menyerahkan basil kerjanya ke Anggota DPR RI. Pusat KAKN tidak 

WE 



dEpat mengintervensi/masuk ke dalam substansi apakah output yang dihasilkan akan 

digunakan dalam pembahasan tugas dan fungsi DPR RI. 

Sepanjang tahun 2019, Pusat KAKN menargetkan sebanyak 20 kajian sehingga 

untuk penghitungan kinerja bulanannya dapat dilihat sudah seberapa banyak kajian 

yang digunakan oleh DPR RI. Apabila real isasi hingga akhir tahun 2019 Iebih dari 20 

kaian, maka capaian kinerjanya dapat melebihi 100%. 

2. Indikator Kinerja: Rencana kegiatan Pusat Akuntabilitas Keuangan Negara 

Penilaian kinerja "Rencana kegiatan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara" 

dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumeri 

dalam jangka waktu tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit meniperkirakan 

secara pasti jumlah output yang akan dicapaildi luar kendali unit kerja dan 

dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Bentuk output-nya berupa laporan action 
plan. 

Kinerja atas Rencana kegiatan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara akan 

diperoleh di bulan Desember. Untuk pencapalan kinerja per bulan dalam aplikasi 

moiitoning dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1112 (satu per 

dua belas). 

3. Indikator Kinerja: Rencana keuangan Pusat Akuntabilitas Keuangan Negara 

Penilajan kinerja "Rencana keuangan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara" 

dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitu lasi dokumen 

dalam jangka waktu tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit meniperkirakan 

secara pasti jumlah output yang akan dicapal/di luau kendall unit kerja dan 

dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Bentuk output-nya berupa laporan cash 
planning. 

Kinerja atas Rencana keuangan Fusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara akan 

diperoleh di bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi 

moritoning dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per 

dua belas). 

4. Indikator Kinerja: Laporan pertanggungjawaban Pusat Akuntabilitas Keuangan 

Negara 

Penilaian kinerja "Laporan pertanggungjawaban Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan 

Negara" dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi 

dokumen dalam jangka waktu tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit 

memperkirakan secara pasti junilah output yang akan dicapaildi luar kendall unit kerja 

dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Bentuk output-nya berupa laporan 

pertanggungjawaban anggaran. 

Kine -ja atas Laporan pertanggungjawaijan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan 

Negara akan diperoleh di bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam 



aplikasi monitoring dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 

(satu per dua befas). 

5. Indikator Kinerja: Laporan Kinerja Pusat Akuntabilitas Keuangan Negara 

PeniJaian kinerja "Laporan Kinerja Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara 

dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen 

dalam jangka waktu tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan 

secara pasti jumlah output yang akan dicapai!di luar kendali unit kerja dan 

dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Bentuk output-nya berupa laporan kinerja 
atas capaian output dan realisasi anggaran. 

Kinerja atas Laporan Kinerja Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara akan 

diperoleh di bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi 

monitoring dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per 

dua belas). 
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PUSAT PENELITIAN 
Satker Setjen 

Kode Can Nornenklatur : 	002.01.01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan 

Program 	 Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI 

NO INDIKATOR KINERJA TARGET METODE iAkAAKfti1  

PERHITUNGAN PENCAPAIAN 

 sentasehasiIpeneIitian,10O% pjtuIasi n,Januari 
rnal, 	buku, 	Naskah Desember 2019 

Akademis, 	info 	singkat, 
oIicy Brief, Prociding dan 

survei yang digunakan oleh 

 Jumlah 	Dokumen 
Mministrasj 	Pusat 

Penetian, terdiri atas: 

Rencana 	kegiatan lDokumen Rekapitulasi 1 tahun/Januari- 
Pusat_Penelitian  Desember 2019 
Rencana 	keuangan 1 Dokumen Rekapitulasi 1 tahun! Januari- 
Pusat_Penelifian _______ Desember 2019 

C. 	Laporan 1 Dokumen Rekapitulasi 1 tahun/ Januail- 
pertanggungjawaban Desember 2019 
Pusat Penelitian 

d. 	Lapo ran Kji 	saf 

. 	

. 

1 tahun/Januarj- 
Penelitian Desember 2019 

Penjelasan: 

Indikator Kinerja: Persentase hasil penelitian, jurnal, buku, Naskah Akademis, 

info singkat, Policy Brief, Prodding dan survei yang digunakan oleh DPR RI 
Outcome dari Pusat PeneIitian adalah saat output berupa hasil penelitian, jurnal, 

buku, Naskah Akademis, info singkat, policy brief, prodding dan survei digunakan 

oIeh 	DPR 	RI. 	Batas 	"digunakan' 	adalah 	saat 	Pusat 	Penelitian 

menyampaikanlmenyerahkan hasil kerjanya ke Anggota DPR RI. Pusat Penelitian 

tidak dapat niengintervensi/masuk ke dalam substansi apakah output yang dihasilkan 

akai digunakan dalam pembahasan tugas dan fungsi DPR RI. 

Sepanjang tahun 2019, Pusat Penelitan menargetkan sebanyak 130 hasil 

penelitian/jurnal/buku! Naskah Akademis/info singkatlpolicy brief/prociding/survei 

sehingga untuk penghitungan kinenja bulanannya dapat dilihat sudah seberapa 

banyak hasil penelitian/jurnal/buku/ Naskah Akademis/info singkatlpolicy 
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brief/prociding/survel yang digunakan oleh DPR RI. Apabila realisasi hingga akhir 

tahun 2019 Iebih dari 130, maka capaian kinerjanya dapat melebihi 100%. 

2. Indikator Kinerja: Rencana kegiatan Pusat Penelitian 

Penilaian kinerja "Rencana kegiatan Pusat Penelitian" dilakukan dengan metode 

Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka waktu tertentu. 

Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti jumlah output yang 

akan dicapai/di luar kendafi unit kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. 

Bentuk output-nya berupa laporan action plan. 

Knerja atas Rencana kegiatan Pusat Penelitian akan diperoleh di bulan Desember. 

Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi monitoring dan evaluasi, dapat 

menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per dua belas). 

Indikator Kinerja: Rencana keuangan Pusat Penelitian 

Pe-iilaian kinerja "Rencana keuangan Pusat Penelitian" dilakukan dengan metode 

Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka waktu tertentu. 

Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secana pasti jumlah output yang 

akan dicapai/di luar kendali unit kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. 

Bentuk output-nya berupa laporan cash planning. 

Kinerja atas Rencana keuangan Pusat Penelitian akan diperoleh di bulan Desember. 

Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi monitoring dan evaluasi, dapat 

menggunakan penghitungan proses 1112 (satu per dua belas). 

Indikator Kinerja: Laporan pertanggungjawaban Pusat Penelitian 

Perilaian kinerja "Rencana keuangan Pusat Penelitian" dilakukan dengan metode 

Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokurnen dalam jangka waktu tertentu. 

Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti jumlah output yang 

akan dicapai/di luar kendall unit kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. 

Bentuk output-nya benupa laporan pertanggungjawaban anggaran. 

Kinerja atas Rencana keuangan Pusat Penelitian akan dipenoleh di bulan Desember. 

Untuk pencapaian kinenja per bulan dalam aplikasi monitoring dan evaluasi, dapat 

menggunakan penghitungan pnoses 1/12 (satu per dua belas). 

Indikator Kinerja: Laporan Kinerja Pusat Penelitian 

Penilalan kinenja "Laporan Kinerja Pusat Penelitian" dilakukan dengan metodE 

Rekapitulasi, yaitu berdasarkan nekapitulasi dokumen dalam jangka waktu tertentu. 

Metode tersebut dipilih kanena sulit memperkinakan secara pasti jumlah output yang 

akan dicapai/di Juan kendall unit kenja dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. 

Bentuk output-nya berupa laporan kinerja atas capaian output dan realisasi anggaran. 

Kinerja atas Laponan Kinerja Pusat Penelitian akan diperoleh di bulan Desember. 

Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi monitoring dan evaluasi, dapat 

menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu perdua belas). 
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DEPU11 BIDANG ADMINISTRASI 

Satker Setjen 

Kode dan Nomenklatur 	002.0101 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan 

Program 	 Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI 

METODE 
NO 	INDIKATOR KINERJA 	TARGET 

JANGKA 
WAKTU 

PERHITUNGAN 
PENCAPAIAN 

Persentase kepuasan Anggota 	67,5% 	Survei 10 bulan/ 
DPR 	RI 	terhadap dukungan Oktober20lg 
keprotokolan 
Persentase 	pertimbangan 100% Jumlah 12 bulan/ 
hukum kepada DPR RI pertimbangan Januri 2020 

hukum yang 
digunakan oleh DPR 

RI 
Persentase kepuasan Anggota 85% Survei 10 bulan! 
DPR RI terhadap kompetensi Oktober 2019 
SDM 

4, 	Persentase kepuasan Anggota 77,50% Survei 10 bulan! 
DPR 	RI 	terhadap dukungan Oktober 2019 
administrasi 	keuangan 	dan 

Persentase kepuasan Anggota 37,50% Survei 
per'alanan dinas 

 

DPR 	RI 	terhadap dukungan 
sarana dan prasarana 	edun 
Persentase kepuasan Anggota 67,5% Survel p DR 	RI 	terhadap dukungan 
umum  

Penjelasan; 

I. Indikator IQnerja: Persentase kepuasan Anggota DPR Rl terhadap dukungan 

keprotokotan 

Penghiturigan Kinerja "Persentase kepuasan Anggota DPR RI terhadap dukungan 

keprotokolan" dilakukan melalul Survel ke Anggota DPR RI. Kegiatan survei tidak 

dilaKukan secara mandiri, namun dengan menyisipkan pertanyaan atau menjadi salah 

satu bagian pertanyaan dari Survei Kepuasan Anggota DPR RI terhadap Dukungan 

Layanan Setjen dan BK DPR RI. 

Survei dilakukan untuk mengukur kinerja Setjen dan BK DPR RI tahun 2019 sehingga 

Anggota DPR RI yang menjadi sampel adalah Anggota DPR RI peniode 2014-2019. 

Angaota DPR RI periode 2019-2024 akan dilantik pada tanggal 1 Oktober 2019 
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sehingga kegiatan survei harus dilakukan pada bulan sebelumnya dan hasilnya dapat 

diperoleh paling Iambatdi bulan Oktober 2019. 

Knerja dinilai atas kecepatan, kualitas, dan ketepatan dalam memberikan pelayanan 

keprotokolan. 

2. Indikator Kinerja: Persentase pertmbangan hukum kepada DPR R 

Outcome dah indikator kinerja "Persentase pertimbangan hukum kepada DPR RI' 

adalah persentase atas pertimbangan hukum yang digunakan DPR RI. Ruang Iingkup 

"digunakan" saat pertimbangan hukum tersebut disampaikan ke DPR RI. Pihak 

kesetjenan tidak dapat mengendaIikan!mengjnteensj sampai sejauh mana 

pertimbangan hukum tersebut dimanfaatkan oleh DPR RI. 

Jangka waktu pencapaian kegiatan tersebut adalah satu tahun sehingga 

penghitungan kineria dapat dilihat pada akhir tahun berjalan atau awal tahun 

mendatang (1+1). Bagi unit kerja terkait (Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat) 

tidak dapat menghitung pencapaian per bulan karena kasus hukum yang dialami oleh 

DPR RI tidak dapat diprediksi/diestjmasi. Berctasarkan kondisi tersebut, maka kinerja 

dari indikator kinerja tersebut pada akhir tahun 2019 adalah 100% sepanjang Biro 

Hukum dan Pengaduan Masyarakat memberikan dukungan pertimbangan hukum 

bagi DPR RI. 

3. Inciikator Kinerja: Persentase kepuasan Anggota DPR RI terhadap kompetensi 

SDM 

Penghitungan Kinerja "Persentase kepuasan Anggota DFR RI terhadap kompetensi 

SDM" dilakukan melalui Survei ke Anggota DPR RI. Kegiatan survei tidak dilakukan 

secara mandiri, namun dengan menyisipkan pertanyaan atau menjadi salah satu 

bagan pertanyaan dari Survei Kepuasan Anggota DPR RI terhadap Dukungan 

Layanan Setjen dan BK DPR RI. 

Survei dilakukan untuk mengukur kinerja Setjen dan BK DPR RI tahun 2019 sehingga 

Anggota DPR RI yang menjadi sampel adalah Anggota DPR RI periode 2014-2019. 

Anggota DPR RI periode 2019-2024 akan dilantik pada tanggal, 1. Oktober 2019 

sehingga kegiafan survei harus dilakukan pada bulan sebeiumnya dan hasilnya dapat 

diperoleh paling Iambatdi bulan Oktober 2019. 

Kinenja dinilai atas kompetensi dan penilaku SDM. 

4. Indikator Kinerja: Persentase kepuasan Anggota DPR RI terhadap dukungan 

administrasi keuangan dan perjalanan dinas 

Penchitungan Kinenja "Persentase kepuasan Anggota DPR RI terhadap dukungan 

admiiistrasi keuangan dan perjalanan dinas" dilakukan melalui Survei ke Anggota 

DPR RI. Kegiatan survei tidak dilakukan secara mandirt, namun dengan menyisipkan 

pertanyaan atau menjadi salah satu bagian pertanyaan dari Survei Kepuasan 

Anggota DPR RI terhadap Dukungan Layanan Setjen dan BK DPR RI. 



Survei diIakukan untuk mengukur kinerja Setjen dan BK DPR RI tahun 2019 sehingga 

Anggota DPR RI yang menjadi sampel adalah Anggota DPR RI periode 2014-2019. 

Anggota DPR RI periode 2019-2024 akan dilantik pada tanggal 1 Oktober 2019 

sehingga kegiatan survei harus dilakukan pada bulan sebelumnya dan hasilnya dapat 

diperoleh paling Iambat di bulan Oktober 2019. 

Kinerja dini!ai atas kecepatan, kualitas, dan ketepatan dalam memberikan dukungan 

aministrasi keuangan dan perjalanan dinas. 

5. Indikator Kinerja: Persentase kepuasan Anggota DPR RI terhadap dukungan 

sarana dan prasarana gedung 

Penghitungan Kinerja Persentase kepuasan Anggota DPR RI terhadap dukungan 

sarana dan prasarana gedung" dilakukan melalui Survei ke Anggota DPR RI. 

Kegiatan survei tidak dilakukan secara mandiri, namun dengan menyisipkan 

pertanyaan atau menjadi salah satu bagian pertanyaan dari Survei Kepuasan 

Anggota DPR RI terhadap Dukungan Layanan Setjen dan BK DPR RI. 

Survei dilakukan untuk mengukur kinerja Setjen dan BK DPR RI tahun 2019 sehingga 

Anggota DPR RI yang menjadi sampel adalah Anggota DPR RI peniode 2014-2019. 

Arggota DPR RI periode 2019-2024 akan dilantik pada tanggal 1 Oktober 2019 

sehingga kegiatan survei harus dilakukan pada bulan sebelumnya dan hasilnya dapat 

diperoleh paling Iambatdi bulan Oktober 2019. 

Kinerja dinilai atas kualitas atas Ruang Kerja Anggota DPR RI, Ruang Rapat 

Paripurna dan Ruang Rapat AKD. 

6. Indikator Kinerja: Persentase kepuasan Anggota DPR RI terhadap dukungan 

urn urn 

Fenghitungan Kinerja "Persentase kepuasan Anggota DPR RI terhadap dukungan 

sarana dan prasanana gedung" dilakukan melalui Survei ke Anggota DPR RI. 

Kegiatan survei tidak dilakukan secara mandiri, namun dengan menyisipkan 

pertanyaan atau menjadi salah satu bagian pertanyaan dari Survei Kepuasan 

Anggota DPR RI terhadap Dukungan Layanan Setjen dan BK DPR RI. 

Surd'ei dilakukan untuk mengukur knerja Se:tjen dan BK DPR RI taiiun 2019 sehingga 

Anggota DPR RI yang menjadi sampel adalah Anggota DPR RI peniode 2014-2019. 

Anggota DPR RI periode 2019-2024 akan dilantik pada tanggal 1 Oktober 2019 

sehingga keg iatan survei harus dilakukan pada bulan sebelumriya dan hasilnya dapat 

diperoleh paling lambatdi bulan Oktober 2019. 

Kinela dinilai atas kecepatan, kijalitag, dan ketepatan layanan pengalaman dalam 

Gedung DPR RI dan kualitas Alat Rumah Tangga Kantor (ARTK) dan 

kelengkapannya pada nuang kerja Anggota DPR RI. 
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METODE 
PERHITUNGAN 

Total anggaran 
tahun 2019 
yang tidak 
diblokir 
terhadap total 
anggaran tahun 
2019 ________ 
Penghitungan 
oleh 
Kementerian 
Keuangan 

JANGKA WAKTU 
PEN CA PA IAN 

1 tahun! Desember 
2019/ 
Januari 2020 

1 tahun! Desember 
2019/ 
Januari 2020 

Penghitungan 
	

1 tahun! Desember 
oleh 
	

2019/ 
Kemen terian 
	

Jan uari 2020 

BRO PERENCANMN DAN KEUANGAN 

Satker Setjen 

Kode dan Nomenklatur 	002.01.01 Program Oukungan Manajemen Pelaksanaan 

Program 	 Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI 

NO INDIKATOR KJNEiATTGET 

Persentase 	hii 
pene!aahan/penejjtjan 
terhadap 	rencana 
anggaran unit kerja yang 
sesuai dengan peraturan 

Fersentase 	kualitas 
eaIuasi, monitoring dan 
kualitas laporan keuangan 
DPR 	RI 	melalui 
implementasi 
PngendaIian 	Internal 
Pelaporan 	Keuangan TK) 

ks indikatorkinerja 

ksanaan anggaran 
A) 

4, 	Persentase dukungan 
perjalanan dinas secara 
tepat waktu dan sesual 

I prosedur  

90% 

82% 

10 bulan! Oktober 
2019 

95% 	1 Survei 

Fenjelasan 

I. Indikator Kinerja: Persentase hasH penelaahan/penel it Ian terhadap rencana 

anggaran unit kerja yang sesuai dengan peraturan 

Penghitungan Kinerja "Persentase hasil penelaahan/peneljtian terhadap rencana 

anggaran unit kerja yang sesuai dengan peraturan" dilakukan dengan 

membandingkan antara total anggaran tahun 2019 yang tidak diblokir oleh 

Kerrenterian Keuangan terhadap total anggaran tahun 2019. 

Pen 'jebab suatu anggaran diblokir oleh Kementerian Keuangan adalah kurang efektif 

dan efisien dalam menyusun anggaran dan tidak lengkapnya data dukung. Biro 
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Perencanaan dan Keuangan sebagai leading sector dalam penyusunan program 

kerja dan anggaran berperan daam mengoordinasikan agar anggaran yang disusun 

oeh unit kerja di Iingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI efektif 

dan efisien serta dilengkapi dengan data dukung. 

Jangka waktu pencapaian kinerja adalah satu tahun karena meskipun pada DIPA 

(Awal) Tahun 2019 terdapat anggaran yang dibintang/blokir, Kementerian Keuangan 

memberikan kesempatan untuk revisi buka bintang/blokir hingga jangka waktu 

tertentu dalam tahun berjalan. 

2. Indikator Kinerja: Persentase kualitas evauasi, monitoring dan kualitas laporan 

keuangar, DPR RI rneJalui implementasi Pengendalian Internal Pelaporan 

Keuangan (PIPK) 

Penghitungan Kinerja "Persentase kualitas evaluasi, monitoring dan kualitas laporan 

keuangan DPR RI melalui irnp!ementasi Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan 

(PIPK)" dilakukan oleh Kementerian Keuangan yang didasarkan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, 

Penghitungan, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah 

Pusat. PIPK adalah pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan 

keyakinan yang memadal bahwa Iaporan keuangan yang dihasilkan merupakan 

Iaporan yang andal dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. 

Kinerja atas penghitungan PIPK tersebut akan diperoleh sekitar bulan Januari 2020. 

3. Indikator Kinerja: Indeks indikator kinerja pelaksanaari anggaran (IKPA) 

Penghitungan Kinerja "Indeks indikartor kinerja pelaksanaan anggaran (!KPA)" 

dilakukan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk 

mengukur kualitas kinerja peiaksanaan anggaran belanja Kementerian 

Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan 

anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang 

Mon taring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja KIL. 

Kinenja atas penghitungan 1KPA tersebu akan diperoleh sektar bulan Januari 2020, 

4. Indikator Kinerja: Persentase dukungan perjalanan dinas secara tepat wakti 

dan sesuai prosedur 

Penghitungan Kinerja "Persentase dukungan perjalanan dinas secara tepat waktu dan 

sesuai prosedu' dilakukan melalui Survei ke Anggota DPR RI. Kegiatan survei tidak 

dilakukan secara mandiri, namun dengan menyisipkan peanyaan atau menjadi salah 

satu bagian pertanyaan dari Survei Kepuasan Anggota DPR RI terhadap Dukungan 

Layanan Setjen dan BK DPR RI. 

Survei dilakukan untuk mengukurkinerja Setjen dan BK DPR RI tahun 2019 sehingga 

Angcota DPR RI yang menjadi sampel adalah Anggota DPR RI periode 2014-2019. 
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Aiggota DPR RI pehode 2019-2024 akan dilantik pada tanggal 1 Oktober 2019 

sehingga kegiatan survei harus dilakukan pada bulan sebelumnya dan hasilnya dapat 

diperoleh paling lambat di bulan Oktober 2019. 
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1 

NO 	INDIXATOR KINERJA 

Jumlah DokumenPerencanaan,17 
terdiri atas: dokumen 
1 	Draft Renstra Setjen dan 1 dokumen Hasil Akhir 

Badan Keahiian DPR RI 
2020-2024 

Perjanjian Kinerja 1 Dokumen Hasil Akhir 

KPJM 1 Dokumen Hasil Akhir 

RKA Usulan Satker Setjen 1 Dokumen 	Hasil Akhir 

RKA Usu Ian Satker Dewan 1 Dokumen 	Hasil Akhir 

Nojel RKA Usu Ian 1 Dokumen Hasi! Akhir 

RKA Pagu Indikatif Satker 1 Dokumen Hasil Akhir 
Setjen 

RKA Pagu Indikatif Satker 1 Dokumen HasH Akhir 
Dewan 

Nojel RKA Pagu Indikatif 1 Dokumen Hasil Akhir 

RKA Pau Anggaran Satker 	I Dokumen HasH Akfiir 
Setjen 

An gga ía n Sa tker 1Doku m en H asH Akh ir 
Dewan 

Nojel RKIA Pagu Anggaran
:TI =Dokumen khir 

RKA Alokasi Anggaran 1 Dokumen HasH Akhir 
Satker Setjen 

TARGET 	METODE 	JANGKA 
PERHIT%JNGAN 	WAKTU 

PENCAPAtAN 

Agustus 2019 

Nopember 
2019 

Agustus 2019 

April 2019 

Agustus 2019 

April 2019 

April 2019 

6 bulan/ 
Desember 
2019 

3 bulan! 
Maret 2019 
Januari 2019 

Maret 2019 

Maret 2019 

Maret 2019 

Satker Setjen 

Kode dan Nomenklatur 

Program 

BAGIAN PERENCANAAN 

J02.01.01 	rogram 	Dukungan 	Manajemen 

Pelaksanaan Tugas Tekr,is Lainnya 

Setjen DPR RI 

14. RKA Alokasi Anggaran 
Satker Dewan 

1 Dokumen I Hasil Akhir Nopember 
2019 
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INDKATOR KINERJA TARGET METODE JANGKA 

PERITUNGAN WAKTU 
PENCAPAAN 

5. Noje! RKA Alokasi Anggaran 1 Dokumen Hasil Akhir Nopember 2019 

16, Daftar Isian Pelaksanaan 1 Dokumen Hasil Akhir Desember 2019 
An 	aran DIPA 

17. Dokumen Rincian Anggaran 1 Dokumen Hasil Akhir 1 tahun/ 
Bia a RAB Revsi Desember20lg 

2. 	Jumlah Dokumen idministrasj 9 Dokumen 
Ba ian Ferencanaan, terdiri dan 
1, 	Rencana kegiatan Bagian 1 Dokumen Rekapitulasi 1 tahun/ 

Perencanaan Desember 2019 
2. 	Rencana keuangan. Bagian 1 Dokumen Rekapitulasi 1 tahun! 

Perencanaan Desember 2019 
3 	Laporan Tim Bagi'an 5 Dokumen Hasil Akhir 1 tahun 

Perencanaan 
Laporan pert anggungjawaban 1 Dokumen Rekapitulasi 1 tahun! 
Ba ian Perencanaan Desember 2019 
Laporan Kinerja Bagian 1 Dokumen Rekapitulasi 1 tahun/ 
Perencanaan Desember 2019 

Penjelasan 

1, Indikator Kinerja : Jurnlah Dokumen Perencanaan, terdiri atas: 

Draft Renstra Sekjen dan Badan Keahilan DPR RJ 20202024 

Penghitungan kinerja "Draft Renstra Setjen dan Badan Keahlian DPR RI 2020-2024" 

dilakukan dengan menggunakan metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai 

otput apabila output tersebut sudah selesai. Penyusunan Draft Renstra Setjen dan 

Badan Keahlian DPR RI 2020-2024 akan dilakukan selama enam bulan mulai bulan 

Juli-Desember 2019, Draft Renstra tersebut akan dihitung sebagai kinerja apabia 

telah selesaidi bulan Desember 2019. 

Perjanjian Kinerja 

Penghitungan kinerja 'Perjanjian Kinerja" dilakukan dengan menggunakan metode 

hasil akhhr, yaitu akan dhitung sebagai output apabila output tersebut sudah selesai. 

Penyusunan Perjanjian Kinerja dilakukan selama 3 bulan, mulai bulan Januari-Maret 

2019. Penandatanganan Perjanjian Kinerja dilakukan oleh seluruh Eselon I hingga 

Eselon IV. Kinerja 'Perjanjian Kinerja" dihitung sebagai output apabila sudah 

ditandatangani oleh minimal seluruh Eselon I dan Eselon II meskipun belum 

dibukukan/dicetak dalam bentuk buku, 
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KPJM 

Penghitungari kinerja "KPJM/Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah" dilakukan 

dengan metode hasil akhir, yaitu akan diNtung sebagai output apabila output 

tersebut sudah selesal. Pengisian KPJM dilakukan melalul aplikasi dan dilakukan 

pada bulan Januari 2019. Penyusunan KPJM dihitung sebagai output setelah 

pengisian di aplikasi selesai. 

RKA Usulan Satker Setjen 

enghitungan kinerja "RKA Usulan Satker Setjen" dilakukan dengan menggunakan 

metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apablla output tersebut sudah 

selesai, RKA Usulan Satker Setjen disusun sebagai bahan rapat dengan Badan 

Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI sehingga waktu pencapaian output tersebut 

disesuaikan dengan jadwal rapat BURT DPR RI. 

RKA Usulan Satker Dewan 

Penghitungan kinerja "RKA Usulan Satker Dewan" dilakukan dengari menggunakan 

netode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila output tersebut sudah 

selesai. RKA Usulan Satker Dewan disusun sebagai bahan rapat dengan Badan 

Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI sehingga waktu pencapaian output tersebut 

disesuaikan dengan jadwal rapat BURT DPR RI. 

Nojel RKA Usulan 

Penghitungan kinerja 'Nojel RKA Usulan" dilakukan dengan mengguriakan metode 

hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apab!Ia output tersebut sudah selesai. 

Nojel RKA Usulan disusun sebagai bahan rapat dengan Badan Urusan Rumah 

Tangga (BURT) DPR RI sehingga waktu pencapaian output tersebut disesuaikan 

dengan jadwal rapat BURT DPR RI. 

RKA Pagu Indikatif Satker Setjen 

Penghitungan kinerja RKA Pagu Indikatif Satker Setjen" dilakukan dengan 

menggunakan metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila output 

tersebut sudah selesai, RKA Pagu Indikatif Satker Setjeri disusun sebagaI bahan 

rapat dengan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI sehingga waktu 

pencapaian output tersebut disesuaikan dengan jadwal rapat BURT DPR RI. 

RKA Pagu Indikatif Satker Dewan 

Penghitungan kinerja 'RKA Pagu Indikatif Satker Dewan" dilakukan dengan 

menggunakan metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagal output apabila output 

tersebut sudah selesai. RKA Pagu Indikatif Satker Dewan disusun sebagai bahan 

rapat dengan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI sehingga waktu 

pencapaian output tersebut disesuaikan dengan jadwal rapat BURT DPR RI. 
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I. Nojel RKA Pagu Indikatif 

Penghitungan kinerja "Nojel RKA Pagu Indikatif dilakukan dengan menggunakan 

metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila output tersebut sudah 

selesai. Nojel RKA Pagu Indikatif disusun sebagal bahan rapat dengan Badan 

Uwsan Rumah Tangga (BURT) DPR RI sehingga waktu pencapaian output tersebut 

disesuaikan dengan jadwal rapat BURT DPR RI, 

RKA Pagu Anggaran Satker Setjen 

Penghitungan kinerja "RKA Pagu Anggaran Satker Setjen" dilakukan dengan 

menggunakan metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila output 

tersebut sudah se!esai. RKA Pagu Anggaran Satker Setjen disusun sebagai bahan 

rapat dengan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI sehingga waktu 

encapaian output tersebut disesuaikan dengan jadwal rapat BURT DPR RI. 

RKA Pagu Anggarari Satker Dewan 

Penghitungan kinerja "RKA Pagu Anggaran Satker Dewan" dilakukan dengan 

menggunakan metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagal output apabila output 

tersebut sudah selesai. RKA Pagu Anggaran Satker Dewan disusun sebagai bahan 

rapat dengan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI sehingga waktu 

pencapaian output tersebut disesuaikan dengan jadwal rapat BURT DPR RI. 

L Nojel RKA Pagu Anggaran 

Penghitungan kinerja "Nojel RKA Pagu Anggaran" dilakukan dengan menggunakan 

netode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila output tersebut sudah 

selesai. Nojel RKA Pagu Anggaran disusun sebagai bahan rapat dengan Badan 

Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI sehingga waktu pencapaian output tersebut 

disesuaikan dengan jadwal rapat BURT DPR RI. 

RKA Alokasi Anggaran Satker Setjen 

Fenghitungan kinerja "RKA Alokasi Anggaran Satker Setjen" dilakukan dengan 

menggunakan metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila output 

tersebut sudah selesai. RKA A!okasi Anggaran Satker Setjen disusun sebagai 

bahan rapat dengan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI sehingga waktu 

pencapaian output tersebut disesualkan dengan jadwal rapat BURT DPR RI. 

RKA Alokasi Anggaran Satker Dewan 

Penghitungan kinerja "RKA Alokasi Anggrn Satker Dewan" dilakukan dengan 

menggunakan metode hasil akhir, yaltu akan dihitung sebagai output apabila output 

tersebut sudah selesai. RKA Alokasi Anggaran Satker Dewan disusun sebagai 

bahan rapat dengan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI sehingga waktu 

pencapaian output tersebut disesuaikan dengan jadwal rapat BURT DPR RI. 
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Nojel RKA Alokasi Angga ran 

Penghitungan kinerja "Nojel RKA Alokasi Anggaran° dilakukan dengan 

menggunakan metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila output 

tersebut sudah selesai, Nojel RKA Alokasi Anggaran disusun sebagal bahan rapat 

dengan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI sehingga waktu pencapalan 

output tersebut disesuaikan dengan jadwal rapat BURT DPR RI. 

Daftar Isian PeJaksanaan Anggaran (DIPA) 

Penghitungan kinerja "Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)' dilakukan 

dengan metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila output 

:ersebut sudah selesai, DIPA disusun sebagai dasar bagi unit kerja dalam 

pelaksanaan anggaran sehingga harus diterbitkan sebelum tahun anggaran 

mendatang berjalan. DIPA secara umum diterbitkan di bulan Desember. 

Dokumen Rincian Anggaran Biaya (RAB) Revisi 

Penghitungan kinerja "Dokumen Rincian Anggaran Biaya (RAB) Revisi" dilakukan 

dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka 

waktu tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti 

jumlah output yang akan dicapai/di luar kendall unit kerja dan dilaksanakan 

sepanjang tahun anggaran. 

Kinerja atas Dokumen RAB Revisi akan diperoleh di bulan Desember. Untuk 

pencapaian kinerja per bulan dalam apllkasi monitoring dan evaluasi, dapat 

rnenggunakan penghitungan proses 1/12 (satu perdua belas). 

2. Iridikator Kinerja Jumlah Dokumen Administrasi Bagian Perencanaan, terdiri 

dan: 
a. Rencana kegiatan Bagian Perencanaan 

Penghitungan kinerja "Rencana kegiatan Bagian Perencanaan" dilakukan dengan 

rretode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka waktu 

tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti jumlah 

cutput yang akan dicapai!di luar kenda! unht kecja dan dilaksanakan sepanjang 

tahun anggaran. Bentuk output-nya berupa laporan action plan. 

Kirierja atas Rencana kegiatan Bagian Perencanaan akan diperoleh di bulan 

Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi monitoring dan 

evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per dua belas). 

. Rencana keuangan Bagian Perencanaan 

Penghitungan kinerja "Rencana keuangan Bagian Perencanaan" dilakukan dengan 

metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka waktu 

tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti jumlah 

output yang akan dicapai/di Iuar kendall unit kerja dan dilaksanakan sepanjang 

tahun anggaran. Bentuk output-nya berupa Iaporan cash planning. 
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Kinerja atas Rencana kegiatan Bagian Perencanaan akan diperoleh di bufan 

Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi monitoring dan 

evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per dua belas). 

C. Laporan Tim Bagian Perencanaan 

Penghitungan kinerja "Laporari Tim Bagian Perencanaan" dilakukan dengan metode 

Hasil Akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila kegiatan Tim tersebut telah 

berakhir. Apabila output yang dihasilkan bukan berupa hardcopy, maka unit kerja 

barus menyusun laporan kegiatan. 

Jumish laporan tim yang dilaporkan sebagai kinerja adalah kegiatan tim yang bersifat 

Jrang/Buan (OB). 

d. Laporan pertanggungjawabar, Bagian Perencanaan 

Penghitungan kinerja "Laporan pertariggungjawaban Bagian Perencanaan' 

dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen 

dalam jangka waktu tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan 

secara pasti jumlah output yang akan dicapai/di luar kendali unit kerja dan 

dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Bentuk output-nya berupa laporan 

pertanggungjawaban anggarar. 

Kinerja atas Laporan pertancigurgjawaban Bagian Perencanaan akan diperoleh di 

bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi monitoring dan 

evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per dua belas). 

e. Laporan Kinerja Bagian Perencanaan 

Penghitungan kinerja "Laporan Kinerja Bagian Perencanaan" dilakukan dengan 

netode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka waktu 

tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti jumlah 

output yang akan dicapai/di Juar kendali unit kerja dan dilaksanakan sepanjang 

tahun anggaran. Bentuk output-nya berupa laporan kinerja atas capaian output dan 

reaJisasi anggaran. 

Kinerja atas Lapocan Kinera Bagian Perencanaan akan diperoleh di butan 

Desember. Untuk pencapaiarr, kinerja per bulan dalam aplikasi monitoring dan 

evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per dua belas). 
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SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN DPR 

Satker Setjer 

Kode dan Nomenklatur : 002.01.01 	Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan 

Program 	 Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI 

INDIKATOR KINERJA TARGET METODE JANGKA 

PERHITUNGAN WAKTU 
PENCAPAIAN 

Draft Renstra DPR RI 2020- 1 dokumen Hasil Akhir 6 bulan! 
2324 Desember 2019 
KPJM 1 Dokumen Hasil Akhir Januari 2019 

RKA Usulan Satker Dewan 1 Dokumen Hasil AIhir Maret 2019 

Noje! RKA Usulan 1 Dokumen Hasi! Akhir Maret 2019 

RKA Pagu IndikatifSatker 1 Dokumen Hasil Akhft Apl 2019 
Dewan 
RKA Pagu Anggaran Satker 1 Dokumen Hasil Akhir Agustus 2019 
Dewan 
Nojel RKA Pagu Anggaran 1 Dokumen Hasi! Akhv Agustus 2019 

RKA Alokasi Anggaran Satker 1 Dokumen Hasil Akhir Nopember 

Daftar Isian Pelaksanaan 1 Dokumer, Hasil Akhir Desember 2019 
Anggaran (D!PA) 

Dokumen Rincian Anggaran 1 Dokumen Hasil Akhir 1 tahun/ 
Biaya (RAB) Revisi Desember 2019 

11 	Laoran Tim 2 Dokumen Hasil Alchit 1 tahun 

12. 	Laporan Knerja Bagian 	1 Dokumen l Rekapitiias 1 tahun/ 
Perencanaan Desember 2019 

Penjelasan: 
1, tndikator Kinerja Draft Renstra DPR RI 2020-2024 

Penghitungan kinerja "Draft Renstra DPR RI 2020-2024' dilakukan dengan 

menggunakan metode hashl akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila output 

tersebut sudah selesai. Penyusunan Draft Renstra DPR RI 2023-2024 akan dilakukan 

selama enam bulan mulai bulan Juli-September 2019, Draft Renstra tersebut akan 

dihiturg sebagal kinerja apabila telah selesai di bulan September 2019. 

151 



2. Indkator Kinerja KPJM 

Penghitungan kinerja "KPJM/Kerangka Fengeluaran Jangka Menengah' dilakukan 

dengan metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila output tersebut 

sudah se!esai. Pengisian KPJM dilakukan rnelalui aplikasi dan dilakukan pada bulan 

Jan uari 2019. Penyusunan KPJM dihitung sebagai output setelah pengisian di aplikasi 

selesai. 

3, Indkator Kinerja RKA Usulan Satker Dewan 

Penghitungan kinerja "RKA Usulan Satker Dewan" dilakukan dengan menggunakan 

metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagal output a pabila output tersebut sudah 

selesai. RKA Usulan Satker Dewan disusun sebagai bahan rapat dengan Badan 

Urusan Rurnah Tangga (BURT) DPR RI sehingga waktu pencapaiatl output tersebut 

disesuaikan dengan jadwal rapat BURT DPR RI. 

Indikator Kinerja Noj& RKA Usulan 

Penghitungan kinerja "Nojel RKA Usulan" dilakukan dengan menggunakan metode 

hash akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila output tersebut sudah selesai. 

Nojel RKA Usulan disusun sebagai bahan rapat dengan Badan Urusan Rumah Tangga 

(BURT) DPR RI sehingga waktu pencapaian output tersebut disesualkan dengan 

jadwal rapat BURT DPR RI. 

Indikator Kinerja RKA Pagu Indikatif Satker Dewan 

Perighitungan kinerja "RKA Pagu Indikatif Satker Dewan' dilakukan dengan 

menggunakan metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila output 

tersebut sudah selesai, RKJA Pagu Indikatif Satker Dewan disusun sebagal bahan rapat 

dengan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI sehingga waktu pencapaian 

output tersebut disesuaikan dengan jadwal rapat BURT DFR RI. 

Indikator Kinerja RKA Pagu Anggaran Satker Dewan 

Penghitungan kinerja "RKA Pagu Anggaran Satker Dewan" thakukan dengan 

menggunakan metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagal output apabila output 

terseut sudah selesai. RKA Pagu Anggaran Satker Dewan disusun sebagai bahan 

rapat dengan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI sehingga waktu 

pencapaian output tersebut disesuaikan dengan jadwal rapat BURT DPR RI. 

Indikator Kinerja Nojel RKA Pagu Anggaran 

Pengnitungan kinerja "Nojel RKA Pagu Anggaran" dilakukan dengan menggunakan 

metcde hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila output tersebut sudah 

selesai. Nojel RKA Pagu Anggaran disusun sebagai bahan rapat dengan Badan 
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Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI sehingga waktu pencapalan output tersebut 

disesuaikan dengan jadwal rapat BURT DFR RI. 

Jndikator Kinerja RKA Aokasi Anggarar Satker Dewan 

Penghitungan kinerja RKA Alokasi Anggaran Satker Dewan° dilakukan dengan 

menggunakan metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila output 

tersebut sudah selesai. RKA Alokasi Anggaran Satker Dewan disusun sebagai bahan 

rapat dengan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI sehingga waktu 

pencapaian output tersebut disesuaikan dengan jadwal rapat BURT DPR RI. 

Indikator Kinerja Daftar Isian P&aksanaan Anggaran (DIPA) 

Penghitungan kinerja 'Daftar Isan Pelaksanaan Anggaran (DIPA)" dilakukan dengan 

metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila output tersebut sudah 

selesai. DIPA disusun sebagal dasar bagi unit kerja dalarn pelaksanaari anggaran 

sehingga harus diterbitkan sebelum tahun anggaran mendatang berjalan. DIPA secara 

umum diterbitkan di bulan Desember. 

lOindikator Kinerja Dokumen Rincian Anggaran Biaya (RAB) Revisi 

Penghitungan kinerja Dokumen Rincian Anggaran Biaya (RAB) Revisi" dilakukan 

dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen cialam jangka 

waktu tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti jumiah 

outpit yang akan dicapai/di Iuar kendali unit kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun 

anggaran. 

Kinerja atas Dokumen RAB Revisi akan diperoleh di bulan Desember. Untuk 

pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi monitoring dan evaluasi, dapat 

merggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per dua belas). 

11. Indikator Kinerja Laporan Tim 

Penhitungan kinerja "Laporan Tim Bagian Perencanaan" dilakukan dengan metode 

Has I Akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila kegiatan Tim tersebut teish 

berakhir. Apabila output yang dihasilkan bukan berupa hardcopy, maka unit kerja harus 

menyusun laporan kegiatan. Jurnlah tim yang berada di baah koordinasi Kepala 

Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran DPR sebanyak 2 (dua) tim. 

12.Indikator Kinerja Laporan Kinerja Bagian Perencanaan 

Penghitungan kinerja 'Laporan Kinerja Bagian Perencanaan" dilakukan dengan metode 

Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka waktu tertentu. 

Metode tersebut dipitih karena sulit memperkirakan secara pasti jumlah output yang 

akar dicapai!di Iuar kendali unit kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. 

Bentuk output-nya berupa laporan kinerja atas capaian output dan realisasi anggaran. 
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Kinerja atas Laporan pertanggungjawaban Bagiari Perencanaan akan diperoleh di 

buln Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam ap!ikasi monitoring dan 

evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per dua belas). 
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SUB8AGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN 

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHUAN 
Satker Setjen 

Kode 	 dan : 002.01.01 	Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan 

Nomenklatur Program 	 Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI 

DKATOR KINERJA TARGET METODE JANGKA 

;1.Dra:ft~ Renstra 

PERHTUNGAN WAKTU 
______ _____  PENCAPAJAN 

 Setjen dan Badan 1 Dokumen Has ii Althir 6 bulan/ 
Keahlian DPR RI 2020-2024 Desember 2019 

 Perjanjian Kinerja 1 Dokumen Hasil Akhir 3 bulan! 
______ Maret 2019 

 RKA Usulan Satker Setjen 1 Dokumen Hasil Akhir Maret 2019 

 Ncjel RKA Usulan 1 Dokumen Hasil Akhir Maret 2019 

 RKA Pagu Indikatif Satker Setjen 1 Dokumen Hasil Akhir April 2019 

 Nojel RKA Pagu Indikatif 1 Dokumen khir April 2019 

 RKA Pagu Anggaran Satker 1 Dokumen EHasil khir Agustus 2019 
Setjen ________ 

 RKA Alokasi Anggaran Satker 1 Dokumen Hasil Akhir Nopember 2019 
Setjen 

 NoeI RKA Alokasi Anggaran 1 Dokumen Hasil Akhir Agustus 2019 

10 DoKumen Rincian Anggaran 1 Dokumen Hasil Akhir 1 tahun/ 
Biaya Desember 2019 
(RAB) Revisi 

11 Rencana kegiatan Bagian 1 Dokumen Rekapitulasi 1 tahun/ 
Perencanaan Desember 2019 

12 Renanakeuangan Bagian 	1 1 Dokumen Rekapitulasi 
er 2019 

13 Laporan Tim 	 3 Dokumen 	Hasil Akhir 1 tahun/ 
______________ Desember 2019 
Rekapitu(asi 

Bacian  er 2019 
Perencanaan 
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Penjeiasan: 

Indikator Kinerja; Draft Renstra Setjen dan Badan Keahl Ian DPR RI 2020-2024 

Fenghitungan kinerja Draft Renstra Setjen dan Badan Keahlian DPR RI 2020-2024 

d Iakukan dengan menggunakan metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai 

oitput apabila output tersebut sudah selesai. Penyusunan Draft Renstra Setjen dan 

Badan Keahlian DPR RI 2020-2024 akan dilakukan selama enam bulan mulai bulan 

Juli-Deserriber 2019. Draft Renstra tersebut akan dihitung sebagai kinerja apabila 

teiah selesai di bulan Desember 2019 

2. 	Indikator Kinerja: Perjanjian Kinerja 

Penghitungan kinerja "Perjanjian Kinerja' dilakukan dengan menggunakan metode 

hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila output tersebut sudah selesai. 

Penyusunan Perjanjian Kinerja dilakukan selama 3 bulan, mulai bulan Januari-Maret 

2019. Penandatanganan Peranjian Kinerja dilakukan oleh seluruh Eselon I hingga 

Eselon IV. Kinerja "Perjanjian Kinerja" dihitung sebagai output apabila sudah 

ditandatangani oleh minimal seluruh Eselon I dan Eselon II meskipun belum 

di bukukan/dicetak dalam bentuk buku. 

fndikator Kinerja: RKA Usulan Satker Setjen 

Penghitungan kinerja "RKA Usulan Satker Setjen" dilakukan dengan menggunakan 

metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila output tersebut sudah 

selesai. RKA Usulan Satker Setjen disusun sebagai bahan rapat dengan Badan 

Unsan Rumah Tangga (BURT) DPR RI sehingga waktu pencapaian output tersebut 

disesuaikan dengan jadwal rapat BURT DPR RI, 

Indikator Kinerja: Nojel RKA Usulan 

Penghitungan kinerja "Nojel RKA Usulan" dilakukan dengan menggunakan metode 

hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila output tersebut sudah selesai, 

Nojel RKA Usulan disusun sebagai bahan rapat dengan Badan Urusan Rumah 

Tangga (BURT) DPR RI sehingga waktu pencapaian output tersebut disesuaikan 

denan jadwal rapat BURT DPR RI. 

tndikator Kinerja: RKA Pagu Indikatif Satker Setjen 

Penghitungan kinerja "RKA Pagu Indikatif Satker Setjen" dilakukan dengan 

menggunakan metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila output 

tersebut sudah selesai. RKA Pagu Indikatif Satker Setjen disusun sebagai bahan 

rapat dengan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI sehingga waktu 

pencapaian output tersebut disesuaikan dengan jadwal rapat BURT DPR RI. 

indikator Kinerja: Nojel RKA Pagu Indikatif 

Penghitungan kinerja "Nojel RKA, Pagu Indikatif dilakukan dengan menggunakan 

metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila output tersebut sudah 
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sefesai. Nojel RKA Pagu Indikatif disusun sebagai bahan rapat dengan Badan Urusan 

Rmah Tangga (BURT) DPR RI sehingga waktu pencapaian output tersebut 

disesuaikan dengan jadwal rapat BURT DPR RI. 

indikator Kinerja: RKA Pagu Anggaran Sather Setjen 

Penghitungan kinerja "RKA Pagu Anggaran Satker Setjen" dilakukan dengan 

menggunakan metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila output 

tersebut sudah selesai. RKA Pagu Anggaran Satker Setjen disusun sebagai bahan 

rapat dengan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI sehingga waktu 

pencapaian output tersebut disesuaikan dengan jadwal rapat BURT DPR RI. 

Indikator Kinerja: RKA Akskasi Anggaran Satkar Setjen 

Penghitungan kinerja "RKA Alokasi Anggaran Satker Setjen' dilakukan dengan 

menggunakan metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila output 

tersebut sudah selesai, RKA Alokasi Anggaran Satker Setjen disusun sebagai bahan 

rapat dengan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DFR RI sehingga waktu 

pencapaian output tersebut disesuaikan dengan jadwal rapat BURT DPR RI. 

Indikator Kinerja: Nojel RKA Alokasi Anggaran 

Fenghitungan kinerja "Nojel RKA Alokasi Anggaran" dilakukan dengan menggunakan 

metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila output tersebut sudah 

selesai. Nojel RKA Alokasi Arggaran disusun sebagai bahan rapat dengan Badan 

Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI sehingga waktu pencapaian output tersebut 

disesuaikan dengan jadwal rapat BURT DPR RI. 

Indikator Kinerja: Dokumeri Rincian Anggaran Biaya (R.AB) Revisi 

Penghitungan kinerja "Dokumei Rincian Anggaran Biaya (RAB) Revisi" dilakukan 

dengan metode RekapituIasi yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka 

waktu tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti 

junlah output yang akan dicapaildi Iuar kendali unit keda dan dilaksanakan sepanjang 

tahun anggaran. 

Kinerja atas Dokumeri RAB Revisi akan diperoteh di buian Desember. Untuk 

pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi monitoring dan evaluasi, dapat 

menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per dua belas). 

Indikator Kinerja: Rencana kegiatan Bagian Perencanaan 

Peghitungan kinerja "Rencana kegiatan Bagian Perencanaan" dilakukan dengan 

metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka waktu 

tertentu. Metode tersebut dipiIh karena sulit memperkirakan secara pasti jumlah 

output yang akan dicapai/di luar kendali unit kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun 

anggaran. Bentuk output-nya berupa laporan action plan. 
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Kinerja atas Rencana kegiatan Bagian Ferencanaan akan diperoleh di bulan 

Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan daam aplikasi monitoring dan 

eaJuasi, dapatmenggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per dua belas). 

1ndkator Kinerja: Rencana keuangan Bagian Perencanaar 

Penghitungan kinerja "Rencana keuangan Bagian Perencanaan" dilakukan dengan 

metode Rekapitu!asi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka waktu 

tertentu. Metode tersebut dipi!ih karena sulit memperkirakan secara pasti jumlah 

cutput yang akan dicapai/di luar kendall unit kerja dan ditaksanakan sepanjang tahun 

anggaran. Ben tuk output-nya berupa laporan cash planning. 

Kinerja atas Rencana keuangan Bagian Perencanaan akan diperoleh di bulan 

Desember, Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam apilkasi monitoring dan 

evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per dua belas). 

Indikator Kinerja: Laporan Tim 

Penghitungan kinerja "Laporan Tim" dilakukan dengan metode Hasil Akhir, yaitu akan 

dihitung sebagai output apabila kegiatan Tim tersebut telah berakhir. Apabila output 

	

yang dihasilkan bukan berupa hardcopy, maka unit kerja harus menyusun laporan 

kegiatan. 

Jumiah laporan tim yang dilaporkan sebagai kinerja adalah kegiatan tim yang bersifat 

Orang/Bulan (OB). 

Indikator Kinerja: Laporan pertanggungjawaban Bagian Perencanaan 

Penghitungan kinerja "Laporan pertanggungjawaban Bagiari Perencanaan" dilakukan 

dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitufasi d;okumen dalam jangka 

waktu tertentu. Metode tersebut dipillh karena sulit menrerkirakan secara pasti 

jumah output yang akan dicapai/di luar kendali unit kea dan dilaksanakan sepanjang 

tahun anggaran. Bentuk output-nya berupa laporan pertanggungjawaban anggaran. 

Kinerja atas Laporan pertanggungjawaban Bagian Perencanaan akan diperoleh di 

bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan dalarn aplikasi monitoring dan 

evauasi., dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 satu per dia betas). 
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BAGAN EVALUAS1 DAN PELAPORAN 

Satker Setjen 

Kode dan Nomenklatur : 00201.01 	Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan 

Program 	 Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI 

NO INDIKATOR KNERJA TARGET METODE JANGKA 
PERHITUNGAN WAKTU 

________  PENCAPAIAN 
1. Jumlah 	Dokumen 	Evaluasi, 36 

\4onitoring, 	dan 	Pelapo ran, dokumen 
erdiri atas: 

 Laporan Realisasi 1 Dokumen Hasil Akhir 
Triwulan I 

 Laporan Realisasi 1 Doku men Hasil Akhir 
Triwulan II 

 Laporan Realisasi 1 Dokumen Hasil Akhir 
Triwulan III ___________ 

 Laporan Realisasi 1 Dokumen Hasil Akhir 
Triwufan IV 

 Revisi Satker Setjen 7Dokumen Hasil Akhir  
 Revisi Satker Dewan 7 Dokumen Hasil Akhir  
 Laporan Triwu Ian 1 1 Dokumen Hasil Akhir  
 Laporan Semester 1 1 Dokumen Hasil Akhir  
 Laporan Triwulan 3 1 Dokumen Hasil Akhir  

 Laporan Tahunan 1 Dokumen Hasil Akhir 
Unaudited 

 Laporan Tahunan Audited 1 Dokumen Hash! Akhir  
•  Laporan Keuangan 12 Hasil Akhir 

Bulanan Dokumen 
13. Laporan Monitoring dan 1 Dokumen Rekapitulasi 1 tahun! 

Evaluasi Deseniber 
2019 

2, 	Jumlah Dokumen Administrasi 9 dokumen 
Eagian Evaluasi, Monitoring, 
dan Pelaporan, terdari atas: 

1. Rencana kegiatan Bagian 1 Dokumen Rekapitulasi 1 tahun/ 
Evaluasi, Monitoring, dan Desember 
Peporan -.  2019 
rwnuaria euangan 

0 ian Evaluasi, 
itoring, dan 

Petaporan 

1 Uokumen Rekapitulasi 	1 tahunl 
Desember 
2019 
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1 Laporan Tim Bagian 
Evaluasi, Monitoring, dan 
PeIa oran 

5 Dokumen Hasil Akhir 1 tahun 

Laporan 	 1 Dokumen Rekapitulasi 1 tahun! 
pertanggungjawaban Desember 
Bagian EvaIusi, 2019 
Monitoring, dan 
Pelaporan 
Laporan Kinerja Bagian 	1 Dokumen Rekapitulasi 1 tahun! 
Evaluasi, Monitoring, dan Desember 
Pelaporan 2019 

Penjelasan: 
1. hidikator Kinerja; Jumlah Dokurnen Evakias, Monitoñng, dam Peaporan, terdiri 

atas: 

Laporan Realisasi Tñwutan I 

Penghitungan kinea "L.aporan Realisasi Triwulan I" dilakukan dengan 

menggunakan metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila 
output tersebut sudah se!esai. Laporan Realisasi Triwulan I disusun sebagai 

bahan rapat dengan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI sehingga 

waktu pencapaian output tersebut disesuaikan dengan jadwal rapat BURT DPR 

RI. 

Laporan Reaflsasi Triwulan U 

Penghitungan kinerja "Laporan Realisasi Triwulan II" dilakukan dengan 

menggunakan metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila 
output tersebut sudah selesai. Laporan Realisasi Triwulan I disusun sebagai 

bahan rapat dengan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI sehingga 

waktu pencapalan output tersebut disesuaikan dengan jadwal rapat BURT DFR 

RI. 

Laporar, Realisasi Triwulan m 
enghitungan kinerja "Laporan Realisasi Triwulan III" dilakukan dengan 

menggunakan metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila 
output tersebut sudah selesai. Laporan Realisasi Triwulan I disusun sebagai 

bahan rapat dengan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI sehingga 

waktu pencapaian output tersebut disesuaikan dengan jadwal rapat BURT DPR 

RI. 

Laporan Realisasi Triwulan IV 

Penghitungan kinerja 'Laporan Realisasi Triwulan IV" dilakukan dengan 

menggunakan metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabita 
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output tersebut sudah selesal. Laporan Realisasi Triwulan I disusun sebagai 

bahan rapat dengan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) OPR RI sehingga 

waktu pencapaian output tersebut disesuaikan dengan jadwal rapat BURT DPR 

RI. 

Revisi Satker Setjen 

Penghitungan kinerja "Revisi Satker Setjen" dilakukan dengan menggunakan 

metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila output tersebut 

sudah selesai. Revisi yang dihitung sebagai output adalah revisi yang menjadi 

kewenangan Kementerian Keuangan. Revisi kewenangan KPA (P0K) tidak 

dihitung sebagai output. 

Revisi Satker Dewan 

Penghitungan kinerja "Revisi Satker Dewan" dilakukan dengan menggunakan 

metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila output tersebut 

sudah selesai. Revisi yang dihitung sebagai output adalah revisi yang menjadi 

kewenangan Kementerian Keuangan. Revisi kewenangan KPA (P0K) tidak 

dihitung sebagai output. 

Laporan Triwulan I 

Penghitungan kinerja "Laporan Triwulan 1' dilakukan dengan menggunakan 

metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila output tersebut 

sudah selesai. Laporan dihitung sebagai output setelah ditandatangani oleh 

Sekjen. 

Laporan Semester I 
Penghitungan kinerja "Laporan Semester 1" dilakukan dengan menggunakan 

metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila output tersebut 

sudah selesai. Laporan dihitung sebagai output setelah ditandatangani oleh 

Sekjen. 

Laporan Triwulan 3 

enghitungan kinerja "Laporan Triwulan 3" dilakukan dengan menggunakan 

metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagah output apabila output tersebut 

sudah selesai. Laporan dihitung sebagai output setelah ditandatangani oleh 

Sekjen. 

Laporan Tahunan Unaudited 

Penghitungan khnerja "Laporan Tahunan Unaudited' dilakukan dengan 

menggunakan metode hasil akhir, yaitu akan dihtung sebagai output apabila 
output tersebut sudah selesai. Laporan dihitung sebagai output setelah 
ditandatangani oleh Sekjen. 
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Laporan Tahwan Audited 

Fenghitungan kinerja "Laporan Tahunan Unaudited" dilakukari dengan 

menggunakan metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagal output apabila 
output tersebut sudah selesal. Laporan dihitung sebagal output setelah 

mendapatkan laporari audit dari BPK. 

Laporan Keuangan Buanan 

Penghitungan kinerja "Laporan Keuangan Bulanan" dilakukan dengan metode 

hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila output tersebut sudah 

selesal. Laporan dihitung sebagai output setelah ditandatangani oleh Sekjen. 

Untuk pencapaian kinerja per bulan, dapat menggunakan penghitungan proses 

1/12 (satu per dua belas). 

Laporan Montoring dan Evauasi 

Penghitungan kinerja "Laporan Monitoring dan Evaluasi" dilakukan dengan metode 

Rekapitulasi yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka waktu tertentu. 

Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti jumlah output 

yang akan dicapai/di Juar kendall unit kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun 

anggaran. Bentuk output-nya berupa laporan monitoring dan evaluasi atas kinerja 

Setjen dan BK OPR RI sepanjang tahun 2019. Untuk pencapalan kinerja per 

butan, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu perdua belas). 

2. Indikator Kinerja : Jum!ah Dokumen Administrasi Bagian Evaluasi, Monitoring, 

dan Peiaporan, terdari atas: 

Rencana kegiatan Bagian Evaluasi, Monitoring, dan Pelaporan 

Penghitungan kinerja "Rencana kegiatan Bagian Eva!uasi, Monitoring, dan 

Felaporan" dilakukari dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi 

dokumen dalam jangka waktu tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit 

memperkirakan secara pasti jumlah output yang akan dicapai/di luar kendall unit 

kenja dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Bentuk output-nya berupa 
laporan action p/an. 

Kinerja atas Rencana kegiatan Bagian Evaluasi, Monitoring, dan Pelaporan akan 

diperoleh di bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi 

monitoring dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per 

dua belas). 

Rencana keuangan Bagian Evaluasi, Monitoring, dan Petaporan 

Penghitungan kinerja "Rencana keuangan Bagian Evaluasi, Monitoring, dan 

Pelaponan" dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan nekapitulasi 

dokumen dalam jangka waktu tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit 

memperkirakan secana pasti jumlah output yang akan dicapai!di luar kendali unit 
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kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Bentuk output-nya berupa 

laporan cash planning. 

Kinerja atas Rencana keuangan Bagian Evaluasi, Monitoring, dan Pelaporan akan 

diperoteh di buian Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi 

monitoring dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per 

dua belas). 

Laporan Tim Bagian Evauasi, Monitoring, dan Pelaporan 

Penghitungan kinerja 'Laporan Tim Bagian Evaluasi, Monitoring, dan Pelaporan" 

dilakukan dengan metode Hasil Akhir, yaitu akan dihitung sebagal output apabila 

kegiatan Tim tersebut teiah berakhir. Apabila output yang dihasUkan bukan berupa 

hardcopy, maka unit kerja harus menyusun laporan kegiatan. 

Jumlah laporan tim yang dilaporkari sebagai kinerja adalah kegiatan tim yang 

bersifat Orang/Bulan (OB). 

Laporan pertanggungjawaban Bagian Evauasi, Monitoring, dan Pelaporan 

Penghitungan ki nerja "Laporan pertanggungjawaban Bagian Evaluasi, Monitong, 

dan PeJaporan" dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan 

rekapitulasi dokumen dalam jangka waktu tertentu. Metode tersebut dipilih karena 

sulit memperkirakan secara pasti jumlah output yang akan dicapai/di luar kendali 

unit kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Bentuk output-nya berupa 

laporan pertanggungjawaban anggaran. 

Kinerja atas Laporan pertanggungjawaban Bagian Evaluasi, Monitoring, dan 

Pelaporan akan diperoleh di bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan 

dalam aplikasi monitoring dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 

1/12 (satu per dua belas). 

Laporan Kinerj,a Bagian Evaluasi, Monitoring, dan Petaporan 

Penghitungan kinerja "Laporan Kinerja Bagian Evaluasi, Monitoring, dan 

eIaporan" dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi 

dokurneri dalam jangka waktu tertentu. Metode tersebut dipUih karena suit 

memperkirakan secara pasti jumlah output yang akan dicapai/di luar kendali unit 

kerja dan diiaksanakan sepanjang tahun anggaran. Bentuk output-nya berupa 

laporan kinerja atas capaian output dan realisasi anggaran. 

Kinerja atas Laporan pertanggungjawaban Bagian Evaluasi, Monitoring, dan 

Pelaporan akan diperoleb di bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan 

dalam aplikasi monitoring dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 

1/12 (satu per dua belas). 
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SUBBAGJAN MONITORING DAN EVALUAS 

Satker Setjen 

Kode Jan Nomenklatur 	002.01,01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan 

Program 	 Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI 

INDIKATOR KiNERJA TARGET 	METODE JANGKA 
PERHITUNGAN WAKTU 

L PENCAPAIAN 
I. Laporan Realisasi Triwulan I 1 Hasil Akhir 

L jpkumen  

 Laporan Realisasi Triwulan II 1 Hasil Akhir 
Jpkumen  

 Laporan Realisasi Triwulan UI 1 Hasil Akhir 
Dokumen 

 Laporan Realisasi Triwulan IV 1 Hasil Akhir 
Dokumen 

Revisi Satker Setjen 7 Hasil Akhir 
jpkumen  

 Revisi Satker Dewan 7 Hasil Akhir 

Lppkumen  

 Laporan Monitoring dan 1 	1  Rekapitulasi 
Eva!uasi 	 Jckumen  

B. Rencana kegitan Subbagian 1 Rekapitulasi 1 tahun/ 
Evaluasi dan Monitoring pkumen Desember 2019 

 Rencana keuangan Subbagian 1 Rekapitulasi 1 tahun/ 
Evaluasi dan Monitoring okumen Desember 2019 

 Laporan pertanggungjawaban 1 Rekapitulasi 1 tahun/ 
Subbagian Evaluasi dan Dokumen Desember 2019 

L_ Monitoring  

1 Laporan kinerja Subbagian 1 	Rekapitulasi 1 tahun/ 
Monitoring Dokucnen Desember 2019 

-iasi Akhir 
Dkcimn 	I 

Pen jelasan 

I. 	Irdikator Kinerja Laporari Reahsasi Triwulan 

Panghitungan kinerja 'Laporan Realisasi Triwulan I" dilakukan dengan 

menggunakan metode hashl akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila output 

tersebut sudah selesai. Laporan Realisasi Triwulan I disusun sebagai bahan rapat 

dengan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI sehingga waktu pencapaian 

cutput tersebut disesuaikan dengan jadwal rapat BURT DPR RI. 
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Indikator Kinerja Laporan ReaJisasi Triwulan H 

Penghitungan kinerja "Laporan Realisasi Triwulan II" dilakukan dengan 

menggunakan metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila output 

tersebut sudah selesai. Laporan Reahisasi Iriwulan I disusun sebagai bahan rapat 

dengan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI sehingga waktu pencapaian 

output tersebut disesuaikan dengan jadwal rapat BURT DPR RI. 

Iridikator Kinerja Laporan ReaHsasi TriwuJan JR 

Renghitungan kinerja 	Laporan Realisasi Triwuan 	II' dilakukan dengan 

menggunakan metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila output 

tersebut sudah selesai. Laporan Reahisasi Triwulan I disusun sebagai bahan rapat 

dengan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI sehingga waktu pencapahan 

output tersebut disesuaikan dengan jadwal rapat BURT DPR RI. 

Indikator Kinerja Laporan Realisasi Triwulan IV 

Penghitungan kinerja "Laporan Realisasf Triwuan II' dilakukan dengan 

menggunakan metode hasil akhir, yabtu akan dihitung sebagai output apabila output 

tersebut sudah selesai. Laporan Realisasi Triwulan I disusun sebagai bahan rapat 

dengan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI sehThgga waktu pencapaian 

output tersebut disesuaikan dengan jadwal rapat BURT DPR RI. 

Indikator Kinerja Revisi Satker Setjen 

Penghitungan kinerja "Revisi Satker Setjen" dilakukan dengan rnenggunakan 

metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila output tersebut sudah 

selesai. Revisi yang dihitung sebagai output adalah revisi yang menjadi 

kewenangan Kementerian Keuangan. Revisi kewenangan KPA (P0K) tidak dihitung 

sebagai output. 

Indikator Kinerja Revisi Satker Dewan 

Fenghitungan kinerja "Revisi Satker Dewan dilakukan dengan menggunakan 

metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila output tersebut sudah 

selesai. Revisi yang dthftung sebaga output ada?ah reisi yang menjadi 

kewenangan Kementerian Keuangan. Revisi kewenangan KPA (P0K) tidak dihitung 

sebagai output. 

Indikator Kinerja Laporan Monitoring dan Evauasi 

Penghitungan kinerja "Laporan Monitoring dan Evaluasi" dilkukan dengan metode 

Rekapitulasi yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka waktu tertentu. 

Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti jumlah output yang 

akan dicapai!di luar kendahi unit kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. 

Bentuk output-nya berupa laporan monitoring dan evaluasi atas kinerja Setjen dan 
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BK DPR RI sepanjang tahun 2019. Untuk pencapaian kinerja per bulan, dapat 

menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu perdua belas).. 

8. 	Jndikator KJnerja Rencana kegiatan Subbagian Evaluasi dan Monitoring 

Penghitungan kinerja "Rencana kegiatan Subbagian Evaluasi dan Monitoring" 

iIakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen 

dalam jangka waktu tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan 

secara pasti jumlah output yang akan dicapai/di luar kendali unit kerja dan 

dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Bentuk output-nya berupa laporan action 

plan. 

Kinerja atas Rencana kegiatan Subbagian Evaluasi dan Monitoring akan diperoleh 

di bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi monitoring 

dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu perdua belas). 

9. 	!ndikator Knerja Rencana keuangan Subbagian Evatuasi dan Monitoring 

Penghitungan kinerja "Rencana keuangan Subbagian Evaluasi dan Monitoring" 

dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen 

dalam jangka waktu tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan 

secara pasti jumlah output yang akan dicapai/di luar kendali unit kerja dan 

diiaksanakan sepanjang tahun anggaran. Bentuk output-nya berupa laporan cash 
planning. 

Kinerja atas Rencana keuangan Subbagian Evaluasi dan Monitoring akan diperoleh 

d bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi monitoring 

dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per dua belas). 

10. Indikator Kinerja Laporan pertanggurigjawabar, Subbagian Evaluasi dan 

Monitoring 

Penghitungan kinerja "Laporan pertanggungjawaban Subbagian Evaluasi dan 

Monitoring" dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi 

dokumen dalam jangka waktu tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit 

memperkirakan secara pasti jumtah output jar.g akar dicapai/di kiar k.endali unit 

karja dan di!aksanakan sepanjang tahun anggaran. Bentuk output-nya berupa 

laporan pertanggungjawaban anggaran. 

Kinerja atas Laporan pertanggungjawaban Subbagian Eva!uasi dan Monitoring akan 

diperoleh di bulan Desember, Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi 

rronitoring dan evaluasi, dapat nienggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per 

dua belas). 

11. hdikator Kinerja Laporan kinerja Subbagian Evaluasi dan Monitoring 

Penghitungan kinerja "Laporan Kinerja Subbagian Evaluasi dan Monitoring" 

di akukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen 

da am jangka waktu tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan 
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secara pasti jumtah output yang akan dicapai/di luar kendali unit kerja dan 

dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Bentuk output-nya berupa laporan kinerja 

atas capaian output dan realisasi anggaran. 

Kinerja atas Laporan kinerja Subbagian Evaluasi dan Monitoring akan diperoleh di 

bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan daiam aplikasi monitoring dan 

evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per dua belas) 

12. 	Indikator Kinerja Laporan Tim 

Fenghitungan kinerja "Laporan Tim" dilakukan dengan metode Hasil Akhir, yaitu 

akan dihitung sebagai output apabila kegiatan Tim tersebut te!ah berakhir. Apabila 

output yang dihasilkan bukan berupa hardcopy, maka unit kerja harus menyusun 

iaporan kegiatan. 

Jumlah laporan tim yang difaporkan sebagai kinerja adalah kegiatan tim yang 

bersift Orang/Bulan (OB). 
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SUB8AGAN PELAPORAN 

Satker Setjen 

Kode dan Nomenklatur 	002.01.01 	Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan 

Program 	 Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI 

NO INDIKATOR KINERJA TARGET ~~METOD~  
N 

JANGKA 
WAKTU 

PENCAPAAN 
1. Laporan Triwu Ian! 1 Dokumen Hasil Akhir 
2. Laporan Semester I 1 Dokumen Hasil Akhir 

3. Laporan Triwulan III lDokumen 	I HasilAkhir  

4. Laporan Tahunan Unaudited 1 Dokumen 	I Hasil Akhir 

5. Laporan Tahunan Audited 2 Dokumen Hasil Akhir 

6. Laporan Keuangan Bulanan 12 	Hasil Akhir 
Dokumen 

7. Rencaria kegiatan Subbagian 
Pelaporan 

1 Dokumen 	Rekapitulasi 1 tahun! 
Desember 2019 

8. Rencana keuangan Subbagian 
Felaporan 

1 Dokumen 	I Rekapitulasi 1 tahuri/ 
Desember 2019 

9. Laporan 	pertanggungjawaban 
Subbagian Pelaporan 

1 Dokumen 	i Rekapitulasi 	Ii tahun! 
Desember 2019 

10. L:poran 	kinerja 	Subbagian 1 Dokumen 	Rekapitulasi 1 tahun/ 
erer 2019 

L i Laporan tim 2 Dokumen 	Hasil Akhir 1 tahun 

Penjelasan: 

I. indikator Kierja Laporan Trwtan I 

Penghitungan kinerja "Laporan Triwulan 1' dilakukan dengan menggunakan 

metode hasil akhhr, yaitu akan dihitung sebagai output apabila output tersebut 

sudah selesai. Laporan dihitung sebagai output setelah ditandatangani oleh 
Sekjen, 

2. Indikator Kinerja Laporan Semester I 

Penghitungan khnerja "Laporan Semester 1" dilakukan dengan menggunakan 

metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila output tersebut 

sudah seIesai. Laporan dihitung sebagai output setelah ditandatangani oleh 
Sekjen. 
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Indkator Kinerja Laporan Triwuan HI 

Penghitungan kinerja "Laporan Triwulan II" dflakukan dengan menggunakan 

metode hasiJ akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila output tersebut 

sudah selesai, Laporan dihitung sebagai output setelah ditandatangani oeh 

Sekjen. 

Indikator Kinerja Laporan Tahuran Unaudited 

Penghitungan kinerja "Laporan Tahunan Unaudited dilakukan dengan 

menggunakan metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila 

output tersebut sudah selesai. Laporan dihitung sebagai output setelah 

ditandatangani oeh Sekjen. 

Indikator Kinerja Laporar, Tahunan Audited 

Penghitungan kinerja "Laporan Tahunan Unaudited" dilakukan dengan 

menggunakan metode hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila 

output tersebut sudah selesai. Laporan dihitung sebagai output setelah 

mendapatkan laporan audit dari BPK. 

Indikator Kinerja Laporan Keuangan Bulanan 

Penghitungan kinea "Laporan Keuangan Bulanan" dilakukan dengan metode 

hasil akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila output tersebut sudah 

selesai. Laporan dihitung sebagai output setelah ditandatangani oleh Sekjen. 

Untuk pencapaian kinerja per bulan, dapat menggunakan penghitungan proses 

1/12 (satu per dua belas). 

indikator Kirierja Rencana kegiatan Subbagian Pelaporari 

Penghitungan kinerja "Rencana kegiatan Subbagian Peaporan" dilakukan dengan 

metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka waktu 

tertentu. Metode tersebut dipiih karena sulit memperkirakan secara pasti jumlah 

output yang akan dicapai/di Juar kendali unit kerja dan dilaksanakan sepanjang 

tahun anggaran. Bentuk output-nya berupa laporan action plan. 
Kinerja atas Rencaria kegiatari Subbagari P&aporan akari thperoteh th buan 

Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi monitoring dan 

evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu perdua belas). 

Indikator Kinerja Rencana keuangan Subbagian Pelaporan 

Fenghitungan kinerja "Rencana keuangan Subbagian Evaluasi dan Monitoring' 

dilakukan dengan metode Rekapitulasi yaitu berdasarkan rekapituasi dokumen 

dalam jangka waktu tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan 

secara pasti jum!ah output yang akan dicapai/di luar kendali unit kerja dan 

dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Bentuk output-nya berupa laporan cash 
planning. 
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Kinerja atas Rencana kegiatan Subbagian Evaluasi dan Monitoring akan diperoleh 

di bulan Desember. Untuk pencapalan kinerja per bulan dalam aplikasi monitoring 

dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per dua belas). 

Jndkator Kinerja Laporan pertanggungjawaban Subbagiar Pelaporan 

Penghitungan kinerja "Laporan pertanggungjawabar Subbagian Pelaporan" 

dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen 

dalam jangka waktu tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan 

secara pasti jumlah output yang akan dicapai/di luar kendall unit kerja dan 

dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Bentuk output-nya berupa laporan 

pertanggungjawaban anggaran. 

Kinerja atas Laporan pertanggungjawaban Subbagian Pelaporan akan diperoleh di 

bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi monitoring 

dan evaluasI, dapat menggunakan penghitungan proses 1112 (satu per dua belas). 

Indikator Kinerja Laporan kinerja Subbagian Pelaporan 

Penghitungan kinerja "Laporan Kinerja Subbagian Pelaporan" dilakukan dengan 

metode Rekapitulasi, yaltu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka waktu 

tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti jumlah 

output yang akan dicapai/di luar kendall unit kerja dan dilaksanakan sepanjang 

tah un anggaran Bentuk output-nya berupa laporan pertanggungjawaban 

anggaran. Bentuk output-nya berupa laporan kinerja atas capaian output dan 
realisasi anggaran. 

Kinerja atas Laporan kinerja Subbagian Pelaporan akan diperoleh di bulan 

Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi monitoring dan 

evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per dua belas). 

Indikator Kirierja Laporan tim 

Penghitungan kinerja "Laporan Tim" dilakukan dengan metode Hasil Akhir, yaltu 

akan dihitung sebagal output apabila kegiatan Tim tersebut telah berakhir. Apabila 

output yang dihasilkan bukan berupa hardcopy, maka unit kera harus rnenyusun 

laporan kegiatan. 

Jumlah laporan tim yang dilaporkan sebagai kinerja adalah kegiatan tim yang 

bersifat Orang/Bulan (OB). 
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BAGAN ADMNISTRASI KEUANGAN 

Satker Setjer, 

Kode dan Nomenklatur : 002.01.01 	Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan 

Program 	 lugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI 

NO INDIKATOR KINERJA 	TARGET METODE JANGKA 
PERHTtJNGAN WAKTU 

PENCAPAAN 
Jumiah 	Dokumen 	Pelaksanaan 96 
Ang 	aran, terdiri atas: dokumen 

a Laporan 12 Rekapitulasi Januari- 
Pertanggungjawaban Dokumen Desember 
Bendahara Pengeluaran 2019 
Satker Dewan 

b Laporan 12 Rekapitulasi rij 
Pertanggungjawaban Doku men Desember 
Bendahara Pengeluaran 2019 
Satker Setjen 

c LPJ Bendahara Penermaan 12 Rekapitulasi Januari- 
Satker Setjen Dokumen Desember 

2019 
d Laporan Buku Kas Urnum 12 Rekapitulasi Januan'- 

Bendahara Pengeluaran Dokumen Desember 
SatkerDewan 2019 

e Laporan Buku Kas Umum 12 Rekapitulasi Januari- 
Bendahara Pengeluaran Dokumen Desember 
Satker Seten 2019 

f Laporan Buku Kas Urnum 12 Rekapitulasi Januari- 
Bendahara Penehmaan Dokumen Desember 
Satker Seten 	

. 
2019 

Laporan Perpaakan Sc- 	j 	2 Rekapitui!Jas Januari 

2019 
—Laporan Perpajakan S§`at~ker Hh 12 	Rekapitulasi Januari- 

Deer  

2. i : 

a 	Rencana Kegiatan Bagian Rekapitulasi 1 tahun/ T~—D~okumen 

b Rencana Keuan an Bagian 	1 Dokumen Rekapitulasi 1 tahun! 
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Administrasi Keuangan esember 
2019 

c 	Laporan Tim Bagian 4 Dokumen Hash Akhir anuari- 
+Desember Administrasi Keuangan 

2019 
d 	Laporart 1 Dokumen Rekapitulasi 1 tahun/ 

Pertanggungjawaban Desember 
Bagian Administrasi 2019 
Keuan an 

e 	Laporan Kinerja Bag ian 1 Dokumen Rekapitulasi 1 tahun/ 
AdminIstrasi Keuangan Desember 

2019 
3. 	Layanan Pembayaran Gaji dan 1 Layanan Rekaptulasi 

Tunan an 

Penjelasan 

1. IndikatorKinerja Jumah Dokumen Pelaksanaan Anggaran terdiri atas: 

a, Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Satker Dewan 

Penghitungan kinerja Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran 

Satker Dewan" dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan 

rekapitulasi dokumen dalam jangka waktu tertentu. Metode tersebut dipilih karena 

sulit memperkirakan secara pasti jumlah output yang akan cticapai/di luar kendall 

Lnit kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Bentuk output-nya berupa 

laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran Satker Dewan, Setiap bulan 

akan dilaporkan kinerjanya sebanyak satu dokumen. 

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Satker Setjen 

Penghitungan kinerja Laporan Pertanggungjawaban Bendah ara Pengeluaran 

Satker Setjen" dilakukan dengan metode RekapitWasi, yaitu berdasarkan 

rekapitulash dokumen dalam jangka waktu tertentu. Metode tersebut dipilih karena 

sulit memperkirakan secara pasti jumlah output yang akan dicapai/di luar kendall 

unit kerja dan ditaksanakan sepanjang ta1in anggaran Bentuk output-riya berupa 

aporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran Satker Setjen. Setiap bulan 

akan dilaporkan kinerjanya sebanyak satu dokumen. 

LPJ Bendahara Penerimaan Satker Setjen 

Peghitungan kirerja IN Bendahara Penerimaan Satker Setjen' dilakukan dengan 

metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka waktu 

tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti jumlah 

outout yang akan dicapai/di luar kendall unit kerja dan dlaksanakan sepanjang 

tah un anggaran. Bentuk output-nya berupa laporan pertanggu ngjawaban bendahara 
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penerimaan Satker Setjen. Setiap bulan akan dilaporkan kinerjanya sebanyak satu 

dokumen. 

Laporan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Satker Dewan 

Denghitungan kinerja "Laporan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Satker 

Dewan" dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaltu berdasarkan rekapitulasi 

dokumen dalam jangka waktu tertentu. Metode tersebut dipilih karena suit 

memperkirakan secara pasti jumlah output yang akan dicapai/di luar kendall unit 

kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Bentuk output-nya berupa 

laporan buku kas bendahara pengeluaran Satker Dewan, Setiap bulan akan 

dilaporkan kinerjanya sebanyak satu dokumen. 

Laporan Buku Kas Umum Bendahara PengeIuarar Satker Setjen 

Penghitungan kinerja "Laporan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Satker 

Setjen" dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi 

dokumen dalam jangka waktu tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit 

memperkirakan secara pasti jumlah output yang akan dicapai/di luar kendall unit 

kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Bentuk output-nya berupa 

laporan buku kas umum bendahara pengeluaran Satker Setjen. Setiap bulan akan 

cilaporkan kinerjanya sebanyak satu dokumen. 

Laporan Buku Kas Urnum Bendahara Penerimaan Satkei Setjen 

Penghitungan kinerja "Laporan Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan Satker 

Setjen' dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi 

dokumen dalam jangka waktu tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit 

memperkirakan secara pasti jumlah output yang akan dicapai/di luar kendali unit 

kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Bentuk output-nya berupa 

laporan buku kas umum bendahara penerimaan Satker Setjen. Setiap bulan akan 

dilaporkan kinerjanya sebanyak satu dokumen. 

Laporan Perpajakan Satker Dewan 

Penghitungan kinerja Laporan Perpajakan Satker Dewan dilakukan dengari 

metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka waktu 

tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti jumlah 

output yang akan dicapai/di luar kendall unit kerja dan dilaksanakan sepanjang 

tahun anggaran. Bentuk output-nya berupa laporan perpajakan Satker Dewan 

Setiap bulan akan dilaporkan kinerjanya sebanyak satu dokumen. 

Laporan Perpajakan Satker Setjen 

Penghitungan kinerja "Laporan Perpajakan Satker Setjen" dilakukan dengan metode 

Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka waktu tertentu. 

Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti jumlah output yang 
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akan dicapai/di luar kendai unit kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. 

Bentuk output-nya berupa laporan perpajakan Satker Setjen. Setiap bulan akan 

dilaporkan kinerjanya sebanyak satu dokumen. 

2. Indikator Kinerja: Jurnah Dokumer Administrasi Bagian Administrasi Keuangan, 

tardiri atas: 

Rencana Kegiatan Bagian Administrasi Keuangan 

Pengh itungan kinerja 'Rencan a kegiatan Bagian Administrasi Keuangan" dilakukan 

dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka 

waktu tertentu. Metode tersebut dipilih karena suit memperkirakan secara pasti 

jumlah output yang akan dicapai/di Juar kendali unit kerja dan diJaksanakan 

sepanjang tahun anggaran. Bentuk output-nya berupa laporan act/on plan. 

Kinerja atas Rencana kegiatan Bagian Administrasi Keuangan akan diperoleh di 

bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi monitoring dan 

sva!uasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per dua belas). 

Rencana Keuangan Bagian Administrasi Keuangan 

Penghitungan kinerja "Rencana keuangan Bagian Administrasi Keuangan" 

dilakukan dengan rnetode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapituJasi dokumen 

dalam jangka waktu tertentu. Metode tersebut dipitih karena sulit memperkirakan 

secara pasti jumlah output yang akan dicapai/di luar kendaii unit kerja dan 

dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Bentuk output-nya berupa laporan cash 
piann/ng. 

Kinerja atas Rencana kegiatan Bagian Administrasi Keuangan akan diperoleh di 

bulan Desember. Untuk pencapalan kinerja per bulan dalam aplikasi monitoring dan 

evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per dua belas). 

Laporan Tim Bagian Administrasi Keuangan 

Penghitungan kinerja 'Laporan Tim" dilakukan dengan metode Hasil Akhir, yaitu 

akan dihitung sebagai output apabila kegiatan Tim tersebut telah berakhir. Apabila 

output yang dihaskan hukan berupa hardcopy, maka unit kerja harus rneyusun 

Japoran kegiatan. 

JLmlah laporan tim yang dilaporkan sebagai kinerja adalah kegiatan tim yang 

bersifat Orang/Butan (OB). 

Laporan Pertanggungjawaban Bagian Administrasi Keuangan 

Penghitungan kine rja "Laporan pertanggungjawaban Bagian Administrasi 

Keuangan" dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi 

dokumen dalam jangka waktu tertentu. Metode tersebut dipiJih karena sulit 

memperkirakari secara pasti jumlah output yang akan dicapai/di Iuar kendali unit 

kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Bentuk output-nya berupa 

Japoran pertanggungjawaban anggaran. 
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Kinerja atas Laporan pertanggungjawaban Bagan Administrasi Keuangan akan 

diperoleh di bulan Desember. Untuk pencapaian kinea per bulan dalam aplikasi 

monitoring dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per 

dua belas). 

e. Laporan KineTja Sagai, Adrninstras5 Keuangai 

Penghitungan kinerja "Laporan Kinerja Bagian Admoinistrasi Keuangan dilakukan 

dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka 

waktu tertentu. Metode tersebut dipijih karena sulit memperkirakan secara pasti 

umlah output yang akan dicapai/di luar kencfali unit kerja dan diaksanakan 

sepanjang tahun anggaran. Bentuk output-nya berupa laporan kinerja atas capaian 

output dan realisasi anggaran. 

Kinerja atas Laporan pertanggungjawaban Bagian Administrasi Keuangan akan 

diperoleh di bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan da!am aplikasi 

monitoring dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1112 (satu per 

dua be!as). 

3. Indikator Kinerja: Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan 
Output "Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan' merupakan output generik dan 

Kementerian Keuangan, baik itu nomenklaturnya hingga jumlah output dan satuannya. 
Output tersebut untuk mengakomodasi pembayaran gaji dan tunjangan. 

Kinerja atas Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan akan diperoleh di bulan 

Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi monitoring dan evaluasi, 

dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per d.ua belas). 
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SU9BAGAN KAS DAN PEMBUKUAN 

Satker Setjer 

Kode dan Nomenklatur 	002.01.01 	Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan 

Program 	 Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI 

OR KINERJA TARGET METODE JANGKA WAKTU 

___ PERHITUNGAN PENCAPAIAN 

rtanggungjawaban 12 Rekapitulasi Januari- 

4SEat

kerDewan
Pengeluaran Dokumen Desember 

n ______  2019 

aporan Pertanggungjawaban 12 Rekapitu!asi Januari- 
endahara Pengeluaran Dokumeri Desember 
atker Setjen ______________ 2019 

 LPJ Bendahara Penerimaan 12 Rekapituiasi Januari- 
Satker Setjen Dokumen Desember 

2019 
 Laporan Buku Kas Umum 12 Rekapitulasi Januari- 

Bendahara Pengeluaran Dokumen Desember 
2019 S~La ooran

r Dewan 
 Buku KasUmum 12 Rekapitulasi Januari- 

ahara Fengeluaran Dokumen Desember 
SatkerSetjen ________ 2019 

 Laporan Buku Kas Umum 12 Rekapitulasi Januari- 

Bendahara Penerimaan Satker Dokumen Desember 
Setjen  2019 

 Laporan Perpajakan Satker 12 Rekapitulasi Januari- 
Dewan Dokumen Desember 

2019 
Laporan Perpajakan Satker 	12 	Rekapitulasi 	Januari- 
Setjen 	 Dokumen 	 Desember 

2019  - 

Penjelasan 

I. 	Indikator Kinerja: Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran 

Satker Dewan 

Penghitungan kinerja "Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran 

Satker Dewan" dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan 

rekapitulasi dokumen dalam jangka waktu tertentu. Metode tersebut dipilih karena 

sulit memperkirakan secara pasti jumlah output yang akan dicapai/di luar kenda li  

unit kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Bentuk output-nya berupa 
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laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran Satker Dewan. Setiap bulan 

akan dilaporkan kinerjanya sebanyak satu dokumen, 

2. 	lndkator Kinerja: Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Peng&uaran 

SatkeT Setjen 

Penghitungan kinerja "Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran 

Satker Setjen" dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan 

ekapitulasi dokumen dalam jangka waktu tertentu, Metode tersebut dipilih karena 

sulit memperkirakan secara pasti jumlah output yang akan dicapai/di luar kendall 

unit kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Bentuk output-nya berupa 

laporan pertanggungjawaban bendahara pengelurn Satker Setjen. Setiap bulan 

akan dilaporkan kinerjanya sebanyak satu dokumen. 

	

3. 	Indikator Kinerja: LPJ Bendahara Penerimaan Satker Setjen 

enghitungan kinerja IN Bendahara Penerimaan Satker Setjen" dilakukan dengan 

metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkart rekapitulasi dokumen dalam jangka waktu 

tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti jumlah 

output yang akan dicapai!di Juar kendali unit kerja dart dflaksanakan sepanjang 

tahun anggaran. Bentuk output-nya berupa laporan pertanggungjawaban bendahara 

penehmaan Satker Setjen. Setiap bulan akan dilaporkan kinerjanya sebanyak satu 

dokumen. 

	

4, 	Indikator Kinerja: Laporan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Satker 

Dewan 

Fenghitungan kinerja "Laporan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Satker 

Dewan" dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi 

dokumen dalam jangka waktu tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit 

memperkirakan secara pasti jumlah output yang akan dicapai/di luar kendall unit 

kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Bentuk output-nya berupa 

aporan buku kas urtum bendahara pengekaran Satkr Dean. Setlap bulan akar 

diaporkan kinerjanya sebanyak satu dokumen, 

5. 	Indikator Kinerja: Laporan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Satker 

Setjen 

Penghitungan kinerja "Laporan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Satker 

Setjen" dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi 

dokumen dalam jangka waktu tertentu. Metode tersebut dipilih karena suht 

memperkirakan secara pasti jumlah output yang akan dicapai/di luar kendall unit 

kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Bentuk output-nya berupa 
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laporan buku kas umum bendahara pengeluaran Satker Setjen. Setiap bulan akan 

diiaporkan kinerjanya sebanyak satu dokumen. 

6. 	ndikator Kinerja: Laporan Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan Satker 

Setjer, 
Penghitungan kinarja

L 

" I  aporan Buku Kas Umurn Bendhra Penerimaan Satker 

Setjen" dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi 

dokumen dalam jangka waktu tertentu, Metode tersebut dipilih karena suJit 

memperkirakan secara pasti jumlah output yang akan dicapai/di luar kendali unit 

kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Bentuk output-nya berupa 

aporan buku kas umum bendahara penerimaan Satker Setjen. Setiap bulan akan 

dilaporkan kinerjanya sebnyak satu dokumen 

Indikator Kinerja: Laporar, Perpajakan Satker Dewan 

Penghitungan kinerja Laporan Perpajakan Satker Dewan" dilakukan dengan 

metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka waktu 

tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti jumlah 

output yang akan dicapaVdi Juar kendali unit kerja dan dilaksanakan sepanjang 

tahuri anggaran. Bentuk output-nya berupa Japoran perpajakan Satker Dewan. 

Setiap buJan akan diJaporan kinerjanya sebanyak satu dokumen. 

Jndikator Kinerja: LaPora n Perpajâkan Satker Setjen 

Penghitungan kinerja 'Laporan Perpajakan Satker Setjen" diiakukan dengan metode 

Rekapitulasi yaitu berdasaran rekapitulasi dokumen dalam jangka waktu tertentu. 

Metode tersebut dipilih kare:na suit memperkirakan secara pasti jumJah output yang 

akan dicapai/di luar kendaI unit kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. 

Bentuk output-nya berupa laporan perpajakan Satker Setjen. Setiap bufan akan 

diiaporkan kineanya sebanyak satu dokumen. 
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SUBBAGtAN PENGGAJAN 

Satker Setjen 

Kode dan Nomenklatur 	002.01.01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan 

Program 	 Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI 

NO 	INIKATOR KINERJA TARGET 	METODE 	JANGKA WAKTU 

ri 	Layanan 	Pembayaran 	Gaji 
PERHTUNGAN 	PENCAPAAN 

1 Layanan Rekapitulasi. 
dan Tunjangan 2019 
Dokumen pembayaran gaji 14 Rekapitulasi 	I 	Januari-Desember 

L_ 	Anggota DPR RI Dokumen 2019 
Dokumen pembayaran gaji 14 Rekaptuiasi Jan uari-Desember 
Pegawai Dokumen 2019 

4, 	Dokumen pembayaran gaji 1 Rekapitulasi Januari-Desember 

L 	terusan Anggota DPR RI Dokumen 2019 
Dokumen pembayaran gaji 1 Rekapitulasi Januari-Desember 

L_ 	terusan Pegawai Dokumen 2019 
Dokumen pembayaran gaji 1 RekapituIas Jan uari-Desember 
susulan Anggota DPR RI Dokumen 2019 

 Dokumen pembayaran gaji 1 Rekapitulas.i Januari-Desember 
susulan Pegawai Dokumen 2019 

 Dokumen pembayaran 12 Rekapitulasi Januari-Desember 
tunjangan Anggota DPR RI Dokumen 2019 
Dokumen pembayaran 14 Rekapitulasi Januari-Desember 
tunjangan Pegawai Doku'men 2019 
Dokumen Surat Keterangan 1 Rekapitulasi Januari-Desember 
Pemberhentian Pembayaran Dokumen 2019 
(SKPP) Anggota DPR RI 

11, 	Dckumen Surat Keterangan 	1 	Rekapitulasi Januari-Desember 
Pemberhentian Pembayaran 	Dokumen 2019 
(SKPP)Peawai 

Penjelasan: 

1. Indikator Kinerja: Layanar, Pernbayaran Gaji dan Tunjangan 
Output "Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan" merupakan output generik dan 

Kementerian Keuangan, baik itu nomenklaturnya hingga jumlah output dan 

satuannya. Output tersebut untuk mengakomodasi pembayaran gaji dan tunjangan. 

Kinela atas Laysnan Pembayaran Gaji dan Tunjangan akan diperoleh di bulan 

Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi monitoring dan 

evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu perdua belas 
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Inclikator Knerja: Dokumen pembayaran gaji Anggota DPR RI 

?enghitungan kinerja "Dokumen pembayaran gaji Anggota DPR RI' dilakukan dengan 

metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka waktu 

tertentu. Bentuk output-nya berupa laporan pembayaran gaji Anggota DPR RI. Setiap 

bulan akan dilaporkan kinerjanya sebanyak satu dokumen. Namun, khusus untuk 

bulan pembayaran gaji ke-13 dan THR, maka masing-masing akan ditambahkan satu 

dokumen sehingga total output-nya menjadi 14 dokumen. 

Indikator Kinerja: Dokumen pembayaran gaji Pegawai 

Penghitungan kinerja "Dokumen pembayaran gaji Pegawai" dilakukan dengan metode 

Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka waktu tertentu. 

Bentuk output-nya berupa laporan pembayaran gaji Pegawai. Setiap bulan akan 

d;!aporkan kinerjanya sebanyak satu dokumen. Namun, khusus untuk bulan 

pembayaran gaji ke-13 dan THR, maka masing-masing akan ditambahkan satu 

dokumen sehingga total output-nya menjadi 14 dokumen. 

Indikator Kinerja: Dokumen pembayaran gaji terusan Anggota DPR RI 

Penghitungan kinerja "Dokumen pembayaran gaji terusan Anggota DPR RI" dilakukan 

dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka 

waktu tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti 

jumlah output yang akan dicapai/di luar kendali unit kela dan dilaksanakan sepanjang 

tahun anggaran. Bentuk output-nya berupa laporan pembayaran gaji terusan Anggota 

DPRRI. 

Kinerja atas Dokumen pembayaran gaji terusan Anggota DR RI akan diperoleh di 

bulan Desernber. Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi monitoring dan 

evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per dua belas). 

Indikator Kinerja: Dokumen pernbayaran gaji terusan Pegawai 

Peghitungan kinerja "Dokumen pembayaran gaji terusan Pegawai" dilakukan dengan 

metade Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka waktu 

terlentu. Metode tersebut dipih karena sulit mernperirakar7 secara pasti jurnlah 

output yang akan dicapai/di luar kendall unit kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun 

ançgaran. Bentuk output-nya berupa laporan pembayaran gaji terusan Pegawai. 

Kinerja atas Dokumen pembayaran gaji terusan Pegawai akan diperoleh di bulan 

Desember, Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi monitoring dan 

evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu perdua belas). 

Indikator Kinerja: Dokumen pembayaran gaji susulan Anggota DPR RI 

Penghitungan kinerja "Dokumen pembayaran gaji susulan Anggota DPR RI" 

dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen 

dalam jangka waktu tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan 

secara pasti jumlah output yang akan dicapai/di luar keridali unit kerja dan 
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bulan dalam aplikasi monitoring dan evauasi, dapat menggunakan penghitungan 

proses 1/12 (satu per dua beas). 

11, Indikator Knerja: Dokumen Surat Xeterangaz, Pemberhentan Pembayarar 

(SKPP) Pegawai 

Penghitungan kinerja "Dokumen Surat Keterangan Pernberhentian Pembayaran 

(SKPP) Pegawai' dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan 

rekapitulasi dokumen dalam jangka waktu tertentu. Metode tersebut dipilih karena 

sulit memperkirakan secara pasti jumlah output yang akan dicapai/di Iuar kendali unit 

kerja dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Bentuk output-nya berupa laporan 

pemberhentian pembayaran Pegawai. 

Kinerja atas dokumen Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) 

Pegawai akan diperoleh di bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan 

dalam apUkasJ monitoring dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 

1/12 (satu perdua beas). 
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BAGAN PERJALANAN 

Satker Setjen 

Kode dan Nomenklatur 	002.01 .01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan 

Program 	 Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI 

NO INDIKATOR K1NERJA TARGET METODE JANGKA 
PER}flTUNGAN WAKTU 

PENCAPAJAN 
Jumlah Dokumen Administrasj 4 dokumen 
Per'alanan Dinas, terdiri atas: 

Laporan Ferjalanan 1 Dokumen Rekapitulasi 1 tahun/ 
Dinas Dalam Negeri Desember 2019 
Satker Dewan 

Laporan Perjalanan 1 Dokumen Rekapitulasi 1 tahun/ 
Dinas Dalam Negeri Desember 2019 
Satker Seten 
Laporan Perjalanan 1 Dokumen Rekapitulasi 1 tahun! 
Dinas Luar Negeri Satker Desember 2019 
Dewan 
Laporan Perjalanan 1 Dokumen Rekapitulasi 1 tahunl 
Dinas Luar Negeri Satker Desember 2019 
Seten 

2. 	Jumlah dokumen administrasj 5 dokumen I  

BEa-Rencana

i 	Perjalanan, terdiri 

 Kegiatan 1 Dokumen Rekapitulasi 1 tahun/ 
a ian Peralanan Desember 2019 

b. 	Rencana Keuangari 

#IDokumen

en Rekapitulasi 1 tahun( 
Bagian Peralanan Desember 2019 

0. 	Lapor:n Tim Bagian  Hasil Akhir 1 tahun 

ggung]awaban 
 d. 	Laporan 	JikumekaPituJfl 

Desember 2019 

e.:i
a Bagian 

8 1 DokumJkituIasiihun7 T 
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Penjelasan: 

1, Indikator Kinerja: Jumah Dokumen Administrasi Perjaanan Dinas, terdiri 

atas: 

Laporan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Satker Dewan 

Penghitungan kinerja "Laporan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Satker Dewan" 

dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen 

dalam jangka waktu tertentu, Sepanjang tahun 2019, Bagian Perjalanan 

menargetkan sebanyak 5.680 dokumen. Untuk pencapaian kinerja per buJan 

dapat disesualkan dengan jumlah dokumen yang telah diselesaikan oleh Bagian 

Perjalanan. 

Laporan Perjalanari Dinas Dalam Negeri Satker Setjen 

Penghitungan kinerja "Laporan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Satker Setjen" 

dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen 

dalam jangka waktu tertentu. Sepanjang tahun 2019, Bagian Perjalanan 

menargetkan sebanyak 900 dokumen. Untuk pencapaian kinerja per bulan dapat 

disesuaikan dengan jumlah dokumen yang telah diselesaikan oleh Bagian 

Perjalarian. 

Laporan Perjaanan Dinas Luar Negeri Satker Dewan 

Penghitungan kinerja "Laporan Perjalanan Dinas Luar Negeri Satker Dewan" 

dilakukan dengan metode Rekapitufasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen 

dalam jangka waktu tertentu. Sepanjang tahun 2019, Bagian Perjalanan 

menargetkan sebanyak 180 dokumen. Untuk pencapaian kinerja per bulan dapat 

disesuaikan dengan jumlah dokumen yang telah diselesaikan oleh Bagian 

Perjalanan. 

Laporan Perjalanan Dinas Luar Negeri Satker Setjen 

Penghitungan kinerja "Laporan Perjalanan Dinas Luar Negeri Satker Setjen" 

dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen 

dalam jangka waktu tertentu. Sepanjang taun 219, Bagian Perlalanan 

menargefkan sebanyak 20 dokumen. Untuk pencapaian kinerja per bulan dapat 

disesuaikan dengan jumlah dokumen yang telah diselesaikan oeh Bagian 

Perjalanan. 

2. Indikator Kinerja : Jumlah dokumen administrasi Bagian Perjalanan, terdiri 

atas: 

a Rencana Kegiatan Bagian Perjaanan 

Penghitungan kinerja "Rencana kegiatan Bagian Perjalanan" dilakukan dengan 

metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka 

waktu tertentu. Metode tersebut dipilih karena suUt memperkirakan secara pasti 
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jumlah output yang akan dicapai/di luar kendali unit kerja dan dilaksanakan 

sepanjang tahun anggaran. Bentuk output-nya berupa laporan action plan. 

Kinerja atas Rencana kegiatan Bagian Perjalanan Kesehatan akan diperoleh di 

bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per buan dalam aplikasi monitoring 

dan evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per due 

belas). 

b. Rencana Keuangan Bagian Perjalanan 

Penghitungan kinerja "Rencana keuangan Bagian Perjalanan" dilakukan dengan 

metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka 

waktu tertentu. Metode tersebut dipi!ih karena sulit memperkirakan secara pasti 

jumlah output yang akan dicapai/di luar kendali unit kerja dan dilaksanakan 

sepanjang tahun anggaran. Bentuk output-riya berupa laporan cash planning. 

Kinerja atas Rencana kegiatan Bagian Ferjalanan akan diperoleh di bulan 

Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi monitoring dan 

evaluasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per dua belas). 

Laporan Tim Bagian Perjalanan 

Penghitungan kinerja Laporan Tim" dilakukan dengan metode Hasil Akhir, yaitu 

akan dihitung sebagai output apabila kegiatan Tim tersebut telah berakhir, 

Apabila output yang dihasilkan bukan berupa hardcopy, maka unit kerja harus 

menyusun Japoran kegiatan. 

Jumlah laporan tim yang diaporkan sebagai kinerja adalah kegiatan tim yang 

bersifat Orang/Buan (OB). 

Laporan Pertanggungjawaban Bagian Perjaanan 

Penghitungan kinenja "Laporan pertanggungjawaban Bagian Perjalanan" 

dilakukan dengan metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen 

deem jangka waktu tertentu. Metode tersebut dipilih karena suit memperkirakan 

secara pasti jurnlah output yang akan dicapaildi uar kandali unit kerja dan 

diiaksanakan sepanjang tahun anggaran. Bentuk output-n ye berupa laporan 

pertanggungjawaban anggaran. 

Kinerja atas Laporan pertanggungjawaban Bagian Perjalanan akan diperoeh di 

bulan Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan daiam aplikasi monitoring 

dan eva!uasi, dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per dua 

belas). 

Laporan Kinerja Bagian PerjaJanan 

Penghitungan kinerja "Laporan Kinerja Bagian Perjaianan" dilakukan dengan 

metode Rekapitulasi, yaitu berdasarkan rekapitulasi dokumen dalam jangka 
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waktu tertentu. Metode tersebut dipilih karena sulit memperkirakan secara pasti 

jumlah output yang akan dicapai/di luar kendall unit kerja dan dilaksanakan 

sepanjang tahun anggaran. Bentuk output-nya berupa Faporan kinerja atas 

capaian output dan realisasi anggaran. 

Kinerja atas Laporan kinerja Bagian Perjalanan akan dipero!eh di bulan 

Desember. Untuk pencapaian kinerja per bulan dalam aplikasi monitoring dan 

evaluasi dapat menggunakan penghitungan proses 1/12 (satu per dua belas). 
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SUBBAGJAN PERJALANAN DNAS DALAM NEGERI DEWAN 

Satker Setjen 

Kode dan Nomenklatur 	002.01.01 	Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan 

Program 	 Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI 

PERHITUNGAN
7JANGKA 

CAPAIAN 

1.#

bKunjungan

n Perjalanan 

1 tahun/J 

	

:riDewan: 	
anua 

	

njungan Kerja K 	

Kerja 4.480 	Hasil Akhir 	1 tahun/Januari- 
Desember 2019 

roran an Dokumen 	 Desember 2019 

Penjelasan: 
1. Indikator Kinerja : Laporan Perj&ar,an Dinas Daam Negeri Dewan: 

a. Kunjungan Kerja Kelompok 

Penghitungan kinerja Kunjungan Kerja Kelompok" menggunakan metode Hasil 

Akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila output tersebut sudah selesai. 

Jangka waktu pencapaian output adalah bulan Januari-Desember 2019. Setiap 

kunjungan kerja kelompok, maka dihitung sebagai satu dokumen. 

b, Kunjungan Kerja Perorangan 

Penghitungan kinerja "Kunjungan Kerja Perorangan menggunakan metode Hasil 

Akhir, yaitu akan dihitung sebagai output apabila output tersebut sudah selesai. 

Jangka waktu pencapaian output adalah bulan Januari-Desember 2019. Setiap 

kunjungan kerja perorangan, maka dihitung sebagai satu dokumen. 
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SUB8AGAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI SEIJEN DAN BADAN 
KEALJAN 

Satker Setjen 

Kode dan Nomenklatur 	00201.01 Program Dukungan Mariajemen Pelaksanaan 

Program 	 Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI 

NO 	INDIKATOR KNERJA 	TARGET 	METODE 	JANGKA 
PERHITUNGAN 	WAXTU 

PENCAPAIAN 
1. 	Laporan 	Perj'Ianan 	Dinas 900 	Hasil Akhir 	1 tahun/Jarivari- 

Dalam Negeri Setjen dan Dokumen 	 Desember 2019 
Badan Keahiian DPR RI 

Penjelasan: 

1. Indikator Knerja Laporan Perjalanar, Dinas Daiam Negeri Setjen dan Badan 

Keahian DPR RL 

Penghitungan kine'rja "Laporan Perjalanan Dinas Dalam Nlegeri Setjen dan Badan 

Keahlian DPR RI" menggunakan metode Hasil Akhir, yaitu akan dihitung sebagai 

output apabila output tersebut sudah selesai. Jangka waktu pencapaian output adalah 

bulan Januari-Desember 2019, Setiap kunjungan kerja grup/kelompok dan 

perorangan yang dilakukan oleh Setjen dan BK DPR RI, maka dihitung sebagal satu 

doku men. 
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SUB3AGAN PERJALANAN DINAS LUAR. NEGER 

Satker Setjen 

Kode dan Nomenklatur : 002.01.01 	Program Dukungan Maniemen Pelaksanaan 

Program 	 Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI 

NO INDIKATOR KNERJA TARGET 	METODE 
PERHITUNGAN 

180 	Hash Akhir 
________________________ 

JANGKA 
WMTU 

PENCA?AIAN 
1 tahun/Januari- 1. Laporan PerjaIanan51i 	Luar 

Negeri Dewan Dokumen Desember 2019 

Laporan PerjaIanaas Luar 20 	Hasil Akhir 1 tahun/Januari- 
Negeri 	Setjen 	dan 	Badan Dokumen 	i Desember 2019 
Keahlian_DPR_RI  

Penjelasan; 

1, Indikator Kinerja: Laporan Perja!anan Dinas Luar Negerl Dewan 

Peighitungan kinerja Laporan Perjalanan Dinas Luar Negeri Dewan" menggunakan 

metode Hasi! Akhir, yaltu akan dihitung sebagal output apabila output tersebut sudah 

selesaL Jangka waktu pencapalan output ada!ah bulan Januari-Desember 2019. 

Setiap kunjungan kerja luar negeri grup/kelompok dan perorangan yang dilakukan 

oleh DPR RI, maka dihftung sebagai satu dokumen. 

2. Indikator Kinerja: Laporan Perjalanan Dinas Luar Negeri Setjen dan Badan 

Keahilan DPR RI 

Penghitungan kinerja "Laporan Perjalanan Dinas Luar Negeri Setjen dan Badan 

Keahllan DPR RI" menggunakan metode Hasil Akhir, yaltu akan dihitung sebagai 

output apabila output tesbut sudah selesaL Jangka Yvakiii pecapaian output adaIai 

bu!an Januari-Desember 2019 Setiap kunjungan kerja fuar negeri grup/kelompok dan 

perorangan yang ditakukan oleh Setjen dan BK DPR RI, rnaka dihitung sebagai satu 

dokumen. 
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